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ABSTRAK 

Nama : lstalama Ramadhini 
Program Studi: Magister Kenotariatan 
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Internet Banking 

Bank Mandiri pertarnakali mernperkenalkan layanan internet banking pada 
rnasyarakat pada tahun 2002. Internet banking merupakan bentuk pemanfaatan media 
internet oleh bank untuk rnempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara 
online, dalam internet banking terdapat bak dan kewajiban antara nasabah dan bank 
karena didasarkan pada suatu perjanjian. Jika terjadi konflik maka PerhndWlgan 
hukum dalam layanan internet banking didasarkan pada perlindungan langsung atau 
tidak langsung. perlindungan data pribadi nasabah~ perlindungan manajemen resiko 
dan transparansi produk bank, serta perlindungan dalam hal teijadi sengketa akibat 
layanan internet banking, disamping itu terdapat juga pertanggungjawaban bank 
terhadap nasabah apahila terjadi permasalaban dalam tayanan internet banking. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan 
data-data yang bersifat yuridis-normatif yang ditarnbahkan dengan wawancara yang 
dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah internet banking. hasH penelitian ini 
berlrentuk eksplanatoris-anatistis karena analisa datanya menggunakan metoda 
deskriptifyang bersifat kualitatif. 

Kata kunci: 
Internet banking, perjanjian, perlindungan hukum 
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ABSTRAC 

Nama : lstalama Ramadhini 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : Customer Law Protection for Internet Banking Service 

The first time Mandiri bank introduce internet banking features to public in 2002. 
Internet banking is one of internet media utilization by bank to promote and also to 
make a transaction online> in the internet banking utilization, there are also right and 
obligation between customer and bank because it was assumpted in an agreement If 
there is a conflict happened so the law protection in internet banking sevkes 
assumpted on direct protection and indirect protection, protection of customer private 
database, protection of risk management and bank product transparency, and also 
give the customer protection if it consist dispute arising be out of the internet banking 
services, beside that also be found bank responsibility to the customer, if there is 
dispute arising in consequence of internet banking services, This research was done 
by using literature research method with normative-juridical characteristic data which 
interview the internet banking interrelation. The form of this research is analytical· 
explanatory because the analitycal datas using qualitative description method. 

keyword: 
Intemel banking, agreement. law protection 
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BABI 

"PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

Kompetensi adalah suatu kata yang tidak akan pernah hilang dari catatau 

para pengclola bank Tingginya tingkat kompetisi yang dihadapi oleh baak datang 

tidak !tanya dari sesama baak llllli1Un banyak pillak lain yang bersarna-sama 

menggarap ladang bank, Mereka adalah koperasi pasar, koperasi sim:pan pinjam, 

baak-baak lainnya, dan bahkan lembaga swadaya masyarakat pun juga ikut serta 

daJam kegiatan menerima tabungan dan menyalurkan kredit.t 

Menurut ketentuan Undang-undang No. I 0 tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaakan (untuk selanjutnya 

disebut UU Perbaakan), yang dimaksud dengan baak adalah :2 

"Badarr usaha yang menghimpun dana dari rnasyarakat dalam bentuk 
simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalarn bentuk k:redit 
dan atau bentuk~bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak" 

Atau secara sederbana menurut Kasmir, dapat diuraikan sebagai berikut 

"Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah mengbirnpun darra 
dari masyarakat dan menyalurka:n kembali dana tersebut ke masyarakat 
serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan adalah 
setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dl mana kegiatannya 
baik hanya menghimpun dana, atau hanya roenyalurkan dana atau kedua~ 
duanya menghimpun dan menyalurkan dana". 3 

Dari bunyl pasal dan uraian diatas dapat disimpurkan bahwa bank 

1 Purwanto Waluyo, info bank mci 1997, http/b~ww.li,Qmpas col!!f.nMl, diaks~ tanggal4 
desember 2008, ll.45. 

1 Indonesia 1, Undang-undang No. 10 !ahurt 1998 tentang Perubahnn Atns Undang­
l.Uldll.flg Nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang Tentang .Perbankan, LN Thhun 199& No 1, pasall 
Ayat2 

3 Kosmlr, Manajemcn Perba.nkan, (Jakarta: PT Raja Gr.nfindo Persarla. 2000), hal ll. 

l Unlval'$ltas Indonesia 
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merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan penyalurannya akan kembali pada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf bidup masyarakat dan juga sebagai intermediasi dana untuk 

menggerakkan dunia bisnis dan mempunyai tugas sebagai perantam untuk 

menyalurkan penawaran dan pennintaan k.redit pada wa.ktu yang ditentukan. 

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha rnendapatkan keuntungan 

dari usaha yang dijalankannya, sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank 

mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan usahanya. Hal itu 

merupakan dua fungsi bank yang tidak dapat dipisahkan. 

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan pasal 3 dan 4 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perbankan) menyebutkan fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu A 

I. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai pengbimpun dan 

penyalur dana masyarakat 

2. Perbankan Indonesia bertujuan rnenunjang perlaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertwnbuh!lli ckonomi 

dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Dengan demilcian fungsi perbankan Indonesia tidak hanya sekedar sebagai wadah 

penghimptu1 dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabWlg dan investor 

tetapi fungsinya juga diarahkan kapad• peningkatan tamf lridup orang banyak 

meojadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelwnnya. Dengan mempertahankan 

prinsip ter.sebut. maka diharapkan perbankan Indonesia dalarn melakukan 

usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya 

serta menunjang kegiatan ekonoml pada umumnya, bahkan iembaga perbankan 

ditwltut untuk menciptakan stabilitas. nasional dalam arti yang seluas-luasnya.:5 

Dalam melakuk:an operasinya di dtmia masyarakat yang semakin luas dan 

kompleks ini, benyak in.dustri-industri yang menggunakan taknologi inovatifsalah 

satunya adalah industri perbankan. Seperti banyaknya industri yang penting, 

4 Indonesia. I, Op. Cit, pasal3 dan 4, 

5 Zulfl Chairi, SH, "Kepailitan Terhadap Bank Di i3awah Pengawasan Bn<lan Penyehatnn 
Perbankan Nasional." '5.hi.!Irfllib~~;lcidldown!oodl~4~.~i.~.: hal 2~3, 8 
Maret 2007. 

Universitas Indonesia 
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lembaga-lembaga keuanganjuga telab bereksprimen dengan teknologi yang mana 

bal ternebut telab mengbasilkan sistem pemberian jasa dan layanan yang dapat 

memberikan kemudaban dan kepuasan bagi nasababnya. Salab satu fasilitas 

pelayanan jasa perbankan yang sekanmg gencar dilakukan adalab dengan 

memanfaatkan "Sistem Teknologi Informasi (STit atau yang disebut electronic 

banking.' 

Teknologi sistem informasi adalah suatu sistem pengolaban data keuangan 

dan pelayanan jasa perbankan secara elektronik dengan menggnnakan komputer, 

telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya.7 Penggunaan electronic banking 

dimaksudkan untuk meningketkan efektifitas dan efisiensi usaha perbankan, telapi 

electronic banking juga mengandung resiko ymtg dapat merugikan kepentingan 

baik nasabab ataupun pibak bank. 

Teknologi infurmasi, yang perkembangarmya semakin pesat dikalangan 

perban:kan dala111 sistem informasi manajemen serta merupakan sistem perbankan 

yang dapat meningkatkan jangkeuan dan kecepatan layanan serta kemudaban 

dalam bertransaksi dengan bank. Ada banyak jenis layanan electromi: banking 

yang dilawarkan oleh pihak perbankan diantanmya adalab Automated Teller 

A1achine (ATM). Home Banking~ lntemel Banking serta lvfobile Banking yang 

mempakan terobosan baru layanan perbanken yang praktis tanpa banyak buang 

waktu melalui telepon setta memberikan kesempatan bagi para nasabah untuk 

berhubungan dengan bank selama 24 jam sehari dan 7 heri seminggu, sebingga 

nasabab tidak perlu lagi datang ke bank dan menunggu antrian pelayanan 

perbankan. Pelayanan jasa perbankan memang memberikan banyak manfaat bagi 

nasabah.8 Meskipwt pelaksanaan transaksi elektronik rudah berjalan, namun 

belum adanya suaru pera.turan yang mengatur seeara tegas terhadap pelaksanaan 

6 Bank Indonesia 1, Surat Edo.ran Bank lndQ!ICSia !entang Penggunaa.n Teknologi Sistem 
[nformasi Oleh Ban!c SEBI No. 21/WUPP.B Tanggal3l Maret 1995 dan Surnt Keputusan Direktur 
Bank Indonesia tentang Penggunaan Tcl.:nologi Sistem lnformasi oleh Bank, SKDBI No. 
27/164/KEP/DIR Tooggal3t Maret 1995. 

7 Bank Indonesia 2. Sumt Keputus;m Direktur Bllllk Indonesia lealang Penggwuum 
Teknologi Sistem Infoonasi oleh Bank, SKDBI No, 27/164/KEP/I:>JR Tanggal 31 Maret 1995, 
pasal l ayal.2.. 

! Adam S.rihono, "Pengamanan PelAytman Jasa Perbankan elektronis dan Jaringan 
Koffilll'likasi Data", Pengembangan Pertmnka.n, No. 55 (Septernber-Oktober, 1995). hal 66-68. 

Universitas Indonesia 
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transaksi elektronik di Indonesia. Dibutuhkan suatu peratu.ran yang mengatur 

mengenai transaksi elektronik yang mencakup aspek-aspek sistem keamanan 

dalam bertranseksi secara elektronik dan pembuktian yang juga merupakan 

masalah dalam pelaksanan mobile banking dan internet banking karena sifat dati 

trsnsaksi elektronik tersebut adalab paperless atau tanpa kertas. Di Indonesia saat 

ini sudah terdapat pemturan perundang-undangan yang mengatur secara kbusus 

mengenai electronic banking~ yaJtu Undang~undang No 11 Tahun 2008 Tentang 

lnfonnasi dan Tmnseksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan Undang­

Undang ITE). Sehingga dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi nasahah pengguna layanan perbankan dalam bertransaksi 

melalui Internet banking atau mobile banking, Penggunaan electronic banking 

dimungkiekan oleh pasal 6 huruf n Undang-Undang Perhankan No. 10 Tahun 

1998 dan kemudbut olah SE131 No. 27/9/UPPB dan SKDBI No. 27/164/KEP/DIR 

tanggal 31 Maret !995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem lnformasi oleh 

hank. Sedangkan hubungan hank dan nasabah didasarkan pada perjanjian pasal 

!338 Ki!Ob Undang-Undang Hukum Perda10.9 Dalam hal produk dan layanan 

yanng diberikan oleh bank, bank wajib memberikan informasi yang terbuka atas 

produk dan layanan nya tersebut. Penyediaan infonnasi ini !ebih lanjut di atur 

dalam Peraturnn Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi 

lnformasl Produk Bank dan Penggunaan Da!O Pribadi Nasabah. 

Saat ini, bank tidak mclulu berfungsi sebagai tempat menabung atau 

tempat mendapatkan kredit modal kerja, melalnkan berlmmbang pada fungsl 

kegiatan pedbankan yang laln. 10 Ritme hidup nasabah yang membutuhkan 

kecepatan. kearnanan, dan kenyamanan menuntut pihak bank memberi layanan 

perbankan yang cepat dan efisien, seka1igus aman. Namun. tidak jarang para 

nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi perbankan. Entah 

kesalahan pengetikan, ketidaktahuan ekan panduan transaksl, kecerobohan da!am 

melekukan transaksi, dan laln-lain yang menyebabkan keruglan pada pihak 

9 Fahmi Amir, Konsel • .-uensi rlari Elektronik Benking, diakses tangga! 25 Januar:i 2009, 
pukul 22.40. Httpl/:www:Tempo.oomlphp/_arttkel 

111 Sutarno. ArpekwAspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung; Alfabeta, 2004}. 
bal.43 .. 

Universltas 1ndonosla 
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nasabah itu sendirL It 

Jasa~jasa melalui electronic banking ini meliputi jasa-jasa pemindahan 

dana yang dikontrol oleh komputer dimana hal tersebut berguua untuk melengkapi 

pemakaian cek dan uang. Sistem jasa-jasa pelayanan inovatif ini dikategorikan 

sebagai sistern EFT (Electronic Fundr Th:msfor) yaitu pemindahan uang dengan 

elektronik. Pemakaian e/ectr<mic banking ini dipandang sebagai altematif yang 

tidak dapat dielakan akibat adanya sistem teknologi yang semakin maju dalam 

bidang perbankan.12 

Selaras dengan tingkat efisiensi yang ditimbulkan oleh teknologi, 

kehadiran electronic banking telah menyebabkan tingkat efisiensi yang diterima 

bank cukup tinggi. Secara konvensional suatu bank membutuhkan dana yang 

cukup bcsar dalam meoyelenggarakan kegiatan usahanya. 

Babwa denbran adanya kemajuan teknoiogi tersebut terasa sekali 

mempengaruhi langsung satu sistem dalam perbankan. salah satu nya adalah 

sistem transfer uang dari satu tempat ke tempat lain. lnteraksi antara b!dang 

teknologi dengan bidang hukum serta dengan bidang bisnis sangat · intens. 

Kemajuan dibidang teknologi komunikasi sangat mempengarubi pola-pola 

pengiriman uang via bank. Akan tetapi hal tersebut tidak diirnbangi dengan 

pengamanan data nasabeh yang diperlukan keuka transaksi terjadi. Pengguuaan 

electronic banking membutuhkan jaringan internet dan GSM serta operator 

telepon seluler sebagai perantara nasabah dengan bank. Dengan adanya perantara 

tersebut, data-data sensitif nasabah, seperti kode PIN, bisa diketahui oleh pihak­

pihak yang memiliki akses pada.'lya. Bisa pihak operator. bisa pula penyerang 

yang menyusup pada jaringan internet dan GSM. Sehingga pengamanan data 

mutlak diperlukan untuk mencegeh hal yang tidak diingiukan. 

Maraknya layanan jasa rnelaJui electronic banking yang ditawarkan oleh 

banyak bank kepada . nasabehnya menghadirkan suatu pertanyaan bagi 

nasabahnya, apakah maraknya perbankan menawarkan layanan meialui electronic 

11 Rirnsky Judisseno, Sistem Moncter dan Perbonkcm. (Jakarta. PT. Gramedia, 2002}, hal 
23. 

a Muhamad Djumhana:, Hu.kum Perfmnkan d1 indonesia. (Bandung: PT. Aditya Baklt, 
2000), hal.20 .. 

Universitas Indonesia 
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banking tersebut memang menguntungkan bank dan nasabalmya atau sekedar 

ingin memanfaatkan dana masya.rakat yang masuk untuk berinvestasi diteknologi 

yang canggih ini. Selain itu semakin banyaknya bank yang menggunakan layanan 

mela1ui electronic banking, merubuat nasabah bertambah bingung untuk 

meman:filatkannya. Oleh karena itu penting untuk memilih kriteria electronic 

banking yang baik dan melakukan sosialisasi kepada nasabah bank tersebut 

Untuk itu, nasabah selaku pengguna electronic banking,. harus 

mendapatkan perlindungan akan hak-hakuya alas jasa yang diberikan oleh bank, 

karena selama ini sering seka1i terjadi permasalahan yang merugikan nasabab. 

Misainya, nasahah melakukan transaksi penarikan tunal melalui mesin ATM. Pada 

layar mesin Ail-.1, disebutkan bahwa transaksl berhasil, akan tetapi uang nasabah 

tidak keluar. Kejadian ini sangat sering teijadi seiring dengan pengganaan 

teknologi informasi oleh bank Pennasalahan tersebutjuga terjadi dalam internet 

banking. dimana nasabah melakukan transfer uang melalui intemet banking dan 

saldo pada tabW>gan telah berkurang, tetapi nang yang ditransrer tidak berpindah 

kepada pihak yang ditransfu oleh nasabah. Ole!: karena itu dibutuhkan suatu 

perlindungan khusus bagi nasabah bank pengguna inlemet banking agar uang 

yang mereka simpan atau transaksi yang mereka lakukan menjadi aman dan tidak 

merugikan nasabah. Nasabah dalam hal ini perlu dilindungi, baik secara langsung 

dan tidak langsung, dan apabila terjadi suatu pennasala.~an maka diperlukan suatu 

penyelesaian, diantaranya ada1ah dengan mediasi. Penyelesaian sengketa antara 

nasabah dan bank melalui mediasi diatur daJam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa dan Rekomendasi. 

Bank Mandiri ,Tbk adalab salah satu bank terbesar saat inf di lndonesta 

yang menawarkan sistem electronic banking yang diantaranya ada1ah internet 

hc:nking, mobile banking ini kepada nasabahnya. Bank 1.1andiri melakukan 

terobosan ini guna mempermudah nasabahnya dalam memantau dananya di bank 

tersebut. Dengan adanya pelayanan inl diharapkan nasabah bank Mandiri st::makin 

berkemhang dan semakin banyak. 

Berdasarkan Jatar belakang diatas. terdapat beberapa permasalahan hukwn 

yang akan dikaji akibat kondisi yang ada yang merupakan fenomena hukum yang 
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tefjadi dan dapat mewakili persoalan hukum yang serupa. Untuk itu dalam Tesis 

Ini Penulis akan membahas mengenai " PERLINDUNGAN HUKUM BAG! 

NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING". 

B. Pokok Ptrmssalahan 

Berdasarkan lallir belakang diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik 

bebernpa pokok parmasalahan yang akan di kaji dan di analisa, antara lain adalah: 

l) Bagaimana hak dan kowajiban nasabah dan bank dalarn 

penggunaan internet banking'? 

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dan 

pertanggungjawaban bank jika te!jadi kesalahan dalam transaksi 

Internet banking? 

C. Thjuan Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tcsis ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya sistern internet banking 

serta untuk mengetabui bagaimana perlinduilgaD hukurn terhadap nasabah bank 

penggunaan layman intemel banking, dan bagaimana pertanggungjawaban bank 

jika teljadi kesalahan dalam transaksi. 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah 

metode peneiitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukom (legal 

research) sebagal penelitian hukurn yuridis nonnatif. Penelitian hukum yuridis 

nonnatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum tertulis, 

baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun Jiteratur lainnya. 13 

Data yang digunakan dalam pellelitian lni adalah data sekunder .• danjenls­

jenis bahan hukum yang: penulis gunakan dalam peno.lisan ini antara Jain :14 

n Sri Mamudji, dkk. Metode. Penelitian den Penultsan Hukum., cct I.,Gakarla: Badan 
penerbit Uruversitas Indonesia, 2005}, hal.l. 

14 Soerjono Soekanto, Pengontar Pt.melitian Hukum, ceU, (Jakruta:Ul~Press, 19&6}, 
hal.12. 
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L BahJmhukumprimer 

Dalwn hal ini yang digunakan adalab peraturan perundang-undangun amnra 

lain Undang Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang Undang 

No.7 Tahun 1992 sebagairnana Ielah diubah dengau Undang Undang No. 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 11 Tahnn 2008 

tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik ,SEB! No. 2719/UPPB dan 

SKDB! No. 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penggunaan 

Teknologi Sistem Infonnasi oleh bank, serta Surat Keputusan Direktur Bank 

Indonesia teatang Penggunaan Tekno!ogi Sistem lnformasi oleh Bank, SKDBI 

No. 27/164/KF.P/DIR Tanggal 31 Maret 1995, Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 9/15/PB!/2007 tentang Penerapan Manajemen rusiko dalam 

Penggunaan Tekno1ogi Infonnasi oleh Bank Umum. 

2. Bahan huknm sekunder 

Bahan hukum sekunder arlalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan 

hukwn ·pJimer, contobnya buku-buku, artikel, 1aporan-laporan penelitian dan 

berbagai karya wlis ilrniah lainnya yang membahas uan terkait dangan Akibat 

hukum serta keuntungan dan kerugian adanya electronic banking. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan huknm tersier adalah bahau-bahan yang bersifat menunjang bahan 

hul..\llll primer dan sekunder. Contohnya kamus, buku pegangan serta 

ensiklopedi yang semuanya dapat disebut bahan referensi (bahan acuan dan 

bahan rujukan). 

Dalam penulisan ini, penulis mengumpuikan bahan hukum tersebut 

dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen. basil penelitian ini berbentuk 

eksplanatoris~analistis karena analisa datanya menggunakan metode deskdptif 

yang bersifilt kualitatif. Untuk mendukung penulisan ini dilnkukan juga 

wawancara dengan beberapa nara sumber.15 

11 Wawancara dalam penelitlan ini dllak"ukan dengan Custemer Service PT Bank Mandiri, 
Tbk dun beberapa nasabah PT. Bank Mandiri Tbk. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tesis ini dibagi meqjadi tiga bab, dimana pada setiap bab akan 

dibabas secara rinci sebagal bagian dan keseluruban Tesis ini. Adapun susunan 

sistematika tesis. ini adalab sebagai berik:ut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan Jatar belakang 

masalah yang mendasari penulisan ini, pokok pe!1llllsalaban yang dibadapi 

penulis, metodologi penelitian yang dipergunakan serta uraJan sistematika 

penulisan. 

BAB II PEMBAHASAN 

A. Daiam sub bab Uri Penulis akan membahas mengenai Pelayanan Jasa 

Perbankan Elektronik. 

Sub Bab ini Akan Membahas Mengenai perjanjian electronic 

banking. Prinsip~prinsip umum electronic banking yang didalamnya 

mencakup pengertian e/ectromc banking, fungsi electronic banking, tujuan 

electronic banking, manfaat electronic banking? resiko electronic banking 

dan pengaturan electronic banking. Scdangk:an dalam sub bab selanjutnya, 

akan dibabas khusus mengenai internet banking yang dldaJamnya 

mencakup pengertian internet banking. tujuan penggunaan internet 

banking, manfaat internet banking, tipe danjenis layanan internet banking, 

aspek keamanan internet banking, konvergensi hukwn dan tekno1ogi 

informasi serta pengaturan internet bonhng di indonesia. 

B. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabab Pengguna Jasa Layanan 

Internet Banking. 

Sub Bab Ini akan menganallsa mengenai hak dan kewajiban yang 

tirnbuJ dari adanya internet banking serta perlindtmgan hukum terhadap 

nasabah bank jika terjadi kesalahan dalam transaksi internet banldng, dan 

bagaimana pertanggungjawaban bank menurut ketentuan dalam Undang-
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Undang Nomor II Talum 2008 tenlang lnformasi dan Transaksi 

Elektronik 

BAB ill PENUTUP 

Bab ini morupakan bab yang mengurniklln kesimpulan dan saran dari 

pembabasan yang telab dilakukan pada bah sebelumnya dengan melibat pokok 

permasalaban yang diangkat dalam penulisan ini. 
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BABII 
PERLINDUNGAN RUKUM NASABAH BANK PENGGUNA I,AYANAN 

INTERNET BANKING 

A. TINJAUAN UMUM ELECTBONIC BANKING DAN INTERNET 
BANKING 

1. ELEKTBONIC BANKING 
1.1. Pengertian Elektronic Banking 

Electronic banking adalah jasa bank yang disediakan untuk 

nasabahnya, yang diberikan dengan bantuan komputer dan media komunikasi 

elektronik.1 

Dalam Dictionary of Banking, Electronic banking adalah 

"Banking transaction condocted via computerized system, 
effecting efficiency and lower cost"? Yang da1am tetjemahan 
bebasnya berarti "transaksi pemankan dengan menggunakan 
sistem komputer~ yang mengakibatkan efisiensi dan 
memperkeciJ biaya". 

Menurut Thomas Fitch juga disebutkan bahwa electronic banking 

adalah:3 

"'electronic banking is form of banking where funds are 
transftrred through sn exchange of electronic signals between 
financial institution, rather than exchange of cash, check or 
other negotiable instruments". 

Dari definisi-definisi diatas malca dapat disimpulk:an bah""a perbankan 

elektronik pada dasamya adalah suatu transaksi perbankan dengan 

L Aji Puguh, "Penerapao EJektrooik Banking tidak hanya karena faktor finansial", Topik dan 
Komentar, Pengembangan Perbankan No55, (Scptember-Oktober, 1995), haLS. 

2 Jerri M" Rossenberg, Di<:tionary of Banking and Firumcia! Service. New York: John Wiley 
and SonsJnc. 1992 .• hall32. 

3 Thomas Fitch, Dictionary of Banking Terms, to~ ed. 2, 1993. 
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menggunakan suatu transaksi perbankan dengan menggunaksn suatu media 

elektronik baik berupa komputer maupun media elektronik lainnya, yang 

mengakibatkan adanya efisiensi biaya. 

Bank Indonesia dalam hal ini menyamakan istilab parbanksn 

elektronik dengan istilah Teknologi Sistem Infonnasi (TSI). 4 Dalam SKDBI 

No. 27/164/KEP/DIR tanggal31 Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi 

Sistem lnformasi oleh Bank. Da!am ketentuan pasal I ayat ·2 disebutkan 

bahwa Teknologi Sistem lnfonnasi adalab:' 

"suatu sistem pangolahan data keuangan dan pelayanan jasa parbaakan 
secara elektronis dengan menggunakan sarana kornputer .. 
telekomunikasi. dan saran a elektronis lainnya". 

Sistem pengolahan data keuangan secara elektronls meliputi 

pemprosesan transaksi keuangan secara lengkap sejak pencatatan transaksi 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan.6 

Pengolahan data elektionis atas pelaya.nan jasa perbankan meliputi 

penggunaan Automated Teller Machine (ATM)~ Electronics Funds Transfer 

(EFT), dan Home Banking Service7 

Pada dasamya perubahan mendasar dengan hariirnya sistem seperti 

yang dijelaskan diatas adalah terjadinya perubaban cara/mekanisme transaksi 

yang semula dengan alt~matif metode transaksi yang berdasarkan kertas 

menjadi transaksi yang berdasarkan komunikasi elektronik. yang cenderung 

berupa paperless. 

" TekooloJi Slstem lnfonnasi adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan 
jasa perbankan seeara elektronis dengan menggunakan sarana kowputer, telekoonmikasi dan sarana 
elektronis lainnya. 

s Bank Indonesia 2, SKDBI No. 27!164/KEP/DIR tanggal ll Maret 1995, Tentang 
Peoggunaan Teknologi Sistem Infonnasi, pasall ayat 2, 

" Bank Indonesia 1, Sural Edaran Bank lndonesia Tentang Penggunaao Teknologi Sistem 
lnfonnasi oleh Bank, SEBI No, 27/9/UPPB tangs:al 31 Maret 1995, Penjelasan Umum. 

7 Ibid, 
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Produk layanan perbaukan yang menggunakan kecanggihan teknologi 

selalu berkembang dari walctu kewalctu, layanan perbankan dalam bentuk 

ATM yang menyediakan berbagai fasilitas layanan transaksi perbankan belum 

begitu diperkenalkan dan belum semua bauk menerapkannya, namun telah 

muncul lagi berbagai produk layanan baru yang diperkenalkan, diantaranya 

ada1ah internet banking dan mobile banking. Internet banking dan mobile 

banking merupakan bagian dari e-hanking, dimana internet banking 

memanfaatkan internet sebagai sarananya dan mobile banking memanfaatkan 

telepnn selular sebagai sarananya. Adanya kemudahan ini dihlUllpkan mampu 

memberikan efektivitas dan efisiensi bagi pihak bauk maupnn nasabah dan 

mampu meningkatkan layanan maupun jangkauannya serta dapet menurunkan 

biaya investasi yang lebih murah. Sementara bagi nasabah adalah hahwa 

mereka tidak perlu pergi ke bank atau ATM untuk melakukan berbagai 

transaksi 

Bank Indonesia daiarn rnelaksanakan fungsinya teJah berperan serta 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan mengimplementasikan 

proses settlement yang diiakukan dengan komputer secara elektronik serta 

melakukan kliring elektronik. 

1.2. Perjanjian EJektronic Banking 

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, 

dimana suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau dlmana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. 8 Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara 

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, 9 

8Subekti, Hukum Pet:fanjiau, Cet20, (Jakarta: Intermasa, 2004), haLl. 

"'Ibid, haL2. 
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Perikatan dapat lahir karellll pe!janjian dan ada perikatan yang lahir 

dari tmdang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanj ian, pihak-pihak dengan 

sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dalarn perikatan mana hak 

dan kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan. 10 Sedangkan perikatan 

yang lahir dari undang-undang dapat dibedakan antara undang-undang saja 

dan undang-undang dengan perbuatan orang11 

Dalarn lalulintas hakum kita selalu melihat adanya dua pihak yang 

saling mempunyai hubungan. Biasanya pihak yang satu mempunyai hak untuk 

melakukan atau berbuat sesuatu sedaugkan pihak lainnya mempunyar 

kewajiban untuk memenuhinya. Hubungan yang mereka adakan ini 

merupakan suatu hubungan hukum, sehingga mereka dijamin oleh hukurn 

atau undang-undang yang berlaku. 

Hubungan hukum yang teljadi antara para pibak dikongkritkan melalui 

suatu perjanjian, baik itu peljanjian tertulis maupun lisan. Dahun bentuknya, 

peljanjian tersebut merupakan rangkaian perkataan yang mengandung janji­

janji ata:u kesanggupan yang diucapkan baik secara tertuiis maupun lisan. 

Peljanjian, menurut Prof Wirjono Prodjodikoro adalall: 

'"suatu hubungari hukum mengenal harta benda antara dua 

pihak, dalam mana satu pihak beljanji atau dianggap be~anji 

untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaanjanjl Jtu'~.'z 

Sedangkan Pasal 1313 KUH Perdata mengartikan bahwa: 

IGAbdulkadir Muhammad 1, HuktmJ Perikatan, Ce! 3, {Bandung: PT. Citra Adilya Bakti, 
1992), hal.l3. 

1 1Witjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum perjtn!iian,(Banduog: sumur Bandung. 
198l),h,l.S. 
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"peijanjian sebagai suatu perbuatan dimana seseornng atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", 

Sebagaimana kita ketahui, buku ill Kitab Undang-undang Hukwn 

Perdata yang mengatur tentang perjanjian mempunyai sistem terbuka dan 

merupakan aturan pelengkap, Namun hal rersebut bukan bemrti buku ill dapat 

dikesampingkan, sebab beberapa pasalnya mengandung ketentuan y<mg 

mempunyai aturan yang mengikat Misalnya pasa! 1320, dimana semua 

perjanjian yang dtbuat harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 

tersebut diatas agar peijanjian tersebut sah menurut hnkum. 

Tmnsaksi perbankan adalah wujud adanya saling hubungan antara 

nasabah dengan bank, ikatan diantara mereka tersebut di awali dengan 

peijanjlan. Perjanjian yang diadakan dengan nasabah disusun untuk menjamin 

kepastian, juga sebagai penawaran !ayanan yang memikat 

Nasabah bank, pada saat ini dapat rnemperoleh pelayanan bank berupa 

pelayanan jasa perbankan elek:tronik melalui Jelephone., internet, atau ATM 

sehingga nasabah tersebut tidak per!u !agi datang ke bank Pemilik rekening 

atau tabungan pada sebuah bank yang ingin memperoleh fasllitas ini harus 

menandatangani suatu perj:mjian dengan pjhak bank. Dengan adanya 

peijanjian tersebut kedua be!ah pihak menjadi terikat karenanya, dan 

perikatan yang terbina tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing­

rnasing pihak. Dengan lahirnya perikatan diantara nasabah dan bank da!am 

perjanjian electronic banking atau internet banking kedua belah pihak 

memikul hak dan kewajiban secara proporsional sesuai petjanjian, Sehingga 

apa yang menjadi kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak lain, demikian 

pula sebaiknya. Tidak dipenuhmya suatu kewajiban oleh pihak yang satu akan 

mengakibatkan kerugian bagi pibak yang lain. Dalan1 perjanjian ini prestasi 

masing-rnasing pihak sangat diharapkan o!eh pihak lain. Jadi suatu prestasi 

rnerupakan inti dari perikatan yang harus dipenuhi o!eh debitur atau pihak 
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yang terbebani untuk melunasinya. Jika salab satu pihak tidak melaksanakan 

salah satu prestasinya maka ia disebut wanprestasi. Agar hak dan kewajiban 

dapat dilakSMakan diperlukan suatu wadab perjanjian dengan persyaratan­

persyaratan yang cukup rinci sebagai rarnbu pengamannya. 

Sebe1um menggunakan fasilitas yang disediakan pihak bank maka 

terlebih dabulu calon nasabab mendaftarkan diri untuk menjadi nasabab bank 

terscbut, kemudian caJon nasabab diwajibkan untuk memenuhi beberapa 

persyaratan yang telab ditentukan bersama dengan bank. Kesepakatan yang 

diperoleh oleh kedua belah pihak atau yang disebut perjanjian se1anjutnya 

menimbu1kan bak dan kewajiban bagi kedua belab pihak (Subekti, 1195). 

Transaksi-transaksi yang dilakuksn antara bank dan nasabah maka barus 

tetdapat suatu perjanjian yang mengaturnya. 

Transaksi perbankan yang terangkum dalarn peljanjian yang salah 
. 

satunya ada1ah perjanjian eleclronic banking termasuk salah satu kategori 

perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum· ·?erdata. 

Marakuya perjanjian-peljanjian baru tersebut dimungkinkan o1eh hukum 

perjanjian Indonesia akan tetapi tetap mengacu pada dasar peljanjian yang 

terdapat da1am ketentuan pesa1 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang berbunyi "semua peljanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya)'. 13 

Perjanjian electronic banking pada masing-rnasing bank sangat 

berbeda, hal tersebut tergantung duri jenis elektronik yang digunakan. Tetapi 

pada dasamya setiap pe~anjian electronic banking tetap hams memenuhi 

unsur~unsur yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata antara 

lain :14 

a. pasal1320 Kitab Undang-undang Hukum Petdata, yaitu: 

n R Soebekti dan R. Tjltrosudibio, Kitab Undang..undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. 
Pratlnya Paramita, 20021 pasal JJ38. 

14 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasau Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para 
Pihakdalam PeJjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: 1nstitut banker Indonesia, 1993), haiAK 
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1. sepakat mereka yang mengikatkan diri; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal; 

b. pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 

mengatakan suatu perjanjian dianggap sah bila tidak diberikan 

karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan atau penipuan; 

c. pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

menyatakan suatu peJjanjian harus tidak bertentangan dengan 

undang-undang, moral, dan ketertiban umum dan pasal 1339 

yang menyatakan bahwa suatu perjanjian barns sesuai dengan 

kepatutan dan kebiasaan; 

d. pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

meny•takan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan 

itikad baik 

Perjanjia.n antara bank dan nasabah tersebut dibentuk daJam fommlir­

fonnulir yang telah dibakukan secara rinci dan cennat. Perj.,Yian baku 

tersebut merupakan perwujudan asas kebebasan berkontralc sebagaimana yang 

diatur dalam pasal I 338 Kitab Undang-undang H\lkurn Perdata. Persyaratan­

persyaratan yang dituangkan dalam pelJanjian tersebut, yang dibuat 

berdasarkan kesepakatan, merupakan hukum yang utama untuk dipakai 

sebagai landasan. Perjanjiar. yang dibuat antara bank dan nasabah, yang 

didalamnya telah ditentukan syarat-syarat rinci, merupakan tolak ukur untuk 

mengetahui sejauh mana kewenangan masing-masing pihak. Apa yang 

diperjafliikan antara mereka mengikat mereka dan berlaku sebagai undang­

undang. Syarat-syarat yang tertuang dalam fonnulir dan telah disetujui 

nasabah adalah isi sesungguhnya dari perjanjlan itu, dan dari syarat-syarat itu 

pula dapat dilacak apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Sehingga, apabila kemudian teJjadi wanprestasi atau sengketa, maka 

dasar penyelesaian utama ada pada ketentuan peijanjian yang bersangkutan, 
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jika hal yang menjadi sengkela itu tidak terdapat dalam peljanjian, maka dasar 

penyelesalannya dicari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 

pada kebiasaan-kebiasaan perbankan yang berlaku, jika dalam peraturan 

perundang-undangan tidak ada dasar penyelesaiannya, maka dicari pada 

yurisprudensi, dan yang terakhir yang bisa dipakai sebagai dasar penyelesaian 

adalah pendapat para saljana" 

1.3. Fungsi Elektronic Banking 

Electronic banking yang merupakan sistem pelayanan perbankan atau 

produk perbankan yang ditawarkan bagi nasabebnya banyak mempunyai 

fungsi beik bagi bank sendiri ataupun nasababeya" Fungsi dari penggunaan 

electronic banking bagi dunia perbaukan dan masyarakat penggunanya adalah 

sebagai berikut :" 

a" membantu bank untuk meningkatkan produktivitas dan 

probilita.<nya disatu pihak, dan untuk meningkatkan kualitas 

pemberian jasajasa perbankan kepada para nasabah lainya; 

b. membantu bank dalam menggali sumber-surnber baru dari 

dunia bisn!s maupun dari rnasyarakat akan adanya dana yang 

murah karena semakin terbatasnya bantuan pemerintah bagi 

bauk-bank dan juga membantu bank dalam menciptakan 

penawaran produk-produk baru yang menarik minat 

rnasyarakat; 

c. membantu bank~bank yang relatif kecll, mencari jalan agar 

dengan biaya yang relatif rendah dapat ikat serta dalam 

mengadakan otomatisasi; 

d. membantu masyarakat rnempennudah mengakses snnpanan 

I!. Murti Sumnrni, Marketlng Perbankan. {Yogyakarta: Liberty, 1993), haUS-&9. 
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nya di bank secora langsung tanpa harus datang ke bank; 

1.4. Tujuan Elektronic Banking 

Menurut SKDBI No. 27/9fUPPB tanggal 31 Maret 1995, dilegaskan 

bahv.a tujuan utama penggunaan electronic banking adalah. untuk 

meningkatkan efektivitas dao eflsiensi pengelolaan data kegiatan usaha 

perbankao, sehingga dapat memberikan basil yang akurat, benar, tepa! waktu, 

dan dapat menjamin kerahasiaan informa:si, 16 

Di lihat dari sudut marketing, tujuan penggunaan electronic banking 

ada!ah sebagai berikut :17 

a) meningkatkan produktivitas dan profitabilitas operasi-operasi 

perbankan dao sel:aligus meningkatkan kepuasan para nasabah 

dan masyarakat; 

b) menunmkan cost service per unit jasa yang ditawarkan bank, 

sehingga akan menurunkan hargajasa bank yang akan menarik 

lebih banyak lagi pe!anggan untuk menggunakan jasa-jasa 

perbankan maupun mernpercayakan dana mereka pada bank; 

c) meminimumkan dana yang menganggur dalam mas:yarakat dan 

mempercepat arus perputaran dana dl dunia bisnis; 

1.5. Manfaat Elektronie Banking 

1. Bagi Pcrbankan 

Sesuai dengao tujuan yang bend;tk dicapai dengan penggunaan 

eleeironic banking, maka manfaat yang dapat diambil oleh bank 

adalah adanya efektivitas dan efisiensi da1am menjalankan usaha bank. 

Selain itu juga membantu bank untuk meningkatkan produktivitas dan 

16 Bank Indonesia 1, Loc. Cit. 

11 Mutti Sumarni, Op.Cit, haL 88~89. 
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profitabilitas serta meningkatkan kualitas jasa·jasa perbanka:n kepada 

para nasababnya. 

2. Bagi Nasabah 

Electronic banking yang merupakan salah satu prodnk 

perbankan memberikan manfaat juga bagi nasabahnya Manfaat yang 

dirasnkan nasababnya dengan adanya pelayanan jasa perbankan 

dengan menggunak:an electronic banking adalah: 

a. peningkatan kemudaban dalam berhubungan dengan bank; 

b. Peningkatan ketelitian dan ketepatan wnktu; 

1.6. Resiko Elektronic Banking 

Jenis keglatan perbankan yang menggunakan electronic banking pada 

dasarnya mengandung resiko yang cnknp tinggi. Darnpak resiko yang terjadi 

dapat diakibatkan oleh sistem perencanaan yang kurang baik, pengembangan 

yang kmang cermat, ataupun pada saat pengoperasiannya. Resiko yang 

mungkin timbul balk Jangsung maupun tidnk langsung pada gilirannya dapat 

mengakibatkan kerugian fmansial dan non~finansial bagi bank ataupun 

masyarakat. Pada akb..imya resiko tersebut akan mempengaruhl kesehatan 

bank yang bersangkutan. 

Dibawah ini akan dijeJaskan beberapa resiko dalam penggunaan 

electronic banking yang aotara lain adalah: 

a. resiko akses infonnasi oleh orang yang tidak berwenang 

(unauthorized access); 

b. resiko kehilangan. kerusakan, ketidaklengkapan dan pencurian 

informasi~ 

c. resiko kekeliruan pada saat pengoperasian; 

d. kerugian terhentinya operasi karena gangguan atau bencana; 
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e. resiko perubahan pesan, kesalahan transmisi, ataupun 
-

gangguan pada peralatan transmisi; 

[ temngkapnya infonnasi kerahasian bank kepada pihak yang 

tidak berhak;" 

Adanya beberapa rosiko panggunaan electronic banking seperti yang 

dijclaskan diatas, hal tersebut perlu diantisipasi secara menyeluruh oleh 

tnanajemen bank, pengamanan itu minimal akan memperkecil resiko yang 

akan dibadapi. Antisipasi yang dapat dilaknkan tersebut adalah dengan 

menerapkan kontrol dan pengamanan yang memadai pada selurub konfigurasi 

sistem, baik pada tabap-tahap perencanaan, pengembangan dan penguperasian 

sistem serta pemeliharaannya. 19 

Di Indonesia, sistem pengamanan penggunaan electronic banking 

diserahkan pada masing-masing bank, tetapi Bank Indonesia melalui SEBI 

No. 2719/UPPB tanggal31 Maret1995tentang Pengganaan Tnknologi Sistem 

lnforrnasi o1eh Bank rnenetapkan standar minimum peugarrl<man teknologi 

sistem infonnasi. 

1.7. Pengaturan Elektronic Banking 

Di Indonesia pengaturan secara kbusus mengenai electronic lx.!nking 

di tingkat undang-undang hingga saat inl baru undang-undang transak:si 

elek!ronik yang diundangkan, tetapi hal terse but tidak sccara khusus mengatur 

masalah electronic banking" Dalam undang~undang tersebut diatas diatur 

hanya mengenai transaksi e1ektroniknya saja tapi tidak yang 1ainnya. Da1am 

kctcntuan Undang-Undang Perbankan, dalam pasal 6 tentang usaha bank 

umum tidak discbutkan mengenai usaha bank umum dengan menggunakan 

electronic banking, tetapi di 1uar negeri electronic banking sudah merupakan 

11 Adam Sribono, Pengamanan Pelayanan Jasa Perbankan Elektronik dan Jaringan 
Komunikas1 Data", Pengembangan Perbankan, September-Oktober, 1995, ha163-67. 

19 Ibid. hal.64-65 
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hal yang umum dan lazim serta merupakan hal yang legal dilakukan oleh 

bank, maka jika dunia perbankan di Indonesia tidak menggunakan sistem 

tersebut maka akan terlihat ketinggalan zaman. Oleh karena itu kegiatan 

perbankan elektronik dapat dilakukan di Indonesia berdasarkan ketentuan 

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 6 huruf n tersebut Dalam pasa\ 

tersebut menyatakan bah"" usaha bank umum meliputi: 

"melakukun kegiatan lain yang lazim dilalrukan oleh bank sepanjang 
tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan paraturan 
parundang-undangan yang berlalru". 

Kemudian pada tanggal 31 Maret 1995, Bank Indonesia mengeluarkan 

surat keputusan yang mengatur tentang penggunaan electronic banking oleh 

bank. Peraturnn yang diterbitkan tersebut adalah Surat Edarau Bank 

Indonesia, SEBI No. 27/9/UUPB tanggal31 Maret 1995 tentang Penggunaan 

Tcknologi Sistem lnformasi oleh bank dan Sural Keputusan Direksi Bank 

indonesia, SKDBI No. 27/164/ KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang 

Peggunaan Teknologi Sistem !nfonnasi Oleh Bank. 

1.8. Jenis-jenis Elektronie Banking 

Electronic banking rnerupakan pengembangan dari Electronic Funds 

Transfer Sistems (EFTS) yang telah dikenal selama ini. Kegiatan jasa 

perbankan elektronik semakin meningkat dan tidak dapat dipisahkan dari 

bisnis perbankan modem da)am meningkatkan peJayanan dan kenyamanan 

kepada nasahahnya. 

Jenis-jenis perbankan elektronik yang cuknp terkenal adalah Society 

for World-Wide Interbank Financial Telecomminication (SWIFT)~ Automated 

Teller Machine (ATM). Point of Sale (POS) Systems Debet Cards, Phone 

Banking dan Home Banking, Dibawah inl akan dijelaskan beberapajenis-jenis 

electronic banking seperti yang disebutkan sebelumnya, yang antara Jain 

adalah: 
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a. Society for Wor1d·Wide Interbank Financial Telecommunication 

(SWIFT); 

SWIFT adalah suatu !embaga non profit yang berpusat di Brussel, 

Belgia yang merupakan kerjasama dari bank-bank anggota untuk 

memberikan pelayanan jaringan telekomunikasi antar bank seoara 

internasionat Sistem ini banyak digunakan oleh lembaga-lembaga 

keuangan untnk saling melakukan berbagai transaksi keuangan dan 

non keuangan. Fasilitas transaksi yang diberikan relatff murah. 

standar, dan dioperasikan penuh selarna 24 jam sehari dan 7 hari 

semingga, SWIFT beroperasi melalui tiga pusat operasi yang PIN 

(Personal Identification Number), Apabila kartu digunakan oleh 

nasabah Wl!nk melakukan penarikan atau pembelian barang, maka 

peralatan terminal akan secara otomatis mengurangi saldo nasabah 

yang tersjmpan dala.m memori kartu sebesar penarikan tersebut. 

Apabila isi memori telah habis digunakan oleh nasabah, maka nasabah 

hams mengganti dengan yang baru. 

b. Phone Banking 

Phone banking adalah sistem EFT yang memungkinkan nasabah untuk 

melakukan transaksi perbankan dan rnemperoleh pelayanan jasa 

perbankan melalui telepon, Nasabah dapat memperoleh fasilitas 

pelayanan jasa perbankan, setelah menyebutkan/memherikan kode 

pribadi!PIN (Personal Identification Number) yang telah diberikan 

oleh bank, 

Fasilitas yang diberikan dalamphone bank~ng antara lain adalah: 

a, lnformasi saldo rekening; 

b, Tarif dari snku bunga pinjaman, giro, depesito 

berjangka, tabungan; 

c. Informasi nilai tukar valuta asing; 

d. Transfer dana antar rekening nasabah; 
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Dengan perkembangan waktu dan teknologi, sekarang terdapat 

fasilitas phone banking yang fasilitasnya lebih lengkap dan agak 

berbeda pelayanannya. Fasilitas tersebut adalah direct banking. 

Fasilitas ini menggunakan staf professional untuk menjawab beibagai 

keinginan nasabab. Sedangken phone bonking memakai mesin untuk 

menjawabnya, serta fasilitas yang ada pada direct bonking lebih 

lengkap daripada phone banking. 

c. Home Banking 

Home bonking merupakan sistem perbankan elektronik yang 

memungkinkan nasabab dapat mengetabui infonnasi saldo rekening di 

bank, melakukan pernbayaran tagiban, dan transfer dan antar rekening 

nasabah melalui saluran telekomunik:asi. home banking menggunakan 

komputer sebagai alat penghubung. Data yang ingin diperoleh akan 

ditransrnisikan ke terminal komputer nasabah. 

Dikarenakan menggunakan komputer, home banking seJarna ini lebih 

dikenal sebagai internet banking_ Karena daiam hal ini komputer yang 

ada harus terdapat jaringan internet atau wireless untuk dapat 

menggunakannya. Untuk lebih jelasnya pada sub bab selanjutnya 

penulis akan menerangkan lebth detail mengenai internet banking. 

2. INTERNET BANKING 
2.1. Pengertian Inter'net BQnking 

Revolusi infonnasi yang ditandai dengan kemuncuian internet telah 

berdampak hampir ke setiap aspek kehidupan manusia, yang dimulai dari 

pertahanan keamanan hingga sampai pada sektor perbankan. Di dunia 

perbankan dengan adanya rcvolusi informasi tersebut telah ditemukan konsep 

baru untuk mempermudah pihak bank atau nasabahnya yaitu yang disebut 
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internet banking.20 

Pengertian internet banking adalah:21 

"Internet banking is the use of the interet as remote de/iveri cham:! for 
banking service, including traditional service, such as opening a 
deposit account or transfrringfounds among different account, as well 
as new banking service, such as electronic bill presentment and 
payment, which allow customers to receive and Pay bill over bank's 
website". 

Sedangkan menurut Efraim Turban yang memberikan istHah internet 

banking dengan online banking ada1ah:22 

"on! ine banking, includes various banking activities conducted from 
home, business, or on the road instead of at a physical bank location 
(internet banking merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet 
oleh bank untnk mempromosikan dan sekaligus melakukau transaksi 
secara onUne baik dari produk yang sifatnya konvenslonal maupun 
yangbaru". 

Kehadiran layanan internet banking, ternyata telah mengubah secara 

dramatis terhadap pola interaksi antara iembaga bank dengan nasabahnya. 

Dengan adanya layanan fasilitas internet banking, nasabah bank mendapatkan 

keuntungan berupa flekslbilitas untuk melakukan keglatan setiap saat. 

Nasabah juga dapat mengakses layanan internet banking melalui personal 

komputer, ponsel atau media wireless lainnya. 

w Istilah ini dikenal juga dengan sebutan Cyberbanking. elektronik banking. virtual banking, 
home banking dan online banking. Lihat Efraim Turban, ct.al, E!ektonic Commerce A Manajerial 
Perspective (New Jersey: Prentice-HalL Inc, 2000), Hai.I73. 

ZJ Karen Furst, etal. "Internet Banking: Development and Prospects",. Program on 
Information Resources PoJicy Harvard Uolversity, April 2002, Hal. 4. Lihat Juga Karen Furs!, "Who 
Offers Internet Banking", Quarterly Journal, VoL 19 No.2 June 2000, hal,JCt 

21 Efraim Turban, eta!. Electronic Commerce A Maje.rial Perpective, (New Jersey: Prentice~ 
Hall. Inc, 2000), haL 77, 
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Z.Z. Tujuan Penggunaan Internet Banking 

Pada saat ini banyak bank-bank yang mulai menyediakan fasilitas 

internet banking untuk para nasabahnya. Dalam pengembangan internet 

banking, yang selalu harus diperhatikan adalah kepentingan nasabah dan 

kepentingan hank itn sendiri. Karena dengan menggunakan internet banking, 

maka institnsi perhankan dapat memberikan jasa layanan yang lebib sesuai 

dengan kehendak nasabah. Selain itn, perbankan juga akan mampu 

memberilran lebih banyak jenis pelayanan sohingga dapat mewujudkan rasa 

kenyamanan dan kepuasan kepada pam nasabahnya 

Dalam dunia perbankan, tnjuan penggunaan internet banking adalah: 

a. efisiensi, karena dengan menggunakan fasilitas ini bank dapat 

menghemat biaya, waktn dan tenaga; 

b. meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya, nasabah 

merupakan aset utama bagi bank, sehingga setiap haak 

berusaha untuk memperta..i.ankan nasabahnya, dengan cara 

memberikan pelayanan yang terbaik dan kemudahan bagi 

nasabahnya. Maksudnya agar nasabah tetap menyimpan dana 

di haak; 

c. meningkatkan daya saing antar bank, ksrena jumlah bank yang 

semakin banyak maka nasabah dapat memilih bank yang sesuai 

keinginannya; 

d. meningkatkan pendapatan bank; 

2.3. Manfaat Internet Banking 

Pada dasarnya penyeJenggaraan lay~man internet banking oleh suatu 

bank dikarenakan dengan diselenggarakannya layanan internet banking 

dipercaya akan memberikan keuntungan baik bagi bank ter:sebut ataupun 

kepada nasabahnya. Keuntungan-keuntungan bagi pam pihak jiks 
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rnengembangkan 1ayanan internet banking dapat diuraikan sebagai berikut:23 

1. Akses Pasar (market access) menjadi lebih luas; 

Jika dahulu peluang untuk melakukan ekspansi pasar begitu sulit dan 

memakan banyak biaya (high cost) serta sistem yang sangat birolcratis, 

maka melalui internet banking ini hal tersebut dapat diminimalisasi 

bahkan dapat dihilangkan. Disisi lain akses pasar tidak hanya akan 

berkutat pada wilayah teritorial negara, namun dapat meliputi seluruh 

dunia~ 

2. Sistem kerjasama yang semakin terbuka; 

Melalui penerapan internet banking bank~bank konvcnsional mulai 

dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa atau 

dengan lembaga lainnya dalam hal pemberian layanan kepada 

nasabahnya; 

3. Pelayanan dapat dilakukan secara cepat; 

Dengan internet banking sistem pelayanan bank dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja. Hal ini memungkinkan transaksi untuk dilakukan 

dalam waktu 24 jam; 

4. lklim kornpatisi industri parbankan yang sehat; 

Internet banking telah menciptakan suatu atmosfer seca.'1t sehat dan adil. 

Hal ini dikarenakan internet banking merupakan bentuk layanan bank 

yang dipercaya akan booming dan sangat diperlukan dimasa mendata.ng. 

Sejalan dengan itu masyarakat akan menilai bank. dari pelayanan yang 

dapat diberikan oleh ba.'lk tersebul Dcngan demikian bank akan 

berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan 

menyelenggarakan layanan internet bar:king yang aman dan nyaman; 

5. Meningkatkan nilai produk:tivitas dari aktivitas perbankan itu sendiri; 

n Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Ed. I, (Jakarta;PT. Rajagrafindo, 
200S) hal. 55. 
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Dengan internet banking yang sifatnya real time dapat dipastikan bahv.a 

nilai produktivitas dari layanan perbankan akan semalcin meningkat. 

Peningkatan ini akan membawa kepada iembaga perbankan menjadi 

semakin kuat. 

Internet banking seiama lni dipandang sebagai saluran distnbusi baru 

yang sistem didalamnya rnampu memenuhl semua kebutuhan nasabah. 

Internet banking dapat memberikan manfaat yang lain bagi bank 

dibandingkan saluran-saluran lainnya diantaranya adalahATM. 

Dalam artikel yang berjudul «prospek internet banking dJ era 

millennium III " disebutkan bahwa manfaat internet banking bagi bank secara 

urnum adalah:24 

a. Internet banking memberikan so]usi penghematan biaya 

operasional (cost effective) daiam panggunaannya 

dibandingkan dengan saluran lainnya, Dikarenakan inter~;.:;; 

banking mampu mengurangi biaya transaksi ke titik terendah 

yaitu dapat menghemat 79% (tujuhpuluh lima perseratus) biaya 

dibandingkan dengan biaya transaksi perbankan yang 

1ainnya.25 

b. Bank dapal berhubungan langsung dengan nasabah rnelalui 

internet sehingga mengbemat kertas dan biaya telepon. Internet 

banking menghemat biaya percetakan, karena internet banking 

mengurangi percetakan formulir yang harus diisJ nasabah 

untuk bertransaksL26 Selain itu, juga mengurangi brosur 

:14 "f'rospek Internet Banking di Era Millennium ill ", Bank & Manajemen (Maret-April, 
2000)c 67. 

:u Hasil riset Booz, Allan & Hamilton menunjukkan bahwa biaya transaksl melalui telepoo 
US$ 0.54, Biaya transakiii melatui ATM US$ 0.27, dan biaya transaksi rnelalui internet banking US$ 
O.Ol. sedangkan biaya transaksi melalui Teller mencapal US$ 1.07 per transaksi, Loc. Cit. 

14 Rosalind dan Dave Taylor, The Internet Bussines Guide, 1995, "Peluang E Banking di 
Indonesia Terbuka Luas" http//:www.kompas.com, diakses tanggal 23 Mci 2009_ 
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maupun katalog serta menggantinya dengan data elektronik 

Selanjutnya internet banking dapat mengurangi penggunaan 

tinta dan kertas yang secara jangka panjang diharapkan bisa 

menjaga agar bumi tetap hijau. 

c. Tidak perlu menyiapkan ruang dan tempat serta staf 

operasional yang banyak, dalam hal ini internet banking 

mereduksi jumlah pegawai dan jumlah telepon.27 Internet 

banking secara revolusioner bisa menjadi cabang-cabang ATM 

baru yang bisa hadir dirumah. 

d. Internet banking sebagai laban baru untuk menciptakan sumber 

pendapatan spesifik (revenue generation) yang tidak dapat 

diperoleh melalui saluran distribusi lain; 

e. Dengan internet banking bank dapat melebarkan jangkauan 

(global reiJi:h) sehingga nasabah dapat menghubungi bank dari 

manapun diselurul1 dunia dengan waktu yang tidak terbalas 

(unlimiced time)~ 

f. Meningkatkan dana dengan pengendapan yang lebih lama 

karena Ja!ulintas dana perpindahannya secara intern; 

g. Dapat menarik nasabah baru dan memhentuk nasabah potensial 

menjadi nasabah yang fanatik akan internet banking serta 

menciptakan image sebagai global banking; 

h. Cepat mengetahui lrebutuhan maupun keluhan nasabah 

sehingga hank dapat lebih cepat memperhaiki produk maupun 

layanannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nasahah~ 

Perkembangan teknologi informasi telah memacu perbankan untuk 

memberikan pelayanan-pelayanan yang memudahkan hagi nasabah, salah 

l71bid. 

Universitas fndonesfa 

Perlindungan Hukum..., Istalana Ramadhini, FH UI, 2009



30 

satunya adalah jasa melalui internet banking. Dengan internet banking 

nasabah hanya perlu membuka situs bank yang bersangkutan untnk 

memperoleh pelayanan perbankan yang dibutuhkan. 

Adapun keuntuugan yang akan diperoleh nasabah, sebagaimana sering 

dikemukakan oleh bank yang menyelenggarakan layanan internet banking, 

jika nasabah tersebut menggunakan layanan internet banking adalah sebagai 

berikut :"' 

I. Cukup dim meja kelja nasabah, yaitu dengan melakukan 

aktivill!s perbankan cukup deri meja kelja, menggunakan 

personal ctJmputer atau laptop yang dilengkapi modem29 

dengan koneksi line telephone ataupun jaringan te1epon 

nirkabel yang telah mengadopsi tekuologi untuk rnengakses 

internet. 

2. Tanpa batasan waktu. 

Nasabah dapat meng-akses rekening 24 (duapuluh empat) jam 

sehari 7 (tujuh) bari dalam serninggu, untuk hartransaksi atau 

sekedar melakukan cek saldo dan melihat mutasi rekening. 

3. Cakupan Global. 

Dapat melakukan transaksi dari belahan dunia manapun selama 

ada akses ke jaringan internet 

4, Siapapun bisa menikmati kemudaha~ya, 

Menu transaksi jelas dengan navigasi yang sederhana. 

membuat nasabah bertransaksi dengan mudah, walaupun baru 

pertama kali menggunakannya. 

5. Fitur Layanan yang beragam. 

28 <http!/:www.bankmandiri,co.id/articlelfaq~i:b.asp:<>, diakses pada 25 Mei 2009_ 

2 ~ t>.iodem, s!ngkatan dari modulator~enmdulator, merupakan suatu alat yang memungkinkan 
suatu computer untuk ~rkomunikasl dengan computer lalnnya melalui saluran telepon yaitu dengan 
cara mengkonversikan infurmasi-informasi digital kedalam sinyal~sinyal analog dan sebaliknya. 
Arsyad Sanusl, Hukum dan Teknologi Informas:i, cet3. (Jakarta: PT. Gtamedia Pustaka. 2005), 
ha1A79, 
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Dapat melakukan beragam transaksi perbankan seperti bayar 

tagihan PLN, telepon rumah, hrmdphone, isi ulang pulsa, 

transfer antar rekening, transfer antar bank, pembelian tiket 

airline~ dsb. 

6. Aman dan terlindungi. 

Dilengkapi dengan sistem keamanan dan pada beberapa bank 

tertentu telab dilengkapi alat pengaman tambaban yang lazim 

disebut dengan Token PIN. 

7. Satu akses untuk semua prodnk. 

Dengan login hanya menggunakan satu user ID, nasabah 

pengguna Jayanan internet banking dapat sekaligus mengakses 

seluruh produk yang dimilikinya di bank tersebut seperti 

tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan rekening pinjaman, 

baik dalam mata uang rupiab atau mata uang asing lainnya. 

8. Pendaftaran yang mudab. 

Daftar secara instan melalui A TM bank penyelenggara internet 

banking atau melalui kantor pembuka, dan hila melakukan 

pendaftaran melalui A TM~ nasabah bisa !angsung me1akukan 

aktivasi dan mengakses rekeningnya. 

9. Tidak membutuhkan software khusus. 

Nasabah tidak memerlukan software khusus, cukup dengan 

menggunakan konfigurasi minimum dengan standard browser, 

!0. Hemat. 

Hampir seluruh fitur yang ada dapat digunakan secara gratis. 

Pada hakikatnya, dengan adanya keuntungao yang diterirna para 

nasabah rnaka sccara tidak langsung hal itu juga akan memberikan 

keuntungan terhadap bank tersebut. Hal ini dikarenakan terselenggaranya 

layanan internet banking akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

nasabah terhadap bank tersebut yang memang pada dasamya berjalan dengan 

mengandalkan kepercayaan dari para nasababnya. 
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2.4. Tipe dan .Ienis Layanan Internet Banking 

Secara konseptual, lembaga keuangan bank dalam menawarkan 

layanan internet banking dilakukan melalui dua jalan, yaitu pertama, melalui 

bank konvensional (an existing bank) dengan representatiasi kantor secam 

fisik menetapkan suatu website dan menawarkan layanan internet banking 

pada nasabahnya dan hal ini merupakan penyerahan secara tradisional. Kedua, 

suatu bank mungkin mendirikan suatu .. virtuaf'. "cabang"~ atau "internet" 

bank. Virtual bank dapat menawarkan kepada nasabahnya kemampuan untuk 

penyimpanan deposito dan tagihan dana pada A 1M atm bentok lainnya yang 

dimiliki." 

Bank Indonesia dalam surat edarannya menggolongkan layanan 

internet banking menjadi beberapa tipe tayanan, yaitu :'31 

1, informational internet banking 

Yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk 

informasi melatui jaringan internet dan tidak melakukan 

ekseskusi transaksi (execution transaction). 

2, Communicative lmemet Banking 

Yaitu pelayanan jasa bank keparla nasabab dalam bantuk 

kornunikasi atau m~;;lakukan interaksi dengan bank penyedia 

layanan internet banking secara terbatas dan tldak melakukan 

eksekusi transaksi (execution of transaction). 

3. Transactional internet Banking 

Y aitu pelayanan jasa bank kepada nasabah untok melakukan 

interaksi dengan bank penyedia layanan internet banking dan 

melakukan eksekusi transaksi ( execulion of transaction) 

1° Karen Frost, etal, (2002:4), seperti dikutip Budi Agus rusw.andl, Internet Banking di 
Indonesia. (Jakarta: PT. Rajagarafindo Persada, 200:2), hai2J 

Jl Pembagian Menurut Bank Indonesia tersebut hampir sama dengan pembagian tersebut 
adalab apa y.ang dlungkapkan dalam Internet Banking Conlroller's Handbook (I 999, 4-S). 
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Adapun jenis layanan pada internet banking yang umumnya 

diselenggarakan di Indonesia adalah sebag;,i berikut :" 

l. transfer antar rekening sesama bank penyelenggara layanan 

internet banking ataupun antar bank domestic (kliring); 

2. pembayaran, seperti untuk telepon , kartu kredit, internet, listrik, 

dan lain sebagainya; 

3. pembelian, seperti untuk pulsa telepon berbasis teknologi GSM 

ataupun CDMA; 

4. penempatan deposito, untuk Automatic Roll Over (ARO) ataupun 

Non-ARO; 

5. informasi rekening dan kanu kredit; 

6. fasilitas layanan, seperti informasi leurs dan informasi sekn bunga. 

2.5. Aspek Keamanan Internet Banking 

Security suatu sistem komponen dari suatu sistem jaringan adalah hal 

yang harus diperhatikan oleh bank. Sistem pangamanan terhadap komunikasi 

elektronik harus dapat membedkan perlindungan terhadap hal-hal berikut ini: 

a. pengubahan, penambahan antar perusahaan dengan pihak yang tidak 

bertanggung jawab terhadap data dan informasi. Baik selama dalam 

penyimpanan maupun selama proses transmisi o!eh pengirim kepada 

penerima; 

b. perbuatan pihak yang tidak bertanggung jav.ab yang berusaha untuk 

dapet memperoleh infonnasi yang dirahasiakan baik diperoleh 

langsung dari penyimpanan maupun ketika ditransmisikan oleh 

pengirim kepada penerim~ 

Upaya-upeya yang ada dilakukan oleh bank penyelenggara layanan 

internet banking untuk rnencegah terjadinya "kebobolan·~ pada sistem 

elektronik yang digunakannya adalah sebagai berikut:JJ 

32 <hltp//;www,bankmandiri.ccddlarticle/faq~ib.aspx>, diakses pada 25 Mei 2009. 
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a. meningkatkan sistem keamanan pada jaringan teknologi 

·informasi; 

b. membatasi jumlah maksimum transaksi pembayaran 

online. Dalam prakteknya hal ini dilaknkan dengan 

membedakan jenis pelanggan pengguna layanan internet 

banking; 

c. mewajibkan pendaftaran dari nasabah biasa menjadi 

nasabah internet banking hanya dilakukan secarn oj]line 

yakni nasabah yang bersangkutan hams mendatangi 

kantor bank tersebut; 

d. penyelenggaraan mternet banking dengan membatasi 

keterbnkaan informasi hal ini umumnya dilaknkan 

membatasi akses penggunaan pada rekening antara satu 

bank. 

· Dalam prakteknya, bank yang menyelenggarakan layanan internet 

banking di Indonesia mengkalim dirinya telah memlesain layanan tersebut 

dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan informasi pribadi dan 

keuangan nasabahnya, Klairn dari bank penyelenggara34
• tersebut didasarkan 

pada hal-hal berikut ini :" 

1. Menggunakan program International Internet Standard 

Security SSL 3.0 dengan sistem enkripsi 128-bit," yakni 

suatu sistem pengacak informasi yang diklaim merupakan 

ll Mfl Bussines Consulting, " Dilema antara Kenyamanan dan Keamanan", 
w\V\Y,s;:yberteillhscb.nel.ijl/d~Jil.asp]'ka({1"ori -f!Ct'-':)!1o 1?. diakses .25 Mei 2009. 

34 Dalam hal ini penulis: menggunakan bahan-baban dari Bank Mandiri. 

1
'- h!~Qll\'!).V\''.Rankm::mdj.lj.,_co.ldlm1i-.:te/fan:lb~a~Q& diakses pada 30 Mei 2009. 

36 Arsyad Sanusi • op. cit, hal 483. SSL singkatan dari Secure Socket Lay<:r: mcrupakan 
sebuah protocol yang dlrancang o1eh Nes!cape Communications untuk memungkinkan di!akukannya 
enkripsi dan pengabsahan terhadap komunikasi-komuoikasi yang dilakukan melalui internet. SSL ini 
sebaglan besar digunakan (namun tidak secara eksldusif) di da!am komunikasi yang tetjadi anll~ra web 
browser dengan web server. 
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yang tercanggih saat lni, schingga informasi pnbarli dan 

keuangan nasabah tidak dapat terbaca ketika melalui jaringan 

internet 

2. Pengamanan pada sctiap pintu akses dengan mcnggunakan 

Firewall (yakni pada setiap pintu akses internet Service 

Provider (ISP), Web Server, ·Data Server, dan Host). 

Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara 

internet dengan jaringan internal. lnfonnasi yang keluar atau 

masuk harus rnelalui firewall ini. Tujuan untama dari firewall 

adalah untuk menjaga (prevent) agar a~oes (ke dalam 

maupun ke luar) dari orang yang tidak berwenang 

(unauthorized access) tidak dapat dilakukan. Firewall 

bekelja dengan mengamati paket IP (Internet Protocol) y!lllg 

melewatinya, Berdasarkan konfigurasi dari flr~·a/1 maka 

akses dapat diatur berdasarkan IP address, port, dan arab 

informasi. 17 

3. Two Factor AuthentucatiOJl. Setiap transaksi financial 

melalui layanan internet banking harus menggunakan alat 

pengaman tambahan yang disebut Token PIN. Token PIN 

adalah alat pengaman tambahan untuk transaksi finansial 

pada. Jayanan internet banking yang telah digunakan oieh 

beberapa hank di Indonesia. Untuk bisa bertransaksi. nasabah 

dihamskan menggunakan alat tersebut. Hal ini dikarenakan 

alat tersebut berfungsi untuk menghasilkan PIN yang selalu 

berganti (PIN Dinamis) untuk setiap kali nasabah melakukan 

transaksi finansial. tanpa alat tersebut nasabah hanya bisa 

n Sudi Rahardjo, Keam.anan Sistem Informasi Berbasis Interne!, (Bandung:2005), haL 82-
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log-on ke dalam sistem internet banking untuk melibat 

infonnasi saldo dan mutasi transaksi 38 

Penggunaan alat pengaman tambahan terSebut dikarenakan 

teknologinya dianggap paling sesuai dengan kebutuhan 

nasabab karena fleksibel dan mudah untuk dibawa bepergian 

serta juga memberikan keuntungan dan keamanan kepada 

para nasabahnya dengan cara?9 

a) menghasilkan kode pengaman, karena kode pengaman 

ini dapat dihasilkan tanpa rergantung dengan pihak 

ketiga, nasabab tidak perlu mengandalkan standar 

layanan pihak lain guna mengakses perbankan internet; 

b) kode pen gam an dapet dihasilkan tanpa tergantung 

dengan hal-hal seperti kapasitas, ada atau tidaknya 

sinyai maupun lokasl georafis nasabah; 

c) alat tersebut berukuran kecil, ringan mudah untuk 

dibawa, dan dapat digunakan untuk mengakses internet 

AJat 1m tidak: memerlukan download, setup, 

penyesuaian sistem, dsb. 

4. Pendaftaran dan Aktivasi 

Sebelum menggunakan layanan internet bonking, nasabaP. 

terlebih dahulu hams melakukan pendaftaran di A TM bank 

Mandiri atau kantor eabang bank Mandiri. Untuk dapat 

mendaftarkan diri sebagai pengguna internet banking 

Mandiri. pada umumnya haruslah memenuhi persyaratan 

berikut: 

----·-~·--

38 Dengan manfaat yang dapat diberikan oleh alat tersOOut bank penyelenggara Jayanan 
internet banking di Indonesia mengklaim bahwa layanan yang mereka selenggarakan "aman" dnri 
perbuatan keyloggcr sebab keylogger tidak dapat merekam atau menghasilkan password yang dinamis 
untuk dapat digunakan bertransaksi dalam layanan internet banking. 

2009. 
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a) memiliki rekening tabungan, giro rupiah, dan a tau mala 

uang lainnya; 

b) untuk pendaftaran di ATM, harus memiliki kartu ATM 

Mandiri, sedangkan untuk pendaftaran di cabang harus 

menunjukkan bukti identitas diri (KTP, SIM,passporl, 

KIMS) dan bukti kepemilikan rekening (buku 

tabungan, kartu A TM Mandiri). 

5. Setelah melakukan pendaftaran secarn "manuaf' tersebut 

maka nasabah bank akan memiliki Access ID dan dapat 

membuat atau mendapatkan Access Code, Nantinya Access 

ID dan Access Code tersebut akan digunakan untuk membuat 

user ID dan PIN setelah melakukan proses aktivasi secara 

online pada sistem yang telah ditentukan. Selanjutnya agar 

dapat melakukan transaksi Token PIN juga harus diaktivasi 

terlebih dahulu. 

6. Nasabah juga akan diberikan user ID dan password yang 

unik40
, sehingga tidak ada duplikasi dan hanya nasabah yang 

bersangkutan yang mengetahuinya. Setiep kali login, nasabah 

hanya diperkenankan mengulang user ID danpasswo_rd yang 

salah sebanyak tiga kali sebelum akses tersebut diblokir 

untuk mencegah penyalahgunaan yang tidak bertanggung 

jawab. 

7. setiap transaksi akan diberikan nomor referensi yang 

digunakan apabila ada partanyaan atau terjedi suatu masalah 

yang berhubungan dengan transak.si tersebut. 

8. j ika tidak terdapat aktivitas selama 10 menit, sistem seeara 

otomatis akan mengak:hlti (lag-out) akses nasabah. Hal ini 

40 Nasabah pada layanan internet banking yang diselenggarakan oleh bank penye!enggara ada 
yang memlliki kelebihan lain, yaitu dapat membuat User ID sckehendaknya (tidak ditentukan langsung 
oleh bank) sehingga !ebih mudah untuk dlingat dan digvnakan. 
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dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan yang tidak 

berweilang 

9. Notifikasi melalui e-mail dan SMS (jika terdaftar sebagai 

pengguna layamm Mobile Banking Mandiri) untuk setiap kali 

transaksi yang dilakakan. 

10. Selurah ativitas nasabah di internet banking Mandiri akan 

tercatat oleh sistem. Dengan demikian apabila terjadi 

transaksi yang mencurigakan maka dapat dilakukan tracking 

(pelacakan) untuk mene!usuri aliran dana tersebut. 

Budi Rahardjo menjelaskan bahwa pengarnan data, secara 

teknis, dapat dilaltukan dengan dua care, yaitu steganografi dan 

kriptografi. Biasanya masyarakat banya familiar dengan cara yang 

terakhir saja. Narnun steganografi juga memliki banyak manfaat. 

Pengamanan dengan menggunakan steganografi dilakakan dengan 

rM .. mbuat seolah-olah pcsan rahasia tidak ada atau tidak nampak. 

Padahal sebenarnya pesan tersebut ada. Hanya saja tidak disadari 

bah\va ada pesan tersebut disana. Sedangkan pengamanan dengan 

menggunakan kriptografi dilakukan dengan dua cara, yaltu transpasisi 

dan subsitusi. Pada penggunaan transposisi~ posisi dari huruf yang 

diubah-ubah, sementara pada subsitusi, huruf (atau kata) digantikan 

dengan huruf atau simbol lain. Jadi bedanya dengan steganografi 

adalah pada kriptografi pesan nampak hanya bentuknya yang sulit 

dikenali karen a seperti di acak-acak. 41 

Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan 

(yang disebut plaintext) rneqjadi pesnn yang tersembunyi (disebut 

ciphertext adalah enkripsi (encryption). Enkripsi merupakan elemen 

sentral dari kriptografi karena merupakan proses transfurmasi data-

41 Budi Rahardjo, toc.cit., hal31-36. 
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data ke dalam bentuk yang tidak mudah dipahami (unintelligible). 42 

Adapun proses sebaliknya, untuk mengubah cphertext menjadi 

plaintext, dJsebut deskripsi (decryption), 

2.6. Konvergensi Hukum dan TeknoJogi Informasi 

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankao keamanan di 

cyberspace43 pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial 

hudaya-etika, dan ketiga pendakatan hnkum. Untuk mengatasi gangguan 

keamanan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan sebeb tanpa 

pengamanan jaringan akan sangat muclah disusupi~ diintersepsl. atau diakses 

secara illegal dan tanpa hak. 44 Sedangkan pendekatan budaya etika harus 

dilakukan dengan konsep pendidikan. Dan pendekatan huk.um juga 

rnerupakan suatu k:eharusan untuk terwujudnya hal tersebut Hukum 

fungsinya untuk memelihara ketertiban dimana sega1a kegiatan dalam konteks 

42 Arsyad Sanusi, op. cit, hal 471. Enkripsi dan dektipsi dilakukan dengan menggunaka:n 
kQmputer-komputer dan biasanya membutuhkm infotmasi-inf<>rmasi tertentu, yang blasa disebut 
k-unci. Sistem enkrlpsl tertentu {yaitu &is1em kriptografi simetrls} dapat menggunakan stu kunci yang 
sama untuk meng-enkripsi maupun men~dekripsi. Sedangkan sistem-sistem enkripsi yang lain (yaitu 
sisrem enkri:psi asimetris) mengharuskan kedua pihak: yang berkomunikasi unruk menggunakan lrunci­
kunci yang berbeda namun secara malcmatis sating terkait 

~3 Edmon Makarlm, op. clt hal S-9. Komponen dari C:y'berspece adaJab: 
I. Content, ysknl keberadaan isi :atau substansl dari data dan atau infonnasi itu scndiri 

yang merupakan input dan output dari penyelenggaraan sistem informasi yang 
disampaikan kepada publik. 

2. Computing. yakni kcberadaan sistem pe."'golah inrormasi yang b&basiskan sistem 
komputar (wmptller based information system) yang merupakan jaringan informasi 
(compuler network) organisesional yang efisien, efe:ktif, dan legaL 

3. Communication, yakni keberadaan sistem lromunikasi yang juga merupakan 
perwujudan dari sistem keterhubungan (interconneclimt) dan sistem pengoperaslan 
global (interoperational) antar sistem informasi J jaringan koffiputer (computer net 
work) maupun penyele11ggaraan jasa dan alau jaringan telekomunikasi; 

4. Community, yaktU meogenai keberadaan masyarakat berikut sistero 
kemnsyarakatatu'\ya yang merup&kan pelaku intelektual (brainware), bank dan 
kedudukannya sebagai pelaku usaha, professional penunjang maupun sebagai 
pengguna dalam sistem tersebut. 

.14 Ahmad M Ramli, "Prinsip~prinsip Cyberlaw dan kendala hukum positif dalam 
tnenangguhmgi cybercrJme", Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, '2004. 
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teknologi harus ada pengaturannya. Untuk iln perkembangan teknologi harus 

sejalan dengao diikuti dengan perkembangan hukum. 

Arsyad Sanusi menegaskan pentingnya le!jadinya knnvergensi antara 

teknologi dan hukum dengan menyatakan: 

"perkembangan teknologi infomJasi dengan sangat cepat juga 
mengindikasikan bahwa respon huknm Ielah menjadi satn kebutnhan 
yang bersifat urgeri atau mendesak guna menghindari berlarut-larutnya 
ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan untuk mewujudkan 
ketertiban dahun masyarakat'-5 

Jadi pada intinya hukum itu diperlukan untnk menyikapi 

perkembangan tek:nologi informasi yang teJjadi dewasa ini Hal ini 

dikarenaknn perkemba,~gan-perkembangan yang ada dianggap telah 

berpengaruh terhadap masyarakat dan tampaknya bentuk reaksi seperti ini 

merupakan hal yang selalu terjadi dan tidak dapat dihindari. 

2.7. Cyber Crime 

Tidak dapat dipungkiti telah menimbulkan akses negatif yaitu 

berkembangnya kejahatan yang lebih canggih yang dikenal sebagai 

cybercrime.46 

llmu kepolisian telah mengidentifikasi dan mengkategorikan bahwa 

perkembangan kejahatan di masa depan akan mengarah ke dalam lima bentuk 

antara lain:47 

1. new dimension of crime 

2. new type of crime 

4
' Arsyad sanusi, Op.Cit, ha1.16-!7. 

46 lim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum , Direktorat Hukum Hank Indonesia, 
"Urgensi Cyberlaw di Indonesia Da!am Rangka Pcnanganan Cybercrime disektor Perbankan," Bulletin 
Hukum Perbankan dan Kebanksenualan, {Agustus 2006). 

41 Nanan Sukarna .. Dampak Teknologi lnformesi ditinjau dari Sisi Pendidikan dan 
Kriminalltas ", (keynote speech yang disampaikan dalam seminar sehari temang dampak teknologi 
informasl ditinjau dari sisi pendidikan dan kriminalitas, bogor, oktober 200 I. 
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3. organize crime 

4. white collar crime 

5. terrorism 

Salah satu bentuk kejahatan dari kalsifik:asi new dimension crime atau 

kejahatan dengan dimensi bam yaitu kejahatan yang ada prosesnya 

menggunakan tekno1ogi infonnasi khususnya komputer atau internet. 

Cybercrime pada dasarnya mernanfaatkan berbagai kelebihan yang dimiliki 

media kornunikasi yag berupa internet. Dengan memanfaatkan kelebihan 

tersebut tampak bahwa hal yang demikian itu memiliki perbedaan dengan 

kejahataan konvensional dengan demikian berarti pada dasarnya cybercrime 

merupakan dimensi baru dari tipe kejahatan yang tclah ada sehelumnya. 

Dalam arti sempit cybercrime adalah computer cnme yang ditttiukan 

kepada sistem atau jaringan komputer sedangkan dalam artl luas cybercrime 

mencakap seluruh hentuk baru kejahatan yang ditujukan pada komputer, 

jaringan komputer dan penggunaannya serta bentuk-bentuk kejahatan 

tradisionai yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan 

bantnan peralatan komputer.'18 

Beberapa bentok cybercrime dalam kegiatan perbaukan adalah:49 

1, Type sile~ pelaku mernbuat nama situs palsu yag sarna persis 

dengan situs ash dan membuat alamat yang mirip dengan situs 

ash. Pelaku menunggu kesempatan jika ada soora.ng korban 

salah mengetikkan alamat dan masuk kesitus palsu tersebut 

Maka dengan demikian pelaku akan memperoleh user dan 

pas.sword korbannya~ 

2. Keyloggerllreystrokelogger; keylogger sering terjadi ditempat 

pengaksesan internet program ini akan merekam karakter­

karakter yang diketikkan nleh user dan herharap akan 

" Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Direktoral Hukum Bank Indonesia Op .. Cit, 

19 il>id 
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mendapatkan data penting seperti user ID dan password. 

Semakin Sering mengakses internet ditempat umum sema.k..in 

rentan pula tcrkena modus operandi yang dikenal dengan 

istilah keystroke logger; 

3. Sniffing; usaha untuk mendapatkan User ID dan password 

dengan jalan mengamati paket data yang lewat pada jaringan 

komputer; 

4. Brute force attacking; usaha untak mendapatkan password atau 

key dengan mencoba semua kombinasi yang mungkin; 

5. Web deface~ system exploitalion dengan tujuan mengganti 

tampilan halaman muka suatu situs; 

6. Email spammlng; mengirimkanjunk email berupa iklan produk 

dan sejerrisnya pada alamat email seseorang; 

7. Denial of service; rnembanjiri data da1am jumlah sangat besar 

dengan maksud untuk melumpuhkan sistem sasaran; 

8. Virus, worm, Trojan; menyebarkan virus dengan tujuan untuk: 

melumpuhkan slstem komputer1 memperoleh data dari slstem 

korban dan untuk mencemarkan nama baik pembuat perangkat 

lunak tcrtentu. 

Tak jauh berbeda dengan uraian sebelurnnya pada urnumnya bauk 

penyelenggara layanan internet banking di Indonesia menyebut modus 

operandi yang umumnya digunakan daJam kejahatan pada internet banking 

sebagai berikut 50 

I. pencurian identitas yaitu dimana pelaku memperoleh identitas 

pribadi seseordng dan menggunakan indentitas tersebut untuk 

melakukan penipuan; 

2. Trojanlkey/ogglng yaitu dimana seseorang menampilkan 

credential!informasi rahasia kepada pelaku penlpuan melalui 

Trojan yang tanpa diketahui ter-downlaad dikomputer mereka; 

!<> http//:wwwhsbs.co.ldfidlpersonailsecurit)'ldevice.faq.htm, diakses tanggal 25 April2009. 
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3. ph Ising yaitu dimana pelaku penipuan melakukan phlshes guna 

memperoleh informasi rahasia nasabah dengan berpura-pura 

berasal dari sumber resmi seperti bank atau lembaga keuangan 

lainnya; 

4. shoulder surfing; yaitu dimana pelaku memantau seseorang 

yang sedang memasukkan data rabasia dan menggunakan data 

tersebut untuk penipuan. 

Adapun kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia adalah lyp<Jsite 

(phising) pada layanan internet banking pada salah satu bank di Indonesia. 

Modus ini dilakukan pelaku dengan memanfaatkan nasabah yag salah 

mengetikkan alamat internet banking peda bank yang bersangkutan yang 

ingin diaksesnya melalui website bank tersebut Dalam hal ini pelaku sudah 

menyiapkan situs palsu yang mirip dengan situs asli bank bersangkutan 

keccuah dalam slms paJsu ini ridak ada security untuk bertransaksi dan 

adanya fonnulir akses palsu. Jika ada nasabah yang salah ketik dan kesasar 

kesitus bank palsu tersebut peJaku akan merekam user ID dan password 

nasabah tersebut untuk digunakan mengakses kesitus yang sebenarnya (illegal 

acces).51 

2.8. Pengaturan Internet Banking di Indonesia 

Permasalahan internet banking sangat kompleks, untuk itu ada 

pengaturannya agar dapat menjamin tiap-tiap pemberi atau penggunanya agar 

aman menggunakan fasiltas internet bankmg tersebut Selain Undang~undang 

maslh banyak lagi terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang internet 

banking yang antara lain adalah keputusan Direktur BI dan _lain sebagainya 

dibawah ini akan dijelaskan beberapa ketentuan yang mengatur tentang 

internet banking yang antara lain adalah: 

51 Petrus Reinhard Golose, "Perkernbangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di 
Indonesia oleh Polri", Bulctin Huk:um Perbankan dan Kebanksentraian (agustus, 2006). 
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L UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan 

Undang-undang No JO Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

Mengingat nilai strategis dari industri perhankan maka bank dalam 

menjalankan kegiatannya usahanya sangat intens dengan aturan-aturan 

hukwn. Hal ini dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat serta 

kesinambungan usaba bank akan terus dapat dikembangkllll. Dampak 

lebih dari ketatnya pengaturan masalah bank ini akan menjamin 

kredibilitas bank itu sendiri." 

Bank hams dapat memaksimalkan usahanya untuk 

menghimpun dana langsung dari masyarakat dan sekaligus juga dapat 

menyalurkan kepada masyarakat yang mernbutuhkan secam maksimaL 

Dalam ketentuan pasal 6 butir n, Undang-undang Perbankan 

disebutkan bahwa bank umum memiliki hak untuk melakukan 

kegtatan lain yang lazim dilakukan oleh bank selama tidal< 

bertentangan dengan peratumn perundang-undangan yang berlaku. 

Kegiatan bank dalam hal ini hams memenuhi tiga hal sebagai berikut ; 

a. apabila suatu hal dilakukan hanyak orang atau pelaku 

usaha; 

b. dilakukan secara terus menerus~ 

c. dianggap suatu hal yang baik sehingga dapat diterima 

oleh masyarakat; 

Internet banking adalah layanan perbankan yang lazim 

digtmakan, jika ditinjau dengan perundang-undangan yang berlaku 

maka penyelenggaraan internet banking di Indonesia adalah 

dimungkinkan. 53 

s1: Budi Agus Riswandi, Loc. Clt, hal. 8. 

5~ Lima Bank Pertama kali penyelenggara internet banking adalah Bll (1998), BCA (2001), 
Bank mandiri (2Q02), Bank pennata (2002), dan Bank lippo. 
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Adapun ketentuan yang terdapat dalam undang-undang 

parbankan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan 

bagi pengguna intemet banking adalah ; 

"untuk kepentingan nru;abah bank wajib menyediakan 
infonnasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian 
sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui 
bank"" 

~·bank VJajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah 
penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana 
dimaksud dalam pasal41, 41 a, 42, 43, 44, dan pasa144a," 

2, UUNo, 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 

Penggunaan undang-undang ini dikarenakan adanya hubungan 

yang erat antara Undang-undang No 36 Tahun 1999 Tentang 

Telekomunikasi dengan Internet. Internet merupakan salah 

satu jasa telekomunikasi hal inl sebagaimana dimuat dalam 

Keputusan Menteri Perhubungan No 23 tahun 2002 yang 

menyatakan bahVJa jasa internet merupakan jasa 

penyelenggaraan multimedia, Sedangkan penyelenggaraan jasa 

multimedia sendiri diartikan sebagai jasa telekomunikasi yang 

mena\\larkan Iayanan berbasis teknologi informasi antara lain 

penyelenggaraan jasa Internet telepon, jasa akses internet. dan 

jasa televisi berbayar'' Dengan begitu pada dasamya 

pe-nyelenggaraan internet merupakan penyelenggaraan jasa 

telekomunikasl. 

54 Indonesia 1, Loc. Cit, pasai 29 ayat 4 . 

.:;s Ibid, pasal 40 ayat 1. 

}6. Indonesia 4, Kepmen No. 23 Tahun 2002, Keputusan Menteri Perhubungan lentang 
Penyelenggara Multimedia, pasall butir 2. 
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3. SEBI No,. 6118/DPNP, Tentang Penempan Manajemen Resiko 

pada aktiva.Si pelayanan jasa bank melalui internet. Pada 

hakikamya melalui surat edaran ini bank Indonesia 

mewajibkan bank penyelenggara layanan internet banking 

untuk menerapkan manajemen resik:o pada kegiatan internet 

banking yang mengandung resiko tinggi yaitu pada 

penyelenggaraan transactional internet banking. Penernpan 

manajemen resiko tersebut meliputi tiga bagian yang tidak 

terpisahkan dan sating melengkapi yaitu: 

4. 

a. pengawasan aktifkomisaris dan direksi bank 

b. sistem pengamanan {security control) 

c. manajemen resiko 

Undang-undaog No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi 

Elektronik. 

· "- Yuridiksi, memberikan akibat hnkum bagi setiap orang 

yang melaknkao perbuotan huk:um baik yang berada 

diwilayah Indonesia ataupun dalam Indonesia. 57 

b. Informasi dan transaksi elektrouik, menekankan bahwa 

trausaksi elektronik dan atau basil cetak dari informasi 

elektronik merupakan alat bnkti yang sah dan memiliki 

akibat hnkum yang sah. 

c. Penyelenggaraan sistem elektronik. dalam ketentuan 

pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa setiap penyelenggara 

sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem 

elektronik seca:ra anda158 dan aman59 serta bertanggung 

57 IndonesiaJ, Loc. Cit pasal2. 

st Andal yaitu sistem etektronik ten;ebu! memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan 
penggunanya. 

$!tAman yairu sistem elektronik tersebut terlindungi baik secara fisik maupun non fisik. 
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jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik dan 

sebagaimana mestinya.&~ 

d. Perbuatan yang dilarang, tindak pidana yang ditentukan 

dalam UU ITE ditujukan pada setiap perbuatan yang 

menggunakan sarana sistem elekronik pada umumnya 

dan juga sis tern elektronik perbaukan pad a khususnya. 

B. TINJAUAN YURIDJS PERLINDUNGAN HUKUM TERBADAP 
NASABAH PENGGUNA JASA LAYANAN INTERNET BANKING 

Bank Mandiri berdiri pada tanggal2 Oktober 1998 sebagai bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, em pat bauk milik pemerintab yaitu !lank 

Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank 

Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Keempat bank 

tersebut telah turut mernbcntuk: riwayat perkembangan perbankan di Indonesia 

dimana sejamhnya berawal pada lebih dari 14 lllhun yang Jalu. Perusabaan 

yang bergerak dl bidang investment banking, perbankan syariah serta 

bancassurance, bank Mandiri menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh 

bagi perusahaan swasta maupun milik Negara. kome:rsll, usaha kecil dan 

rnikro serta nasabah consumer. 

Bank Mandiri saat ini merupakan bank terbesar di Indonesia dalarn 

jumlah al,."tiva. !credit dan dana pihak ketiga. Total aktiva per 31 Dcsember 

2005 sebesar Rp 254,3 triliun (USD25,9 miliar) dengan pangsa pasar sebesar 

18,0% dari total aktiva perbankan di Indonesia. Jumlah dana pihak ketiga 

Bank Mandiri sebesar Rp 199,0 triliun atau sama dengan 17,6% dari total 

dana pihak ketiga secara nasionat dimana jum1a1l tabungan merupakan 16% 

dari total tabungan secara nasional. Demikian pula dengan pangsa pasar 

60 Sebaga\mana mestinya yaitu memiliki kemampuan sesuai spes.ifikasinya. 

Universitas tndonesla 

Perlindungan Hukum..., Istalana Ramadhini, FH UI, 2009



48 

deposit<> beijangka sebesar 19,1% dari total deposito beijangka di Indonesia. 

Selama tabun 2005, pertumbuhan dana pibak ketiga kami sebesar 5,8%, 

sementara pertumbuhan kredit sebesar 13,3%. Bank Mandiri memiliki 

struktur permodalao yaog koknh den gao rasio kecukupao modal (Capital 

Adequacy Ratio-CAR) sebesar 23,7% pada akbir tabun 2005, jauh diatas 

ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 8%. 

Bank Mandiri pertamakali memperkenlllkan layanan internet banking 

kepada masyarakat umum khususnya nasababnya yaitu pada tahun 2002 

dimana dalam layanan internet banking tersebut mencakup keuntungan dan 

keamanan penggunaan layanan internet banking bank Mandir:i, transfer dana> 

pembayaranj informasi rekening, aktlvasi transaksi. fasilitas cek. update 

profil, personalisasi dan notifikasi SMS. 

B.!. Hak dan Kewajiban Dalam Pelaksanaan Internet Banking 

Dalam pelaksanaan internet banking terdapat hubungan hukum antara 

pihak-pihak yang membuat perjanjian. Hubungan tersebut terjadi karena para 

pihak dalam internet banking membuat suatu perjanjian. Hubungan hukum 

adalah hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik, yang timbul karena 

peristiwa berupa perbuatan, kejadian. atau keadaan.6
l Hubungan huk"Um 

dniam internet banking adalah hubungan kewajiban dan hak secara timbal 

balik yang timbul karena perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses 

penggunaan fasilitas internet banking. 62 Kewajiban yang berasal dari 

peiJanJian (contractual obligations). dan kewajiban yang berasal dari 

ketentuan undang-undang disebut ke.wajiban undang-undang (legal 

obligations). 

61 Mariam Darns Badruljatnan, KompiJasl Hukum Perikatan, Cet.l, (Bandung; Citra Aditya 
Bakti, 2001)., haL I. 

61Abdulkadir Muhammad , Hulmm Perikatm1, Cet.3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
1992), hal. 107. 
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Sebagaimana telab dtbabas dalam bab sebelumnya, babwa dasar 

hukum pe~anjian internet banking secam umum dialer dalam KUH Perdata 

khususnya yang mengatur mengenai pe~anjian, sedangkan yang menjadi 

dasar hukum khususnya adalah ketentuan Bank Indonesia serta Undang­

undang No. l I Tahun 2008 mengenai lnformasi Transaksi Elektronik dan lain 

sebagainya. Pada bakekatnya peraturan penmdang-undangan tersebut 

bertujnan untnk membatasi kebebasan membuat peijanjian dengan meletakan 

berbagai kewajiban khusus pada si penyedialayananjasa internet banking dan 

pengguna layanan internet banking yang tidak dapat dilepaskan dari 

perjanjian. sehingga meskipwt peijanjian internet banking telah diatur setan 

khusus berdasarkan peijanjian baku yang dikeluarkan, tetapi tetap hams 

tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUH 

Perdata (pasal13l9 KUH perdata). 

Pada umunmya, pengguna internet banking kurang memperhatikan 

mengenal hubungan bukum yang tei)adi antara pengguna internet banking 

dan pihak bank selaku penyedia layanan interne/ banking dalam perjanjian 

layanan internet banking. Pengguna internet banking kadangkata hanya 

mengetahui cara menggunakan layanan internet banking. Tetapi mereka tidak 

mengetabui hak dan kewajiban apa saja yang timbul dari adanya peljanjian 

penggunaan layanan internet bafiking tersebut Bahwa perjanjian layanan 

inlemet banking merupakan perjanjian yang dlbuat secara k.husus dalam 

bentuk klausula baku seperti dalam klausula baku yang umumnya terdapat 

dalam dunia perbankan. Dalam perjanjian internet banking dicantumkan 

syaral-syarat pe~anjian yang dibuat secara sepibak oleh pihak bank, yang 

klausulanya mengik::at nasabah pengguna layanan inlernet banking untuk 

tunduk: pada ketentuan~ketentuan tersebut Namun dalam hal ini nasabah 

kadangkala jarang yang membaca atau menyadari hal tersebut, sehingga jiku 

timbul suatu masalah dari perjanjian layanan internet banking tersebut mereka 

kurang memahami apa saja yang menjadi bak-hak serta kewajiban-kewajiban 

mereka, 
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Da!am ketentuan pasal 1338 ayat (!) tentang kebebasan berkontrak 

dimana peljanjian layanan internet banking yang dibuat oleh nasabah dan 

bank telah lahir dan mengikat para pihak sejak ditandatanganinya peljanjian 

layanan internet banking. Sejak saat itu segala ketentuan tentang internet 

banking yang tercantum dalam perjanjian mengikat para pihak untuk 

melakukan kewajiban dan mendapatkan beknya. 

Bank Mandiri, Tbk dalam menawarkan segala jenis layanan perbankan 

yang salah satunya adalah internet banking yang didalamnya terdapat hak dan 

kewajihan da!am hal ini harus diindahkan oleh masing-masing pihak, baik 

pihak hank ataupun pihak nasa bah selaku pengguna layanan peibankan. 

Dahan syarat dan ketentuan internet banking bank Mandiri disebutkan 

bahwa internet banking bank Mandiri adalah saluran distribusi bank untuk 

mengakses rckening yang dimiliki nasabah melalui jaringan internet dengan 

menggunakan perangkat lunak atau browser pada komputer. 

Untuk dap&~· menggunaknn layanan internet banking bank Mandiri, 

seseorang harus terlebih dahulu menjadi nasabah bank Mandiri dengan cara 

membuka rekening bauk Mandiri. Dan syarat pembukaan rekening bank Mandiri: 

l. calon nasabah datang ke salah satu cabang bank mandiri~ 

2. calon nasabah· kemudian diwajibkan untuk mengisi fonnulir 

pembukaan rekening pada bank Mandiri untuk menjadi nasabah bauk 

Mamiiri; 

3. caJon nasabah rnemberikan bukti identitas diri (KTP, SIM, Paspnr), 

yang kemudian difotokopi untuk diserahkan kepada bauk Mandiri, 

4. caJon nasabah menandatanganl for:mulir pendaftaran terse but setelah 

1erlebih dahulu dibaca dan dimengerti isi dari formulir pendaftaran 

tersebut; 

5. caJon nasabah menyetorkan dana sejumlah Rp. 50.000,00 (limapuluh 

ribu rupiah) sebagai saldo awal; 

6. Cutomer Service bank Mandiri akan memberikan buku tabungan yang 

dikeluarkan oleh Bank Mandiri dan telah tertulis jumlah saldo awal 
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yang telah disetorkan sebagai bukti bahwa calon nasabah tersebut 

Ielah resmi menjadi nasabah bank Mandiri. 

Sedangkan untuk menggunakan layanan interne/ banking khususnya 

syaral-syaral yang barns dipenuhi agar nasabah dapat menggunakan layanan 

tersebut adalah sebagai berikut c 

a) memiliki rekening tabungan, giro rupiah dan atau mata uang lainnya; 

b) untuk pendallaran di ATM, harus memiliki kartu ATM Mandiri 

sedangkan untuk pendaftaran di cabang harus menunjukkan bukti 

kepemilikan rekening (buku tabungan, kartu ATM Mandiri). 

Seperti yang disebutkan dalam alinea sebelumnya bahwa hubungan 

hukum yang dalam hal ini hubungan hukum nasabah dengan bank Mandiri 

merupakan suatu perikatan. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum 

antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak 

menuntut sesualu dari pihak yang lain, yang berkewajiban mernenuhi 

tuntutan itu. Dalm hal perikatan antara nasabab dan bank Mandiri, nasabah 

sebagai kreditur dan bank mandiri sebagai debitumya. 

Nasabah dan bank Mandiri sebagai pihak-pihak yang melakukan 

petjanjian mempunyai hak dan kewajiban yag hams dipenuhi dan ditaati oleh 

kedua pihak agar petjanjian yang mana dalam hal ini terwujud dalarn proses 

kegia!an perbankan dapat berjalan dengan lancar. Hak dari nasabah bank 

mandiri adalah : 

1) nasabah pengguna electronic banking dapat menggunakan layanan 

internet banking Mandiri untuk mendapatkan informasi atau 

melakukan transaksi perbankan yang 1elah ditentukan oleh bank; 

2) setiap perinlah yang Ielah disetujui oleh nasabah yang tersimpan 

pada pusat data bank yang benar adalah yang dilerima sebagai 

bukti perintah dari nasabah pengguna kepada bank untuk 

melaksanakan transaksi yang dimaksud; 

3) nasabah pengguna memiiki kesempatan untuk memeriksa kembaH 

dan atau mernbatalkan data yang te1ah diisi pada saat konflrmasi 
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yang dilakukan secara otomatis oleh sistem sebelum adanya tanda 

persetujuan; 

4) bank menerima dan menjalankan setiap perintah dari nasabah 

pengguna sebagai perintah yang sah berdasarkan penggunaan user 

lDdanPIN. 

Nasabah selakn pemilik rekeoing Mandiri mempunyai kewajiban lain 

seperti yang tereantum dalam syarat-syaral umum pembukaan rekening yang 

diberikan kepada nasabah sebelum nasabah membuka rekening, untuk 

dimengerti, dipahami, dan disetujui oleh nasahahnya, yaitu: 

a) pemi~"k rekening bekewajiban untuk menyerahkan kepada bank 

Mandiri satu atau lebih contoh tandatangannya dan satu atau lebih 

taadatangan orang yang berhak mewakilinya dahun hubungan 

dengan bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap 

mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Conlon 

taadatangan tersebut letap berlaku selama tidak ada pemberitahuan 

perubahan pemilik rekenlng yang disarnpaikan seca:ra tertulis dan 

diterima o1eh bank Mandiri; 

b) apabila pemilik rekening masih berhutang a tau mempunyai 

kew•jiban lainnya kepada bank yang timbul berdasarkan apapun 

juga, hank berhak dengan ini rnemberi kuasa o!eh pemilik rekening 

untuk mendebit rekening nasabah dan menggunakannya untuk 

pembayaran kembali atas setiap jwnlah uang yang setiap waktu 

terhutang kepada bank; 

c) apebila dana yang tersedia dalarn rekening tidak adaltidak eukup, 

maka atas pennintaan pertama da~ bank. pemilik rekening wajib 

rnenyetor kepada bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh 

bank untuk pembayaran hutang-hutang atau kewajiban-kewajihan 

lain pemilik rekening sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) 

pasal ini; 
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d) pemilik rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis 

kepada bank dengan disertai doku:men penduknng yang sah jika 

t<Ijadi peruhahan data pemilik rekening tennasuk tetapi tidak 

terbatas pada perubahan alamat, Ianda Iangan orang berwenang 

untuk mengikat pemilik rekening maupun wewenangnya, susunan 

pengurus dan status badan hukum serta perubahan angganan dasar. 

Perubahan ini baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut 

dengan haik oleh hank pada cabang pengelola rekening. Setiap 

kerugian yang diakihatkan karena adanya kelalaian dalarn 

memberitahukan perubehan data tersebut di alliS menjadi tanggnng 

jaw.;b pemilik rekening sepenubnya. 

Secara umum kev..ajiban Bank Umum di Indonesia terhadap 

nasababnya terdapet dalam Uadang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, pada pasal29 ayat (3), (4),dan (5), yaitu antara lain: 

L bank wajib memelihara kesehi!tim bank sesuai dengan kelentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melaknkan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati*hatian; 

2. dalam rnemberikan !credit dan melakukan kegiatan usahalainnya, bank 

wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank, dan 

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank; 

3. untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan infnrmasi mengenai 

k-emungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang 

dilakukan melalui bank; 

4. bank mempunyai kewajiban Wltuk menyimpan rahasia atau 

keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank 

karena kegiatan usahanya, kecuali dalam hal kepentingan negara atau 

kepentingan hukum. 

Selain kewajiban-kew.,jiban umum perbankan tersebut di atas, Bank 

Mandiri juga rnempunyai kewajiban dalam hal pelaksanaan kegiatan 

perbankan dengan menggunakan internet banking yaitu : 
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L setiap perintnh yang telah disetujui dari !lllsabah pengguna yang 

tersimpan pada pusat data bank merupakan data yang benar yang 

diterima sebagai bukti perintah dari nasahah pengguna kepada 

bank untuk rnelaksanakan transaksi yang dirnaksud; 

2. bank menerirna dan berkewajiban menjalankan setiap perintah dari 

nasabab pengguna sebagai perintab yang sab berdasarkan 

penggunaan user ID dan PIN; 

3. bank berkewajibaa mef\iaga kerahasiaan nasabahnya sesuai 

dengan prosedur peraturan penggunaan electronic banking umum 

nya, dan internet banking pada k:hususnya. 

Disamping kewajiban-kewajiban bank diatas., maka bank dalarn hal ini 

mernpnnyai hak yaitu: 

L bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari nasabah 

pengguna Jayanan internet banking; 

2. bank berhak rnenghentikan layanan il'lternet banking dalam hal 

terjadi pembahar!lllll sistem atau data; 

3, Bank berhak mengubah syarat rnengenai layanan internet 

banking dengan disampaikan terlebih dabulu kepada pengguna 

dengan cam apapun; 

4. bank berhak mengubah limit transaksi internet banking; 

5. bank dapat menghentikan akses layanan internet banking atas 

pennintaan nasabah atau biJa terjadi kesalahan~ 

6. bank berhak menutup rekening nasabah pengguna layanan 

internet banking; 

7. bank berhak rnenerima pembayaran dari ke-wajiban nasabah; 

8. bank berhak melaksanakan perintah pejabat/instansi atau 

lembaga yang berwenang; 

Seiain hak serta kewajiban bank dan nasabah yang dijelaskan menurut 

perjanjian antara 2 pihak diatas, dibawah ini akan dijelaskan pengaturan 

masalah hak dan kewajiban nasabah serta hak dan kewajiban bank menurut 
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undang-undang yang terjadi karena suatu hubungan hukum alcibat perjanjian 

petjanjian layanan internet banking, rnenurut ketentuan Undang~undang No. 

ll Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik pasal 15 dan pasal 

16 disebutkan bahwa penyelenggara elektronik yaitu dalam hal ini pihak bank 

mempunyai kewajiban yaitu: 

1. Setiap penyelenggam sistem elektronik harus menyelenggamkan 

ststem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung ja\V'ab 

terhadap beroperasinya sistem elek"tronik sebagaimana mestinya. 

2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan sistem elektroniknya. 

3. Bukan termasuk kewajiban penyelenggara elektronik atau bank 

dalam hal keadaan memaksa, kesalahan, danlatau kelalaian pibak 

pengguna sistem elektronik. 

Sedangksn dalarn ketentuan lain disebutkan bahwa sepanjang tidak 

ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penye1enggara sistem 

e!ektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuht 

persyaratan minimum sebagai berikut: 

a, dapat menampilkan kembaH informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan rnasa retensi yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 

b. dapat melindungi keterscdiaan, keutuhan, keotentikan, 

kerahasiaan, dan keteraksesan inforrnasi elektronik dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut~ 

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyeJenggaraan sistem elekttonik tersebut; 

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan 

dengan bahasa, infonnasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh 

pihak yang bersangk:utan deogan penyelenggaraan sistem 

elektronik tersebut; dan 
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e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

8.2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah 

Sebagaimana telab dijelaskan diawal, bank mempunyai fungsi 

intermediary, dimana bank disatu slsi dapat menghimpun dana dari 

masyarakat secara langsung dan sekaligus dapat menyalurkan kepada 

masyarakat yang membutubkan. 

Berkaitan dengan perlindungan hukurn terhadap nasabab, secara 

urnum perlindungan hukurn dapat dilakukan dengan 2 eara yaitu:63 

a. Perlindungan secara implisit; yaitu perlindungan yang 

dihasilkan oleh pegawasan dan pembinaan bank yang 

efektif. 

b. Perlindungan secara eksplisit; yaitu perhndungan melalui 

pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan 

masyarakat 

Babwa sebenamya hakikat dari perlindungan hukum adalah untuk 

melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan slmpanannya yang 

disimpan dlsuatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian, 64 Berkaitan 

dengan perlindungan hukum terhadap nasabah~ secara garis besar penulis 

rnembagi menjadi 2 (dua) perlindungan hukurn yaitu perlindungan hukurn 

langsung dan perlindungan hukum tidak langsung. 

1. Perlindungan Hukum Langsung 

Perlindungan ini adalah suatu perlinduogan yang diberikan kepada 

nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya 

63 Marulak Pardede, Hukum Perbankan Indonesia, Cet.3, {Jakarta: PT. Rajagrafind~ 2001), 
ball32. 

~Ibid, hat J33. 
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resiko kerugian dari kegiatan yang dilakukan oleh bank. Perlindungan 

langsung terdapat dalam ketentuan sebagai berilrut: 

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

Dalam dunia perbankan nasabah penyimpan merupakan 

!creditor yang mempunyai bak mendahului dalam arti bahwa nasahah 

penyimpan yang harus didahulnkan dalam menerima pembayaran dari 

bank yang sedang mengaland kegagalan atau kesulitan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. Masalah bak mendahului diatur 

dalam undang-undang No 10 tahun 1998 pasal 29. Mengenai jandnan 

perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan 

dihentikan kegiatan usaba bank deposan adalah dengan diciptakannya 

asuransi deposito. Misi dari lembaga deposito ada1ah memeliha:ra 

stabilitas sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para 

deposan bank dan mengurangi gangguan terhadap perekonomian 

nasional disebabkan kegaga1an yang dialami bank. Masalah jaminan 

terhadap dana masyarakat dlatur dalam ketentuan Undang-undang No 

10 tahun 1998 pasal37 B . 

b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan. 

Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga 

independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di 

Indonesia, LPS berfungsi menjarnin simp~man nasabah bank dan turut 

aktif dalam menjaga stabHitas sistem perbankan sesuai 

kewenangannya serta memberikan jaminan atas seluruh kewajiban 

pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket 

gU<lrantee). Tujuan kebijakan publik pef\iaminan LPS tersebutadalah 

untuk mehndungi simpanan nasabah kecll. 

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat 

nu::numbubkan kembaH kepercayaan masyarakat lerhadap industri 

perbankan, naruun ruang hngkup penjarninan yang terlalu Juas 
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menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank 

maupun masyarakal Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap 

menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta meJ\iaga 

stabilitas sistem perbankan, progmm peojaminan yang sangat luas 

lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang 

terbatas. 

c. SKDBI Nomor 27/9/UPPB Tentang Penggunaan Teknologi Sistem 

Informasi oleb Bank. 

Menurut SKDB! Nomor 2719/UPPB tanggal 31 Maret 1995 

Tentang Penggnnaan Teknologi Sistem 1nfurmasi oleh bank, tujnan 

utama pengganaan electronic banking adalah untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan data kegiatan usaha perbankan, 

sehingga dapat memberikan basil yang akurat, benar1 tepat \W.ktu, dan 

dapat menjan~.ii1 kerahasiaan infonnasi. Oleb karena itu menurut 

ketentuan peraturan tersebut maka perlindungan terhadap kerahasiaan 

informasi nasabah dijamin oleh bank. 

d. PBI Nomor 815/pbi/2006 Tentang Mediasi Perbankan Sebagai 

AltematifPenyelesaian Sengketa dan Rekomandasi. 

Peraturan ini menentukan bahwa apabila terjadi sengketa 

antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya 

tuntutan finansial nasabah oleh bank, dan tidak terdapat kesepakatan 

antara bank dengan nasabah tersebut, rnaka di upayakan penyelesaian 

melalui mediasi perbankan oleh Bank Indonesia. 

2. Perlindungan Hokum Tidak Langsung 

Perlindungan secara tidak langsung (implicit/indirect prated ion) oleh 

didunia perbankan terhadap kepentingan nasabab penyimpan dana adalah 

suatu perlindungan hukum yang dibarikan kepada nasabah penyimpan dana 

terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau 
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timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum 

tidak langsung an!ara lain berdasarkan: 

a. Undang-undang Perbankan Pasal29 sampai pasal37. 

Berdasarkan Undang-undang Perbankan dalam ketentuanPasal 

29 sampai pasal 37, dengan melalui mekanisme pembinaanan 

pengawasan yang dilakukan oleb Bank Indonesia dibarapkan bank 

menjadi sehat, sehingga dengan bank yang sebat kegiatan perbankan 

akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang mengganggu 

kenyamanan dan kepercayaan uasabab terhadap bank, dan 

rnenumbuhkan kepercayaan nasabah akan dana miliknya arnan dan 

terjamin. 

b. Undang-Wldang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindtu1gan 

Konsumen. 

Nasabah adalah konsumen yang menggMakan produk danjasa 

yang diproduksi dan diberikan oleh bank selaku produsen kepada 

nasabah. Nasabah yang menggunakan produk ataupun layanan jasa 

yang ditawarkan pibak bank adalah konsumen dalam usaha perbankan 

yang perlu dilindungi hak dan kepentingannya oleh bank yang 

mengeluarkan produk serta layanan perbankan, khususnya internet 

banking. 

c. Pasal 1367 Kitah Undang-undang Hukum Perdata. 

Berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukurn 

Per data, dijelaskan bahwa nasabah tidak saja bertanggMg jawab untuk 

kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri1 akan tetapi 

juga untuk kerugian yang disebabksn ksrena perbuatan pihak-pihak 

yang menjadi tanggungannya., dan tanggung jawab tersebut berakhir 

apabila nasabah tersebut dapat rnernbuktikan bahwa nasabah tidak 

dapat mencegah perbuatan yang menyebabkan mereka untuk 

bertanggungjawab atas hal tersebut. 

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 3 
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Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana Ielah diubah 

menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank 

Indonesia ini, mnka Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawss 

bank dan kegiatan perbankan di Indonesia 

e. Undang-undang Nomor II Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

Dalam ketentuan Undang-undang No. 11 Tabun 2008 pasal 9 

tentang informasi dan tmnsaksi elektrnnik disebutkan bahwa "pelaku 

usaha yang menawarkan produk: melalui sistem elektronik hams 

menyedinkan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan 

syarat kontrak, produsen dan prndnk yang ditawarkan". Sedangkan 

dalarn ketentcan pasal 10 disebutkan bahwa "setiap pelaku us aha 

yang menyelenggarakan transaksl elektronik dapat disertifikasi oleh 

lembaga sertifikasi keandalan". 

Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang Perbaukan pasal 2 nya 

dikemnkakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-batian, 

Dari ketentuan ini menunjukan bahwa prinsip kehatl-hatian adalah salah satu 

syarat utarna dalam hal pihak perbankan menawarkan suatu produk perbankan 

dan prinsip kehati-hatian merupakan landasan dasar untuk melindungi 

nasabah bank dari suatu kerugian atau resiko yang diakibatkan oleh produk 

bank yang ditawarkan. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pibak 

bank untuk selalu berbati·bati dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam 

arti harus seia1u konsisten dalam melaksanakan ketentuan undang-undang 

berdasark:an profesionaJisme dan itikad baik Selain perlindungan hukum 

langsung dan tidak langsung sepeni yang dijelaskan diatas, dibawah ini akan 

dijelaskan perlindungan hukum dalam penggunaan internet banking. 
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Hulrum perbankan mernpakan aturan-aturan yang menjadi landasan 

hnlrum dalam bidang perbankan. Salah satu dasar aturan hukum tersebut 

adalah Undang-nndang No.7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10 Tahllll 

1998 tentang perbankan, Undang-nndang No. ll Tahun 2008 Tentang 

lnfonnasi dan Transaksi Elektronik. Selain undang-undang tersebut terdapat 

juga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti Surat Edaran 

Bank Indonesia ataupun Peraturan Bank Indonesia. 

Aturnn-aturan tersebut diatas dikeluarkan bertujuan nntuk membantu 

bank yang ada di Indonesia dalam menjalaukan usahanya dengan benar serta 

melindungi masyarakat yang menggunakanjasa perbankan. 

Dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam hal ini pamerintah melalui undang-undang telah melakukan 

perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking yang 

merupakan suatu jenis transaksi elektronik dengan mewajibkan bank untuk 

menyediakan infonnasi yang lengkap tentang. produk yag ditawarkan serta 

produk tersebut harus disertifikasi oleh suatu lembaga sertifikasi keandalan, 

Semakin pesatnya sistem teknologi ilmu komunikasi dan semakin 

mengglobalnya sistem semakin mempermudah masyarakat dalarn melakukan 

aktivitas yang dibutuhkan. Sistt!m komunikasi dengan media internet telah 

mendominasi berbagai pola bentuk kehidupan manusia terutama dibidarlg 

usaha perbaukan yang mengikuti perkembangan teknologi canggih dibidang 

samna komunlkasi dan informasi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya 

tek.nologi internet. cybernet dan world w;de web yang merupakan suatu 

teknologi yang mernungkinkan adanya transformasi secara cepat keseluruh 

j~rlngan dunia melalui dunia maya.65 

Seiring dengan kemudahan untuk melakukan transformasi secara cepat 

melalui internet baik oleh masyarak:at rnaupun perbankan temyata tehadap 

6~ Nindyo Pramono, "Beberapa Aspek Penting Terkait dengan Pengembangan Koscntrasi 
1-Iukum :Bisois da!am Ern Global ", Makalah disampalkan pada Workshop Program llmu Doktor Iimu 
Hukum Vll, Yogyakarta, Rabu l November :2000, hal. 5. 
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perlindungan hukumnya membawa konsekuensi tersendiri baik terhadap 

pengguna ataupun pihak perbankanjuga. 

PT. Bank Mandiri, Tbk pertama kali menawarkan Jayanan internet 

banking terhadap nasabahnya yaitu pada tabun 2002. dalam layanan internet 

banking bank Mandiri ditawarkan beberapa layanan yang diantaranya adalab:66 

I) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Transfer dana; 

Pembayaran; 

Infonnasi rekening; 

Aktivasi 1ransaksi; 

Fasilitas cek; 

Update profil; 

Personalisasi 

Notifikasi SMS 

Dalam hal layanan internet banking, bank Mandiri mempersyaratkan 

untuk melakukan pendaf'.aran. Apabila hal ini telab dilakukan layanan dari 

bank Mandiri dapet diakses melalui layanan internet banking Mandiri. Oleh 

karena itu layanan internet banking sifatnya merupak:an media bagi 

pemasaran produk dan sekaligus sebagai sarana mempermudah transaksi 

dimana transaksi tersebut dapat dilakukan secara online, 

Bahwa perlindungan hukum bagi nasabah sangat penting dalam 

pemberian layanan internet banking. Diba-wah ini akan dijelaskan beberapa 

per1indungan hokum lainnya dalam layanan internet banking. 

1. Perlindungan Hukum Terbadap Data Prlbadi Nasabah 

Keberadaan data pribadi nasabah layanan internet banking rnerupakan 

hal yang esensiaL Hal ini dikarenakan data pribadi nasabah menjadi sumber 

dari otenti.kasi dan otorisasi pada penggunaan Jayanan interne/ banking . 

66 Budi Agus Riswandi, Loc Cil, hal. 2002. 
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Apabila terdapat data atau infonnasi67 yang memadai maka seseorang 

siapapun dia dapat memanfaatkan jasa bank melalui media internet. Jika 

seseorang berhasil mencuri user ID beserta password dari seorang nasabah 

dan kemudian orang tersebut menggunakan user lD dan password tersebut 

untuk melakukan sejumlah transaksi maka akan merugikan pihak nasabah. 

Selain data yang barkaitan langsung dengan penggunaan internet 

banldng seperti alamat e-mail, user lD dan password, keberadaan data pribadi 

nasahah yang terkait dengan keberadaan seseorang sebagai nasabah penyimpan 

juga penting untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelenggaraan internet 

banking. Hal ini umumnya sistem !ayanan internet banking yang tersedia 

umumnya terkoneksi dengan database"' perbankan yang memuat pula data 

pribadi nasabah sebagai nasabah penyimpan pada bank tersebut. 

Dalam ketentuan UU Perbankan pasal40 menentukan bahwa bank wajib 

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya 

kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud da!am pasal41, pasal4IA. pasal42, 

pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.69 Budi Agus Riswandi menambahkan bahwa 

berkaitan dengan ketentuan pasal 40 ayat I UU Perbankan tersebut diberikan 

penjelas:m bahwa alam hubungannya dengan kemhasiaan bank yang wajib 

dirnhasiakan oleh bank adalah selurub data dan infonnasi mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan 

badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. 

Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang No. II Tahun 2008 tentang 

lnformasi dan Transaksi Elektronik pasal !5 dijelaskan bahwa "Setiap 

01 Edmon Makarim, Loc. Cit, hal.30. infotTilasi itu sendiri berasal darl suatu data {yakni 
mencakup semua fakta yang direpresentssikan sebagai input baik dalatn bentuk untaian kata, angka., 
ga._'llb&r, suara,. ataupun gerak), yang telah diproses ataupun te!ah rnengalami perubahan bentuk atau 
penambahan ni[ai menjadi s1.1atu beotuk yang lebih erart sesuai dengan kontek5nya. 

iiS Database mcrupakan suatu sistem penyimpanan data terkompulefisasi yang biasa 
digunakan untuk menyimpan, men.ata dan menggali kembali infonnasi-infonnasi, Arsyad sanusi, toe. 
Cit,. haL473_ 

69 Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentlngan perpajakan, 
menyelesaikao piulaug bank. untuk kepentlngan pcradilan dalam perkara pidana serta atas permintaan, 
persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpaR 
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penyelenggara sistem elektronik horus menyelenggarakan sistem elektronik 

seeara andal dan arnan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem 

clektronik sebagaimana mestinya, dan penyelenggara sistem elektronik 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya." Dati 

ketentuan pesal tersebut sangat jelas bahwa pihak penyelenggara elektronik 

yang dalam hal ini hank wajib memaluhi ketentuan yang disebutkan dalam 

pasal tersebut diatas dan hal tersebut sangat jelas dapat untuk melindungi 

nasahah selaku pengguna layanan internet banking. 

Sedangkan dalarn ketentuan UU Perbankan pasal47 ayat 2 menentukan 

bahwa terhadap anggota dewan komisaris, direksi, pega'il'lli bank atau pihak 

teraflliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib 

dirahasiakan menurut ketentuan pasal 40 UU Perbankan yang diancam dengan 

ketentuan pidana. 

Terhadap ketcntuan tersebut dapat dipaharni bahwa pada dasarnya 

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat 

diterapkan dalam konteks parlindungan hnkurn alas data prihadi nasabah bank. 

Hal yang demikian itu dikarenakan pertama, pada dasarnya untuk dapat rnenjadi 

nasabah pengguna layanan internet banking seseorang baruslah terlebih dalmlu 

menjadi nasabah penyimpan dibank tersebut (bank Mandiri) dengan demikan 

hal ini berarti sebelurnnya bank telah mengumpulkan data pribadi nasabahnya 

sebelum ia dapat menggunakan layanan internet banking. Kedua, pada 

penyelenggaraan jasa layanan internet banking bank juga mengumpulkan data· 

data tambahan yang tergolong sehagai data pribadi nasabah bank. Data-data 

seperti alamat e-mail, user JD dan password merupakan hal yang esensial dan 

sangat rahasia bagi nasabah. 

Lebih lanjut dapat dilihat pula dalam ketentuan UU Telekomunikasi 

pasal 40 dan 42 yang menyatakan hahwa "setiap orang dilarang melakukan 

kegiatan terhadap kegiatan penyadapan atas inforrnasi yang disalurkan melalui 

jaringan telekomunikasi delam bentuk apapun". Dan oleh karena hank dapat 

digolongkan sebagaj penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dirnaksud UU 
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!elekomunkasi rnaka berlaku pula ketentuan yang menyatakan bahwa 

"penyelenggarajasa telekomunikasi wajib merahasiakan infonnasi yang dikirim 

dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan 

telekomunikasi dan a tau jasa !elekomunkasi yang dise!enggarakan" 70 

Dalam pasal 56 UU telekomunikasi juga dijelaakan bahwa barang siapa 

yang melanggar ketentuan pasal 40 dapat dipidana. Dan pasat 57 juga 

dijetaskan bahwa bagi penyelenggara telekomunikasi yang melanggar pasal 42 

ayat I juga dapat dikenakan ketentuan pidana. 

Sejalan dengan pemikiran aknn pentingnya perlindungan terbadap data 

pribadi nasabah, Bank Indonesia Mengeluarkan Peraturan No. 7/6/PBJ/2005 

yang pada dasarnya mewajibkan bank selaras dengan yang telah ditentukan 

dalarn Undang-undang, untuk merahasiakan data pribadi nasabahnya dengan 

melarang penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak Jain diluar badan 

hnkum bank kecuali jika mendapatkan persetujuan tertulis dari nasabah yang 

bersangkutan atau ditetapkan lain dalam ketentuan ·perundeng-undangan.. 

Dala..'U hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data 

pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hnkum bank, pejabat atau 

petugas hank tidak hanya meV~-ajibkan meminta persetujuan tertulis dari nasabah 

yang bersangkutan tetapi diwajibkan juga membarikan penjelasan kepada 

nasa bah. 

Guna mempertegas hal tersebut diatas, Bank Indonesia juga mewajibkan 

bank untuk meminta persetujuan nasabahnya dengan ketentuan pesetujuan 

tertulis tersebut tidak buleh memuat ldausula yang secara sepibak dapat 

digunakan oleh bank untuk menyatakan bahwa nasabah telah memberikan 

pers~juannyajika tidak mernberikan tanda, tulisan dan atau tanda tangan pada 

lembaran permintaan persetujuan tertulls yang diajukan bank.71 

10 Indonesia 2, Undang-undang No. 36 Tahun 1999, Undang-undang tentang Telekomunlkasi, 
pasal I huruf d dan J 

71 Ketentuan lni dalam praktek penyelenggaraan internet banklng di 1ndonesia dilaksanakan 
atau diperkuat kembali dcngan privacy policy yang dikeluarkan oleh masing~masing bank 
pcnyetenggara internet banking. Pada umumnya. pada privacy policy tersebut bank tidak akan 
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Melihat ketentuan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia, sebagai 

regulator telab mengupayakan untuk mewujudkan terciptanya dunia peibankan 

yang memperhatikan dan melindungi data pribadi nasababnya. 

2. Perlindungan Hukum Ragi Nasabab Ditiojau Dari Manajemen 

Resiko dan Transparansi Produk Bank 

Bank Indonesia mewajibkan 3 prinsip manajemen resiko internet 

banking (pengawasan aktif de\van komisaris dan direkst, sistem pengamanan 

dan manajemen resiko) dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis. 

Selanjutnya guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen resiko 

tersebut, bank penyelenggara juga diwajibkan untuk melaknkan evaluasi dan 

audit secara berkala terhadap aktivitas internet banking dengan menggunakan 

auditor internal atau auditor eksternal. 

Bila kita telaah sural edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

mengenai manajemen reslKu pada internet banking, medea pada hakekatnya 

kebijakan ini dlmak:sudkan untuk secara tidak: langsung memberikan 

perlindungan hukum terhadap nasabab bank. Perlindungan yang dimaksud 

tersebut adalah perlindungan daiam arti preventif yaitu melalui kebijakan 

yang mewajibkan bank penyelenggara internet banking untuk menerapkan 

manajernen resiko yang mellputi pengawasan aktif dewan komisaris dan 

direksi, sistem pengamanan dan manajernen resiko. 

Apabila kita telaah lebih janh lagi maka sebenamya ada em pat macam 

perlindungan yang ingin dicapai melalui ketentuan Bank Indonesia tersebut 

yaitu: 

a. perlindungan terhadap nasabah dengan terselenggaranya 

sistem pelayanan intemet banking yang balk; 

b. perlindungan terhadap data pribadi lll!Sabah bank; 

c. perlindungan terhadap nasabah terhadap resiko terjadinya 

cybercrime; 

menyebarluaskan data prihadi nasabahnya kepada pihak lain. 
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d. perHndungan bagi nasabah pengguna iayanan internet 

banking dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

outsourcing internet banking; hal ini dikarenakan pada 

SEBJ No.6/181DPNP bank diwajibkan untuk menetapkan 

dan menerapkan prosedur pengaoosan dan due diligence 

yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola 

hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut. 

Selanjutnya, Dalam ketentuan UU Perbankan yang dapat dikaitkan 

dengan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan internet banking 

dapat dilihat dalam ketentuan pasal 29 ayat 4 yang menentukan bahwa "untuk 

kepentingan nasabah, bank vvajib menyed:iakan infomiasi mengenat 

kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah 

yang dilal;ukan melalui bank". 

Sedangkan dalam PBI No. 716/PBI/2005 terlihat ketentuan yang ingin 

diberlakukan oleh Bauk Indonesia yaitu kewajiban untuk menyediakan dan 

menyampaikan informasi baik mengenai produk yang diterbitkan oleh bank 

maupun produk lernbaga keuangan lainnya ya.1g dipasarkan melalui bank. 

Internet banking merupak:an salah satu layanan produk bank yang 

dikenal di Indonesia, bank Mandiri pertama memperkenalkan hal ini pada tahun 

20U2. oleh karenanya menurut PBI ini bank penyelcnggara layanan interne/ 

banking memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat,. 

terkini dan utuh mengenai internet banking tersebut . Infonnasi mengenai 

internet banking tersebut haruslah memuat tentang manfaat dan resiko, ata:u 

dengan kata lain memuat tentang kelebihan dan kekurangan yang mungkin 

ditemui nasabah dari pengguna layanan internet banking yang dilakukannya. _ 

Selain memuat manfaat dan resiko. infonnasi itujuga harus rnemuat persyaratan 

dan tata cara penggunaan internet banking yaltu mekanisme dan atau prosedur 

yang harus dipenuhl nasabah untuk dapat memanfaatkan iayanan internet 

banking. Contohnya pada bank mandiri, untuk dapat menggunakan layanan 

internet banking bank Mandiri maka nasabah bank mandiri harus memenuhi 
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syarat-syarat seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab diatas yang antaranya 

adalah: 

a. memiliki rekening tabungan, giro rupiah dan mata nang lainnya; 

b. untuk pendaftaflll1 di AlM, harus merniliki kartu AlM Mandiri, 

sedangkan untuk pendaftaran di kantor cabang, harus nasahah harus 

menunjukkan bukti kepernilikan rekening (buku tabungan, kartu A 1M 

Mandiri); 

c. apebila nasabah melakukan registrasi melalui ATM, maka nasabah 

masuk ke dalam menu utama dalam ATM kemudian pilih registrasi e~ 

banking serta ikuti petunjuk yang ada di layar mesin AlM, untuk 

membuat Access Code. Sedangkan untuk nomor Access ID gunakan 

16 (enambelas) digit nomor kartu ATM nasabah tersebut; 

d. apebila nasabah langsung datang ke kantor cabang Mandiri, maka 

nasabah dhvajibkan untuk mengisi formulir aplikasi pendaftaran 

layanan electronic banking Mandiri yang akan dipandu dan dibantu 

oleh pegawai bank, dan selanjutnya bank akan mengirimkanAccess ID 

ke alamat e~mail nasabah serta menyerahkan Access Code dalam 

amplop tertutup. 

Sete1ah melakukan registrasi seperti tersebut di atas, nasabah akan 

segera mendapatkan Token PIN Mandiri di cabang Mandiri terdekat, dengan 

mengisi formulir aplikasi penggunaan Token PIN Mandiri serta ikuti buku 

pctunjuk penggunaan yang terdapat di dalam box Token PIN Mandiri tersebut 

3. Pertindungan Hukum Terhadap Nasabah Bilamana Terjadi 

Scogketa Antanl Nasa bah dan Bank 

Selain perlindungan terhadap nasabah yang menjadi prioritas, dalam 

tulisan ini juga membahas mengenai bagairnana kewajiban bank dalam 

menyelenggarakan sistem layanan internet banking yang aman serta 

bagaimana kewajiban bank untuk memberikan transparansi produk sehlngga 

memberik:an infonnasi yang memadai mengena1 resiko pada penggunaan 
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layanan internet banking. 

Guna meminimalkan resiko reputasi dan resiko huk:wn yang mungkin 

terjadi pada bank, bank Indonesia Ielah ruengeluarkan peraturan yang intinya 

member1akukan mekanisme standar penanganan pengaduan nasabah oleh 

setiap bank. Deogan adanya penyelesaian pangaduan nasabah diharapkan 

tidak terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya. 

Bilamana ada pengaduan dari nasabah terhadap pelayanan dari hank, 

maka hal yang pertama kali dilaknkan adalah dengan mencari penye!esaian 

yang tidak merugikan alah satu pihak, bisa Juga dengan ja!an berdamai. 

Apabila pengaduan dari nasabah tersebut tidak terselesaikan maka akan 

tercipta sengketa. Dan jika dengan jalan mediasi tersebut letap tidak dapat 

ditempuh dan memperoleh basil akhir, maka nasabah dapat mengajnkan 

gugatan terhadap bank atas pengaduan tersebut. Untnk meningkatkan 

perHndungan nasabah dari proses penyelesaian sengketa yang ber1arut-larut 

Bank Indonesia Mengeluarkan suatu Peratura_n. yaitu Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/5/PBl/2006 Tentang Mediasi Perbankan sebagai altematif 

penyelesaian sengketa dan rekomendasi . Peraturan tersebut pada intinya 

menentukan bahwa sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan 

tidak terpenuhlnya tuntutan finansial nasabah oleh bank daiam penyelesaian 

pengaduan nasabah dapat diupayakan pe!lyelesaian melalui mediasi 

perbankan. Mediasi perbankan yang saat lni dilaksanakan oleh Ba..'lk 

Indonesia. terbatas pada upaya membantu nasa bah dan bank antuk mcngkaj i 

ulang sengketa yang terjadi secara mendasar dalam rangka mempe-roleh 

kesepakatan. Dalam Pasal 9 PBI No. 8/5/PBI/2006 disebutkan bahv;a proses 

rnedi~si dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan brmk 

menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate) yang memuat: 

kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; 

dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan 

oleh Bank indonesia. kemudian bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian 

Madiasi yang Ielah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasa bah dan 
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bank. 

Sengketa tersebut haruslah sengketa yang memiliki nilai ltmtutan 

fmansial paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah). Kemudian 

ditentukan pula bahwa nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial 

yang diakibatkan oleh kerugian imateril. Terhadap ketentuan tersebut akan 

menimbulkan kesulitan dalam menjawab persoalan bilamana ada nasabah 

internet banking yang dananya tercuri dan yang terakumulasi melebihi Rp. 

500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) karena dapat saja nasabah ham 

mengetahui hal itu setelah seluruh dana dalarn rekeningnya terkuras habis. 

Dalam aturan iersebut ditentukan bahwa nasabah atau perwakilannya 

yang ingin mengajukan penyelesaian sengketa haruslah memenuhi syarat 

sebagai beriknt 

a) diajukan secara tertulis dan disertai dokumen yang memadai; 

b) pernah diajukan pengaduan terhadap bauk; 

c) sengketa terse but iioak dalam proses a tau telah diputus oleh badan 

arbitrase atau peradilan; 

d) merupakan sengketa keperdataan; 

e) sengketa tersebut bel urn pernah diproses dalam medias! 

perbankan; 

f) pengajuannya tidak melebihi 60 (enampuluh) hari kerja sejak surat 

pengaduan diajukan; 

bJla diielaah lebih lanjut maka ketentuan tersebut sangat bagus. tapj 

hila diperhatikan secara sendiri~sendiri maka ketentuan tersebut dapat saja 

merugikan nasabah k:hususnya dalam hal persyaratan yang menentukan bahwa 

sengketa yang diproses tidak seda.ng atau tidak diputus oleh badan arbritase 

atau peradilan. Disamping itu ketentuan persyaratan minimum Rp. 

500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) juga merugikan nasabah dimana nilai 

tersebut terlalu besar untuk nasabah tertentu. 

Selain perlindungan hukum yang kurang rnemada..i dalam mediasi 

perbankan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pedindungan hukum 
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yang kurang memadai dalam hal penyelesaian sengketa khususnya dalam 

proses litigasi juga ditemui hal-hal sebagai berikut 

L alat Bukti, dimana bukti elektronik baru diakui dengan terbitnya 

Undang-undang No II Tahun 2008 Tentang lnfonnasi dan 

Transaksi Elektronik; 

2. beban Pembuktian, dalam hokum acara perdata herlaku ketentuan 

bahwa barang siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus 

membuktikan. Hal tersebut dipertegas dalam peljanjian internet 

banking dimana nasabah dh.vajibkan membuktikan dalilnya. 

3. yuridiksi yang berlaku; sangat menyulitkan jika pelaku bukan 

WNJ; 

4. kompatensi peradilan yang berhak mengadili perkara tersebut. 

Tentang masalah transaksi elektronik dalam ketentuan Undang-undang 

No. 11 Tahun 2008 tenlang lnformasi dan Transakasi elektronik dijelaskan 

bahwa jika terjadi sengketa maka maka dapat mengajukan gugatan terhadap 

pihak yang menyelenggarakan transaksi elektronik dalam hal terjadi kerugian, 

dimana gugatan diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku-" Dan dalam hal terjadi sengketa tersebut dalam ketentuan Undang­

undang diatas pengguna atau penyelenggara elektronik dapat menyelesaikan 

sengketa melalui arbitrase atau lemhaga penyelesaian sengketa alternatif 

lainnya. Jadi dalam ketentuan undang-undang ini masyarakat haik pengguna 

atau penyelenggara )ayanan internet banking diberi kebebasan dalam hal 

menyelesaikan sengketa akibat a.danya transaksi elektronik datam dunia 

perbankan. Sndangkan dalam ketentuan pasal 18 disebutkan bahwa para pihak 

dapat menentukan sendiri forum pengadilan. arbitrase dan lembaga 

penyelesaian sengketn yang timbul dnri transaksi elektronik. 

71 Indonesia 3, Undang~undang No 11 Tahun 2008, Undang~undang Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. LN Ta.ltun 2008 No" 58, TLN :.fo.4843. pasal 8. 
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B.3. Pertanggungjawaban Bank Menurut Ketentuan Undang~undang 

Setiap kesa!ahan transaksi balk yang dilakukan oleh bank atau nasaban 

selalu menimbulkan permasalahan hukum khususnya berkaitan dengan 

tanggung jawab Bank terhadap nasabah baik sebagai para piliak da!am 

perjanjian rnaupun sebagai konsumen pengguna 1ayanan internet banking. 

Dalam hal ini persoalan tanggungja=b belum sepenuhnya dapat diselesaikan 

dengan baik. Salah satu contohnya adalah kesalahan bank dalam memasukan 

nama nasabah yang melakukan transaksi atau kesalahan k!ik nasabah pada 

komputernya, dimana masih sedikit upaya hukum yang dapat dilukukan 

terhadap permasa!ahan tersebut. 

Di samping itu, terdapat juga kejahatan-kejahatan perbankan yang 

dilukukan oleh pihak ke tiga dimana piliak ke tiga tersebut memanfaatkan 

kelebihan yang dimiliki media komunikasi internet dimana kejahatan tersebut 

disebut !..ybercrime yang meliputi type site, Keyloggerlkeystrokelogger, 

Sniffing) Brute farce attacking~ web defice, email spamming~ Demal of service 

dan virus. 

Dengan adanya hal-hak yang ditemngkan dalam alinea di atas, maka 

sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang bertanggungjawab jika 

hal·halwrsebut di atas tetiadi. 

Pertanggungja=ban secara hukum jika terjadi masalah dalam 

penggunaan pelayanan internet banking sangat diperlukan, hal tersebut berguna 

untuk melindungi pihak pemberi iayanan internet banking atau bank dan pihak 

pengguna Iayanan internet banking atau nasabah. Pertanggungjawaban secara 

hukum jika terjadi kerugian bagi nasabeh akibat kesalahan adalah suatu hal 

yang tidak mudah untuk dilal<.ukan, apalagi banyak pihak yang terlibat didalam 

mata rantai dalam hal pela.yanan internet banking. Yang menjadi hal utama 

dalarn pertanggungjawaban ini adalah siapakah diantara pihak-pihak tersebut 

yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian. 
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Selanjutnya diantara para pihak yang terlibat dalam layanan internet 

banking, maka dalam hal ini pihak bank yang paling banyak dimungkinkan 

dimintai pertanggungjawaban dalam layanan internet banking, hal tersebut 

dibuktikan dengan: 

l. pihak bank adalah pihak penyedia layanan internet banking 

dan segala jenis prosednr atau cara penggonaan dan pemakaian 

layanan ini; 

2. bahwa pihak bank adalah penaoggung jawab selnruh lransaksi 

yang ada dalam layanan yang diberikan; 

3. bahwa pihak bank adalab pihak penanggungja.,..ab keamanan 

dan segaia sesuatu yang berkaitan dengan internet bankmg 

yang merupekan suatu produk yang ditawarkan. 

Bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban didasarkan kepada sejauh 

mana konlrak atau pe~anjian yang dibuat antara pihak nasabah dan pihak bank, 

di samping itu sejauh mana juga ketentuan undang-undallg melindungi nasabah 

ataupun pihak bank sendiri, karena dalam hukum perdata dinyatakan bahwa 

siapa yang mendalilkan dialah yang rnernbuktikan. 

Bahwa jik:a terjadi suatu kesalaban dalam transaksi perbankan rnelalui 

internet banking. atas kerugian materil yang dideritanya dalam mekanisme 

internet banking, nasabah bank pengguna interne/ banking dapat mengajukan 

suatu tuntutan rnaupun meminta pertanggungjawaban dari pihak bank maupun 

pihak ke tiga, bardasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdota, Undang­

Undang Perbaukan Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang 

Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang No. ll Tahun 

2008 tentang infonnasi dan transaksi elektronik. Permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan kesalahan suatu transaksi J1'ng dilakukan oleh layanan 

internet banking dapat diselesaikan melalui pertanggungjawaban sebagai 

berikut: 

Universitas Indonesia 

' ' ' 

Perlindungan Hukum..., Istalana Ramadhini, FH UI, 2009



74 

1. Apabi1a kerugian materi1 yang diderita oleh nasabah bank 

pengguna internet banking teisebut diakibatkan o1eh karena 

kesalahan dari nasabah hank pengguna internet banking itu 

sendiri, maka nasabah bank pengguna internet banking tidak 

dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank karena kesa1ahan 

tersebut dilakukan o1eh nasabah hank pengguna internet 

banking sendiri, dan berarti pihak bank tidak rne1akukan 

wanprestasi kepada nasabah bank pengguna internet banking 

tersebut 

2. Seba1iknya, apabi1a temyata kerugian materiil yang diderita oleh 

nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh 

kerena kesalahan dari pihak bank. maka pihak hank harus 

memenuhJ tuntutan nasabah bank pengguna internet banking 

tersebut serla bertanggungjawab untuk memberikan ganti 

kerugian sesuai -Jcngan kerugian yang telah diderita oleh 

nasabah hank pengguna internet banking. Karena piliak bank 

telah me1akukan wanprestasi kepada nasabah bank pengguna 

internet banking. 

3. Jika kerugian materiil yang diderita o1eb nasabah bank 

pengguna internet banking temyata disebabkan karena 

perbuatan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang bersalah itu 

harus memenuhi tuntutan serta bertanggung jawab kepada 

nasabah bank pengguna internet banking tersebut, atas dasar 

perbuatan melawan hukum (pasa1 1365 KUHPerdata). 

Selain pertanggungjawaban di atas, dalam ketentuan Undang"undang 

No. 11 Tahun 2008 pasal 15 Tentang lnformasi dan Transaksi Elaktronik 

disebutkan hahwa setiap penyelenggara sistem elekironik hams 

menyelenggarakan sistern elektronik secara andal dan aman serta bertanggung 

jawab terbadap beroperasinya sistem elektronik sebegairruma mestinya. 
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Dari penjelasan pasal di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem 

elektronik harus aman dan andal serta penyelenggara bertanggung jawab 

terhadap beroparasinya sistem elektronik Jika kita telaab lebih dalam tentang 

ketentuan diatas, maka jika suatu transaksi tidak dapat harjalan sebagaimana 

mestinya atau jika terjadi kesalahan transaksi yang dialubatkan suatu sistem 

operasi dari elektronik pefbanlum maka dalam hal ini jika teljadi kesalahan. 

yang bertanggung jawab adalah pihak baak selaku penyelenggara layanan 

internet banking. 

Sehubungan dengan masih mudanya usia perkernbangan internet 

banking, tetapi telah makin bemafsunya pihak bisnis untuk memanfaatkannya, 

sudah sepantasnya bila tllnggung jawab pengguna dan perlindungan nasabah 

dipertimhangkan juga Jangan hanya mencari kambing hitam peda suatu 

pennasalahan, karena pada akhimya nasa bah juga yang selalu menerima akibat 

buruknya Dan pada akhimya dapat diketahui betapa pentingnya pembentukan 

suatu ketentuan bukum yang secara khusus mcngatur tentang internet banking, 

agar tercipta suatu perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna internet 

banking di kemudian harinya. 

Contob Kasus Antara Nasa bah dan Bank Mandiri 

Berdasarkan penelitian dilakukan o!eh penu!is, P.ada umumnya kasus 

yang berkaitan dengan layanan internet banking bank Mandiri hanyak yang 

membuat nasabah pengguna layanan tersebut kesal dan komplain mengenai 

layanan tersebut. Karena ketentuan yang mengatur masalah iniernet banking 

masih terbatas. Beberapa kasus dibav .. ah ini akan menunjukan sejauh mana 

permasalahan yang teljadi dan penyelesaianya bagi pennasalahan yang 

di!akukan bank Mandiri. 
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KasusKe-1 

Tn. Arif adalah nasabah bank Mandiri dan selllma kurang lebib 2 tahun 

menggunakan fasilitas internet bankingnya. Selama ini tmnsaksi berjalan baik, 

seiring dengun fitur dan sekuriti web yang terus bartambah pada web bank 

Mandiri. Pada saat nasabah melakukan transaksi internet banking Mandiri 

seriag sekali terjadi gangguan dalam proses transaksi, seperti "transaksi tidak 

dapat diproses, tanggnl lahir salah". Keeil kemungkinan apabila nasabah 

sampai lupa tanggal lahimya. Selain itu pesan kesalahan tersebut hanya muncul 

pada jam-jam tertentu (anlara pukul 00:00:00 WlB sampai pukul 08:00:00 

Will). Nasabah baranggapan bahwa ini hanyalah masalah dalam pemrograman 

web atau sebah lainnya, seperti web bank Mandiri sebenamya tidak online 24 

jam pada database kartu kredit Mandiriaya Tn Arif disarankan ke kantor 

cabang terdekat, 

Dati kasus di atas, kita dapat membuat suatu analisa bahwa atas 

kesalahan program kadangkala memang diluar kehendak manusia tetapi dalam 

hal ini dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa bank Mandiri telah 

menggunakan program International internet Standard Security SSL 3"0 

dengan sistem enkripsi 128-bit,73 yakni suatu sistem pengacak informasi yang 

diklaim merupakan yang tercanggih saat ini~ sehingga informasi pnbadi dan 

keuangan nasabah tidak dapat terbaca ketika meJalui jaringan internet Dengan 

demikian dalarn hal ini secara tidak !angsung karena kejadian dalam kasus 

diatas bank Mandiri telah memberikan suatu informasi yang ml!nyesatkan dan 

dalam hal ini bank Mandiri telah melanggar peljanjian yang dibuat dengan 

nasabah, Dimana dalam kewajiban peljanjian disebutkan bahwa bank 

menerima dan berkewajiban menjalankan setiap perlntah dari nasabah 

73 Arsyad Sanusi , op. cit., hal 483. SSL singkalan darJ Secure Seeker Layer: merupakan 
sebuah protocol yang dirancang oleh Nestcape Communications untuk memungkinkan dHakukannya 
enkripsi dan pengabsahan terhadap komunikasi-komunikasi yang dilak-ukan melaJui internet. SSL ini 
sebagian besar digunakan (namun tidak secara eksklusif) di dalam kornunikasi yang terjadi antara web 
bowser dengan web server 
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pengguna sebagai perintah yang sah berdasarkan penggunaan user ID dan PIN. 

Selain itu dalam ketentuan Undang-undang No. l1 Tahun 2008 disebutkan 

bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem 

elektwnik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperaslnya sistem elektronik sebegaimana mestinya 

KasusKe-2 

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa untuk bertransaksi di 

internet banking Mandiri, dibutubkan sebuah Token. Ada seorang nasabe!J 

yang sudah cukup lama menunggu Token yang diberikan bank Mandiri, yaitu 

sebuah alat untuk menggunakan internet banking, namun nasabah tersebut 

belum juga mendapakan Token tersebut. Akhimya nasabah rersebut 

mendapatkan Token di salah satu cabang Mandiri yang ada di Jakarta. bank 

Mandiri memberikan sebuah alasan bahwa ada kerid8la dcngan vendor 

panyedia Token. Narnun setelah Token dipe!Oieh, nasabah kerap kali 

mengalami kesulitan, hal ini karena Token sering terblokir dengan alasan yang 

kurang jelas bagj nasabah tersebut Ktonologisnya. s.eliap akan transfer. maka 

interne/ banking akan memberikan challenge code yang sebenamya adaJah 

nomor rekening tujuan, Selanjutnya challange code tersebut dirnasukkan ke 

dalam Token untuk mendapatkan nomor konfirmasinya" Seharusnya proses 

internet banking dapat berjalan dengan lancaL Namun proses tersebut justru 

tidak dapat berjalan iancar, waJaupun nasabah sudah memasukkan nomor 

konfinnasi berdasarkan challange code yang diberikan, temyata hal tersebut 

masih dianggap salah. Dan sekali salah, maka jika dicoba lagi berikutnya 

tetap saja dianggap salah. Dan setelah 3 kali dicoba, maka token akan 

diblokir. Transaksi tidak dapat dilakukan lagi.Ternyata untuk sekedar 

membuka blokir ternebut, tidak dapat dilakukan melalui layanan Call Mandiri 

14000. melainkan harus datang ke customer service yang setiap antri 

setidaknya membutuhkan waktu paling sedikit setengah jam. Dan temyata 
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untuk sekedar komplain tentang Token terblokir saja, tidak semua customer 

service paham. Nasabah berasumsi bahwa mungkin tidak ada SOP tentang 

troubleshooting. Akhirnya nasabah tersebut berhasil menemukan sebuah 

solusi yang diperoleh dari kantor cabang ditempat ia membuka rekening 

Mandiri. Dan menurut keterangan nya, temyata proses untuk membuka blokir 

Token tidak terlalu rumit, sehingga menjadi suatu pertanyaan bagi nasabah, 

mengapa jika prosesnya tidak terlalu nunit nasabah tersebut harus mengalami 

kesulitan dan membuang \vaktu hanya untuk mencari solusi atas masalah 

mengenai Token yang dialarninya. 

Seperti dalam kasus yang pertama, dalam kasus yang kedua ini bank 

Mandiri juga melanggar apa yang menjadi ketentuan dalam syarat perjanjian 

antara 2 pihak dimana dalam kasus ini nasabah sudah menda:petkan Token dan 

sudah pula dialrtivasi tetapi akibat kesalaban atau akibal dari keluhan yang 

tidak didengar mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Dengan demikian 

pihak bank telah wanprestasi dan melanggat kerentuan dalam KUK Perdata 

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugilln bagi nasabah yang 

bersangkutan. 
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Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penulisan tesis ini anlara lain 

adalah: 

I. Bahwa Hak dan Kewajiban dalam internet banking timbul akibat adanya 

perjanjian antaia pihak bank dan pihak nasabah pengguna layanan internet 

banking. Hak dan kewajiban tersebut meliputi: 

Hak dari nasabah bank adalah : 

a. nasabah pengguna electronic banking dapat menggunakan layanan 

interne/ banking Mandiri. 

b. setiap perintah yang telah disetujui oleb nasabah yang tersimpan pada 

pusat data bank yang benar. 

c. nasahah pcngguna memiliki kesempatan untuk memeriksa kemb""li 

dan atau membatalkan data yang telah diisi. 

d. bank menerima dan menjalankan setiap perintah dati nasabah. 

kewajiban nasahah, yaitu: 

a. perniHk rekening berkewajlban untuk rnenyerahk:an kepada ·hank 

Mandiri satu atau lebih contoh tandatangannya; 

b. apabila pemilik rekening masih berhutang atau mempunyai kewajiban 

lainnya kepada bank yang timbo! berdasarkan apapun juga, bank 

berhak dengan lni memberi kuasa oleh pemilik rekening untuk 

mendebit rekening nasabah dan menggunakannya untuk pembayaran 

kembali alas setiap jum.Iah uang yang setiap waktu terhutang kepada 

bank; 

c. apabila dana yang tersedia dalam rekening tidak adaltidak cnkup, 

maka atas pennintaan pertama dari bank, pemilik rekening mjib 

menyetor kepeda bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh bank. 
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d. pemilik rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada 

bank dengan disertai dokumen pendukung yang sab jika terjadi 

perubaban data pemilik rekening. 

Kewajiban Bank dalam hal pelaksanaan kegiatan perbankan dengan 

menggunakan internet banking yaitu: 

a. setiap perintah yang telah disetujui dari nasahah pengguna yang 

tersimpen pada pusat data bank merupekan data yang benar yang 

diterima sebagai bukti perintah transaksi; 

b. bank menerirna dan berkewajiban menjalllnkan setiap perintah dari 

nasabah; 

c. bank berkewajiban menjaga kerahasiaan nasababnya sesuai dengan 

prosedur peraturan. 

Hak Bank adalah: 

a. bank berbak untuk tidak melaksanakan pennia.~ dari nasabah 

pengguna layanan internet banking; 

b. bank berhak rnenghentikan layanan internet banking dalam hal terjadi 

pembaharuan sist~m atau data; 
. 

e:· bank berhak mengubah syarat mengenai iayanan internet banking 

dengan disarnpeikan terlebih dahulu kepada pengguna dengan eara 

apapun; 

d. bank berhak mengubah limit transaksi internet bankmg; 

e. bank dapat menghentikan akses layanan internet banking atas 

permintaan nasabah atau hila terjadi kesalahan; 

f. bank btrrhak menutup rekening nasabah pengguna layanan internet 

banking; 

g. bank berhak menerima pembayaran darl kewajiban nasabah~ 

h. bank berhak melaksanakan perintah pejabat./instansi atau lembaga 

yang berwenang; 
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2. Babwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam layanau internet 

banking adalah: 

a. perlindungan terhadap data pribadi nasabah; 

b. perlindungan hukum dalam manajemen resiko dan transpararu;i 

produk bank; 

c. perlindungan dalam hal teljadi sengketa yaitu dengan 

pengajuan gugatan atau proses mediasi perbankan 

Sedangkan pertanggungjawahan perbankan dalam layanan internet banking 

jika teljadi kesalahan/permasalahan adalab: 

a Apebila kerugian materil yang diderita oleh nasahah bank 

pengguna internet banking tersebut diakibatkan oleh karena 

kesalaban dari nasabab bank pengguna internet banking itu 

sendiri, maka nasabah bank pengJUIIa internet banking tidak 

dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank karena 

kesalaban tersebut dilakukan oleh nasabah bank pengguna 

internet banking sendiri, dan berarti pihak bank tidak 

melakukan wanprestasi kepeda nasabah bank pengguna 

internet banking tes.ebut 

b. Sebaliknya, apabila temyata kerugian materiil yang diderita 

oleh nasabah bank pengguna interne! banking diakibatkan oleh 

karena kesalahan deri pihak hank, maka pihak bank harus 

memenuhi tuntutan nasabah bank pengguna internet banking 

tersebut serta bertanggungjawab untuk memberikan ganti 

kerugian sesuai dengan kerugian yang telah diderita olen 

nasabah bank pengguna internet banking. Karena pihak bank 

telah melakukan wanprestasi kepada nasabah bank pengguna 

internet banking, 
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c. Jika kerugian materiil yang diderita oleh nasahah bank 

pengguna internet banking temyata disebabkan karena 

perbuatan pibak ketiga, maka pibak ketiga yang bersalah itu 

barus memenuhi tuntutan serta bertanggung jawab kepada 

nasabab bank pengguna internet banking tersebut, atas dasar 

perbuatan melawan hukum (pasal!365 KUHPerdata). 

Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 pesa115 bahwa jika suatu 

transaksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya atau jika terjadi 

kesalahan transaksi yang diakibatkan suatu sisrom operasi dari elnktronik 

perbankan maka dalam hal ini jika terjadi kesalahan yang bertanggung jawab 

adalah pihak bank selaku penyelenggara layarum internet banking. 

B. Saran 

1. Bahwa aturan atau ketentuan dalam pelaksanaa!l internet banking 

hams dipeijeias mengingat dengan perkembangan teknologi yang 

sedimikian rupe agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi suatu 

kesolahan bail< yang diakibatkan oleh pibak penyelenggara layanan 

internet banking ataupun pihak nasabah yaitu pengguna internet 

banking 

2. Untuk permasalaban pertanggungjawaban hnkum bank harus diatur 

lebih rinci dengan suatu aturan yang khusus siapa-siapa yang harus 

bertanggungjawab jika terjadi kesalahan dalam suatu transaksi. 
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Lompiran 
WAWANCARA 

l. Bagaimana pelaksanaan dari pelayanan internet banking yang diberikan oleh bank 
Mandiri kcpada nasabahnya 'l 

Jawaban: 
Karyawan bank Mandiri memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah kami~ 
tennasuk dalam pelayanan internet banking. Kami senantiasa memberikart 
panduan dalam memulai aplikasi penggunaan internet banking sampai membantu 
nasabah apabi1a mereka mengalami kesuhtan dan perrnasalahan dalam 
peoggunaan internet banking Mandiri. 

2. Kcsulitan apa yang biasanya dialami oleh nasabah dalam penggunaan internet 
banking? 

Jawaban: 
Hampir semua nasabah internet banking mengalarni kesulitan mengenai aplikasi 
internet banking dengan menggunakan alat yang disehut Token. 

3. Apa yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam penggunaan internet 
banking dengan menggunakan Token ? Seharusnya, dengan adanya Token 
tersebut kegiatan perbankan akan iebih muah dilakukao oJeh nasabah. 

Jawaban: 
Token memang dirancang sebagai alat untuk digunakan dalam pelaksanaan 
internet banking agar mempennudah nasabah bank Mandiri dalam melakukan 
transaksi perbankan dengan menggunakan intemtet banking, akan tetapi yang 
menjadi kesulitan nasabah yaitu mengenai PIN dinamis, karena kerap kali" 
nasabah lupa deogan PIN yang mereka miliki. Setiap suatu tnlnSaksi perbankan 
yang dilakukan nasabah berhasil, maka untuk transaksi berikutnya di waktu yang 
berbeda, maka PIN akan berubah secara o!nmatis, yang biasa discbut dengan PIN 
diruunis. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil terjadinya suatu kejahatan 
;!eagan mclibatkan pihak ketiga yang akan merugikan nasabah tesrsebut. Dalam 
hal PIN dinamis yang bcrubah seeani; otomatis, nasabah mengalami kesulitan 
mengingat PIN yang terns berubah. 

---
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4. Bagairnana dengan solusi yang diberik:an pihak bank Mandiri atas hal terse but ? 

Jawaban: 
Nasabah dapat mengajukan PIN tetap, sehingga nasabah akan lebih mudah 
mengingat PIN dari Token yang dimilikinya. Akan tetapi bila llt!Sllbah 
mengajukan PIN tetap. tllaka nasabah barus mengisi fonnulir persetujuan 
mengcnai PIN tetap tesebut, 

5. Bagaimana tent.ang perlindungan terhadap nasabah oleh bank Mandiri. apabila 
terjadi suatu pcnnasa.lahan dalam penggunaan internet banking Mandiri ? 

Jawahan: 
Kami seiaku pihak bank Mandiri ak:an membantu nasabah Wltuk mencari jalan 
keluar yang terbaik. Narnun apabi\a kesa!ahan yang menyebabkan nasahah 
tersebut mengalami kerugian dan hal tersebut terbukti disebabkan oleh nasabah 
itu sendiri, rnaka kami hanya bisa membantu nasabab sebatas kemampuan dan 
kewenangan kami saja. Dan apabila pihak bank Mandiri yang menyebabkan 
nasabah mcnga1ami kerugian, maka hal tersebut akan diselesaikan secara baik­
baik antara nasabah dengan bank Mandiri. 
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1u: FELAPORAN KEf'AOA SANK INDONeSIA 

Sehub<.mgan deng;m kewajiban ban~ 1.mlul<. men!{amp~i­

Kan lapcoran2 !UJpada Sank lndoneslil :.ebaga'm;ma diu:napkan 

Oa!am Pasn! S Suml !i:Qpvtutan ub, d:apat dije!askM• hal2 Sbb.: 

1. Kewnj'utn p~oyampal;.m lapotiin tsb \'lellaku bagi bank y~ng 

rner,y,_:.,roqllJ!lfaio;ar; TSl s'.!nd:~; 1Till\Jplll\ yang mengg:.mak:m 

jasn H•l pihak lain. 
2. l.1por~n2 dimaksud cisamp4ikan dengan meng11un~kan icrmt-<"­

l·r loiun TSI lter!ampirL 
3. s~Ji wnr. yang rnernilik1 lebih d~•> ~atu pus-a! TSt j:rengi,;OJn 

lonnvTir !Sb dilakuk;ul unlulo; ~"''"~' )'V$."lt TSI Y.:\Oij O~gunakan 

uleh hank. bllll: y~ng bmada di lndone&lil rt1i1Uf'<.ll"l di 1\t~r 

lndeMsia. 
4. Pur.yampaianls)Xln::nl 1sb kap3da lluni< lnderw.~·~ ditVjuklon ke 

J!amat: 

"" 

"" L:r1.1.1<1n Peng<:>W1!San Bar;l< Umvm J, IL Jll iltau Urusan 
Peng~wasan8ank Pll<kredilan fl;,kyat, JL M.H. Thamtit">No. 

2, Jd;;1rtn 100 l 0 suu~i der,gan U!Usn<> vang mcO"!!)awasi 

bUr>\ ybs., unt<.llo: bJnk yang barkedudui<an di ,;,iluy~h kerjil 

Uanl<. lndgnes•a J~lta'la: 

Tcknok>9i Sislllm 1nfwm115• bank Saud1!fd. 

2. Ol!n;)af'l bm'~~Un'/a St..r:H Edllt.a<> ini maka Sural Edanm 6om:O: 

lndo~ia Nn. 23116/SP?P tgL 2!1 Februlri l!Hll tent;:n·.g 

Pango!ahan O~t~ tlck::~nis oleh Sanl<, dic~iw• ;J,,r. 

ki!l\ !ldiik ~rl~'k!J I~Gi. 
Oem•O:i;m ngar Saudara ffiiikl<.~m. 

ttd. 

DlREKSl 
BANK nmom.:s:::A 

ttd. 

Hertdroburliyanto. "Hnn: Soeprapt:.omo 

I l 

PEIUGG~:\IAAN TEKNOLOGI SISTEM li\IF~RMASI OLE!! BANK 
(Surl".t KepUtll$<'~1 Direksi F,ank Indonesia 1\!o. 271164/KE-P/OTR tgl. 31 Maret19SSJ 

O!REKS! SANK !NOCNESIA, 

Memmbang: 
a bahwa penggvn~an l!::kno!ogl sisl~m informa;;i diperlukl!!n 

umulo; men:ngk~tkan elektiv11as dan o!is1er.<;i cl»larn pelaks~ 
naMiugn dan poelay~nan b<~nk kep;~d~ <nalya!akat. rwmun ((< 

slsl !~in mcngandur," nst~<> van;, C~pat merugi\um kepen­
ting.ln m~~yu<~kOI< dan b;;;·::,, 

b.. btilhwa unluk mer;eegah kem~~ngkit~an !imbi.Jiflya risi~o yM19 
dla'klrn<!kan o!oh pclaks.anaan tt!kno'<>gi s1J>tem infOHnasi 
dimaksud, pitlu c:upaya!\.:~r; langk~h langkah pel"\gam.anan: 

<. bahwll ffiilnajcmcll hank. bartarl{l\JU<!!l :awab ,mtiJk roct~elap­
k.an kebijaks~r,<:an uengaw:asan dan peng.;marMn !okno•cgi 
sisl~m info>mllsi dengM< mompethlllHwl!i a-lrur~si. knben:tlan, 
kete1~pan waktu dnn k<.;·rah~tiaan inlnrnasi; 

d. balw•~ bert-ut:lung <Jeng11'"' :1u, O<ram:an::; periu unh.:l< mcn~­
H!Jlkoll ketentuao ltmtans peoggur;am> wknok\s! sistllm 
iofmmasi eleh !li!n'k dalam SutJI Kl!puiU$an Olrehi Bar\ 

lndc-.'1~51~. 

Menginglll : 
l. lJntlang·undang ~~cmcr 13 tahun 1966 (JJN No. 1 "123 

hat.SA-1441 tentang Bank Scn11a1 \lernbanm NeyarJ "T<~hl.ln 

1965 Momor 63, hmhahan Lembaqn Neg~ra NQmor ?865); 
2. Und/ng·undang 1':1 ,...tlr 7 Tahur. 1992 {BN !hJ. 5240 hill. 18· 

708 dst.J tel\tang ;-,.-b~nkan !Lcmbaran Ne9ar~ 1ahun t992 
Nom;)( 31, T~rnbah<tr, lembl!ran Nrgarm Nomor 3472); 

3, Pcraturan PQm~ri...,l.)h Nomor 1(1 T;thun 1992 1811 MI. 5329 
h11!.. 28-78} tmt~n;; s~n!< Umum !lembar<'lr. Neg~~a l<~hur< 

199.2 Nornor 11 :·, "!'Jmbah.:!n U!mbar.an Nngara Nomor 
3503); 

4. Pef<lluran Pemerinr .. i> N'nn-;or 71 lahul\ 1992 (8N No. 5329 
hM.JH-108) wnang T»::nk f'tfkrelf.tan flailyat !lembaran 
Negara Tat.un 19~2 Nomcr ll B, T,m>bahiln lemb;~un Neqara 

MEMUTUSKAN: 

SUilAT .<tPUTVSAN OlilEX$1 BANK !NOCNEf;IA fENT!\NG 

f'ENGGIJNAAN TEKNOLOGI SlSTEM !NFORMASl OL~H BA.~-' 

Plio~! l 
Yang dimaks<.~d dal~m Svra1 K~putusan Jr;; de:~gar; ; 

l. Sank adalah Bank Umum ~~~u Bank PNk•cdltan ."'akya{ seba· 
g~irnam;: dirnaksud datarn Undiln;~"undar.;} Nem~;:r 7 T.1hun 
1992 temarog Pe:h:.!nl-:an: 

2. Tekf!Qiagl Si5!~m II'>IM!Till$o ad~lah sua~u sist·:rn pengo:>laha" 
{fat~ lteuanQlln dan pe!ayannn ill.!;<~ pmbankan ~ecara nlektro­
nis denqan mcng9unnkan $a<~na k¢m.~u\et, '""~kom<"lika!li 

dan sarar<a elak.tron;s J.;,lnnyn; 
3. Ois~swr & Recovery Plan t~dali!h sua\\1 rencana penanggu· 

Iangan yang 1cl11h lcruji unluk menjarn;n kclarv;;tvngan ~eglat­
an us;~tvll Sank (!;,., pemvhh~nny~ ~pabl!a terj..," gan;:muan 
~tau benean~ lethadap Tekr!ologi Sisterr; !nfotrna~; 

P~nl2 

:1! fl<~n~ dap~\ mer;yr;lef'<Jg~ralum Tekrw•cd Si~tQm lnfoul"<asi 
sendi•i ut<m menggun~ko11 jJSU p!hak la:n dl dali'll negeri. 

{2) 811!;1 kan\Qr ca~zmg dad s,:m~ y,:;ng ~~ .. <w p~s.atr.ya berke· 
dudukan di lndonusill jlilng teroperasi dllu~r negeri tunduit 
p~da ketnntvan ~ya1 i1) dengarl metl',.:-~11ikan I<Utenluan 
VU"I!I bl!th>krJ d! mg11ra setcmpal. 

131 l';husus baiji kan\or cabany dari Bank ,~.,. ;,Nkedudukao di 
Ivai neged diptrkenanklln mMgguna!t:m ji<S~ pih.ak lain dl: 
lu~r fl!lgeli dangarl sy~r:n. 
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PJ 

'" TeknoiQQi Sistem !nfarmasl ternbut di!akukan ohm kantor 
flr.nk van9 :sama atau lte!om;wk perusaholan dari Bao;ic 

di::uaksud; 

\!, ta'(ap mempw!v~tikaro ke<Jhi!.'Haa.ro a~nl!:; 
~- tida\1, !":l'l:fl9ilaOggu tlekti<IIB~ dan efisi<msi ~dminisltlisi 

kantor San!;. yangbt:IS<m!Jku~en. 

P.1s~l 3 
OaliVll menye!en"gna;Q~M Telt'lOio{li Siotem lnlonnasi s<l!t.· 
if,,i. manajemen Sank wajit: : 
•· mo::-~.<J<apkan pengendah~n ma.nlljerr.l!n yang mcl:p~>li 

petencar,;,;on, ;:>er.et~pan kctli)akunnn, sl.i!ndar dJn 
prose:tur. t<l'na prg~nls;~~i dan P<U$on~li~; 

b. me•a .. ~~~kan fvnosi 11udit inHHn Teknotogi S<Stem ln1o;­
ma5L dellllill'i n->empertM!Ik;m kepatuhan telhi!da!l ket!m· 
wan yang berJakOJ, 

68 

,... '0'. ' 
-· '_ - -l<>lam mMggun~kan si&~em dan aplika,r Teknol~;~gi Sis.wm 
·:J).P" 'tnlcrm~si.man~jemon Aa"lt wnjib ~ 

memilki sislem 1\c-ntro! terh~d<~p sistern <lao apli~6si 
tersebul yanf; mn<>eak.up 11engadaan, peng..rnbangan, 
pnnoopera,.ian dan pemehh~.-aannya: 

<\ menwapkan prin•~P·pr;,:.sip t;ith.--m pet.gi!Wlll;an dan 
peno;Jmanan lerhadap penggunaan ~iste.rn dan aplikasi 
y;mg """'n9anG\.!t\Q rit~iko tmggi, khusu~nya y11ng 
monyangko.rt teknologl databa~e. kom.rn,~u::r mfk:O. dan 
:.~.n<.mikali data: 
rr>«""~li'iki OiraMI!r & Re;::JWerv Plan yang svdah I.,Juji d<:ln 

Pasal4 
t 11 Oa:am !'lal 80nk ;n~ny;uahkilll" fl'.'!n'f'Jicngg~ra:w Yelv">oh::gi 

Sistem lr>lormat! l;epada pihak lain, Rank wajib ~ 
a. memasti;.,~n !Mhwa ketentuan-ketentuan yaru;t t~wang 

da)om f>csa! 3 dipem:hi oleh pihak petiye!onggara jaroa 
ToknO:w;< Slstam lr!lmmasi;, 

b. m:nge<~aluasi keh~ndaliln pih;ok panyelen~:~g;lf~ jaJ;a 
Teknok>gi Sist~m lnformasi, bail<. yang mel"lyangko! 
per~ngl:at Uras, peranskat lul'«!k. mat~p,.n k<mdisi J>t<U· 
sahaan !1al~m rnooyedtakan j,uar;ya; 

e. mernt<u~1 pet)~;~njian tenulis yang amwra loin memu~t : 
l. terjaminnya •aha$fa ~'link Qan keama.~an •nfot" 

masi; 
1i. \eHo;Q\~ny'l inlormasi untuk keperlt~an pemwdk­

~~~~111; 
1ii. audit dapM dilakukan oleli 8anlt !ndnnesi« dan 

awu auditor :r•tem fekru;olog\ s·,5llml ln!otm<~5\ 
Sank \len atau .>uditor ekstem ya~~g ditun)llk: 

;.,, had au.!i! TcknOIOgi Sistcrn lnforma5i baik yang 
dilakukan oleh .ludi!or intern Bank alaupun audi· 
tor ekswm 1erhe.:;lap pU$a\ T~k®I<J\i Sislem. 
;r.lormMi dM ~p!".~asl yang d"19una1tan untvk 
:-:tampn:>Jes data Bank haw5 dlsampai~an 

kepada Bani< Jn<.fonesia mala!ui Biink Yill'lg b<lr· 
~angku.lan; 

v. pihak panye!.,n(lgara j!t~il Tcl;nofogl $!stern 
lnlormazl han•J mclaporkan se(!~p ki;JadJ~n yDng 
i<rilill- yang daP111 mer19akrbatka" kurugiijn ko· 
uangan d~n a!au menggang:gv kelal'\l:arar> OP<ll.l· 
siona! &nk: 

11i tersedia"'"" Oi~nstar & "eWII~rv PI~" yang !truji 
dan memada\; 

d. menyiirr>flijik;)n C¢py perj~fljian s<!bagaimana dimaksud 
pada ruruf c di <H3S keo~da Sa!"lk lndone~ia aelambat· 
lambatnva 1 (tujJhl Mti sete!ah perjanjian llil"nda­
tangani. 

~ (1agi Bank yang Ielah ,....cngguMkat'l )as~ Teknologi Sitlttl'l'l 
Inform as! pihak lair: sebe!lllll berlakvnya Svrat k:$pulusan ini 
dan belvm merm:nuhi .~etemuan tehJJgalmana di!l'oit~sul! 
p:adt llyat (I) hu.-uf e dan d, wajib rnenye!l.uaikan pe;janjil!n 
Yll"'l tebh dibllat dervJan ketcntcan drnaksvd S!:lamba~· 

·!amb.l\nya 6 (enamj bLfan setelah bef!akunya Sura\ l<e;:;u· 
tusa.-. ini 

vsines5 New$ 5697117·4·1 995 

Pasn! 5 " 

J 
I 

Sank wa~b roenyamp3rkah kep;;da &mk Indonesia 
dengMJ menggunakan fc-rmulir lsian lelmofogi Sili:Uirro lnlorma$1 : 
a_ lapor<~n ulang pany-tlengoaroan Taknolo[!i Si5tem lnfQrmasl, -

bagi Bank yang sudah rnen1)JNf'l:¥.kiln Toknologi Sl$1em !nfor. 
ma$1. ,;elambat-lamb~tn\'li 60 (en~m puh.lhl hari kalnnder 
s11tolah berl~kuny~ Svrlit Kepvtusan ini; 

b. lapQran rencDila TeknDiogi Sistem lnlormasi, b~gl B~nk yang 
akan menyelei"IQI!arakan Telvro!OI)i Sistem lnlormasi. $t<!am­
bat-lambatovll 60 (en11m putl.lh) hari kaferuler sebe!um Tek. 
nofng> Sisttm lnformasi tm~etul diopatil~ikan $eca.-a elektir-; 

c. l.!parar, setiap. rencana perubahan Tukno!ogi Sis1em lnfon:nas.i, 
ba')i Ba.nk yang <~\<,an mel~~;serli:lkarl pctub<lhan mendJsat 
terh~dap lwl\lig.u"as< dan pms.edvr pnngoP'.!rasian kom,outer, 
se1o~mbiH·Iambatnya GO t~nam pVll.lh) hari k.alt~der seb<Jium 
pmub~han UHsebvt dioper.o~ti~~;-. sec:a.a efek1if; 

d. lape1an re<1lita5; renc~na penyehmggaraan Teknok1gt Sisu~m 
1nforma::i sehaglliru~na Com~ksud pa<la hurul II auu weli~asi 
rene<~nil pervbahan rekroloy·, Siswm lnrorm.asi sebagaimana 
dimaksud.pao'a hu:uf c:, snlamba\-!ambauwa 30 W(la Pl.lluhl 
harr l(alcnder sera!ah •cncana dimaksud daakunakan: 

e l~p<:~rat1 atas s~tlap pr:nyalahgunl!.;m yan9 dilakc!tJ'l mellllwi 
Sllrijn.> TitknQl:>gi Si!nern lnlotmasi yang mongak1batkan 
timl:ulnya ltiHUQi~n keuan9an dan JliW meng')anggu kelan. 
cara:- npetJsion~l IbM. liel~mbaHamtlbtn;'a 1 llvj>.lhl hari 
kt~lendnr setelah d•!v!ti'lhuinya penyalahgunaan lcrs.ebllt; 

f. hporan hasil auiJit Tcknolnl:Ji $is!(!fl1 ln{orma5i dall\m hal 
peny.,renggareanova t11la11v~an olel"l pihat lain. hmk audit V<~!'g 
d"iak<Jkan olf!h Sank yan\j ber:nm:~kut~n IMupun yang lfllitku­
kan oteh auQitor ekstc<n yanq dinmjuk, solambat·l'lmb~tnya 
SO l\lnam pvtuh) hmi l<ako·4,, ~~mlah "u"'it dira~kan. 

r•aur 6 
11! f'cia"·!HIOifaf\ terh;;.cbp h:ren1UiHI d.ll~fl'l S"'tat r.eputusan inl 

-:-•ken.,.kan sanU.i ~dr11i~str.:.ril yOJng d6plH la-fup<~ pemhl!· 
kuao kegiaJan vsaha !arte'"'-' \"Gng l:!erhv\r.mgan Qeng~n 
Teknologi Sis~e<~• h"<iorn·•as; dan awu p>onurunan tingkat 
kelieha~er. 811/lk. 

t:!:J Bag! Bank yar.g 1idak ,.,.,..nyatnp;llkan I>POter..-ltO<.lrllll seba· 
gaimana dim,;,ksvd dalam l'asnl 5 dike:~~k..n s;,r,k;si b~vp;s 
l<nwajiban metnb~yar :;.nling11i rltlgglnya lO.besar Rp 
:t.ooo.ooo.oo l+..ta iut~ flupi.-.1>) u"'tuk masing-masinq 
faporar •. 

(31 Sagi !lank y~ng terlambat meltyanlp<~ikall laporan-la:poran 
snbagaimana dimahud <la:am i>asJI 5, ketvah hvrul b <!an 
c. dikenakan S.Jnksi berup;~ knwajib~>'l 1"1\tl>l"lb-Jya: set>esat 
flp t .000.000,00 !sl\tu juld Rupi<:~hl ~w hula" ke!ambawn 
"'ntuk m .. slng·troasir<;t liiporar>. 

f'asa17 
Oeng~"' ber:,.~un";~ Sural l<ep\1\usan mi. maka Sural 

Ker:utOJ$an Dircks! Oaflk lndooesia N'am(IJ :!J/}J/KEf'IOlflli!nll!l~l 
28 Pebtua" 11!/t'l lenl<!lfl!; Ptngolah3n Ca~a E1el;nan·, o!eh 8ank, 
<.!icabut tUm Ci<lya!.'lk<l'l \i:lak betiaW laqi. 

p~~al1:1 

Pel,.k$aoi);,n Sural Kepulumm ini d'jalaskan 1ebih lanjut 
dal~rn Svrat Ed"ra" f:lN>k lrod<lr.;Jsia. 

Pa,a! 9 
Kepulusa.., 1ni mulai b~rl~ltu pada tantUJ~l Ci:etapkan" 
Agar $Ctiap orang menge!ahuinya, mamet!ntah);a!l 

pcn:;r . ..rnuMJn Surat Keputu~~n ini dengan penempalanrWil dalarll 
Bmita Wol}llra Rtpubl~ lr.::IMC!lia- • 

ttd. 

Dittlap>;an ,;; J~k11na 
Pada tafl\jga! 31 Mare! 199\'1 

DIR.EKSI 
BA.Nl\. !NDON"E.S!A 

Hendrobudiyanto Heru 

! 
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BANKMANDIRL_., , •> 
SYARAT·SYA!"'AT UMUM P€MBUKAAN REKENING 

Pasar, : Of.llnisi 

O<JIMI S~waV~j'3<31 !.!mum 111i. ket\1<11! tangi;ran kdla·kala rnere;m,kan !a-n : 
1.1. ·a~ctan· Ml'atli $Jal~ bi!Mn arau lem!mga bli k berbada~ t.uk001 lilliU 

''~~~~- yang mtr<urol l'iltatumn Yar>g ~!akl.! IM.mt'I'Whi syatat mel\jtlll 
f'er.~i~ !Wkenirlg. 

1 ,;? . '"flaM' ber~rt. PT. Ban~ M:~.•d1;i (f'e·!e!Oj Tbk. ~~~ ;Wi:I•Ua t>erdasarkan 
AAU! l';m:triJn Persaroanl;m!l!.lcl? Olo.lotli,lr 1998 yan~ llihual dlh.raapan 
SW:•;u; SH Nll!Aris Cl Ja~Ma oan Ielah dtliii'.MI<Jin p!lda Th.m~hi\11 l,lerf.a 
Nngara ill Tat.<}\)al 4 Desemb<!< Hl98 /ii(L 97 beserla pel'\.b5han­
pe<1.D""annya, IX!O!e®Ju>:an t11 Jakana. da., tw;tanto: pusal d, Piau 
Man:fm. Jakin Jendera! Gal« Sun·oto .Kaveling JG<>S. Jakarta 12Hli). 

1.3. ·?~m'llk Rlll<<!dng' 1Jaraf1, p·lnilt·Qiha~ ya'ljJ m~mpu:r;a: ~~mg 1111thl 
Ban<. baO: Percr~ngar. a\ilu Mhl B:idan 

1.4. 'Pe•a1w1a, Yan;~llmlaln/ wm~j pmat~mr. ~!19'urtdllllg~n ~<1-g bii!Uo"'-
6 llepwbil~ lodooesia fi!uMI5llfll II• bida"l! petl);lr.kal!, telmasuk al<:an le!.il~ 
u:iai<.Wrtmll> i>3-® pe•M••~Mile!i.L.ra'l ya~g (j,kll'u.:!Jki~H -*h Ban~ III!Jones·J 
Jlln ~~n41e".G~iwan ~n a:;om:J""l~Qslasi de11!JW: sid;!a &!Ill( IHgflh<mg 
Mt1i alijlafr!ltman dan keb!;btM·il~ lain ¥~119 bi!llaku piida wa~tu 
dan l<lll'.p;l ~ a:au !)(!154lujuom le-'311blri d!la4a:oakan. 

1 S, 'P~r~rang~rt beralti wang purorangan yang memwuhi !>f3rat P-e<aMan 
'l'a!!g Strla~u untul< menjadi P*mil!l< Reken·ng. 

1 ,8. ·n~.r IN!rani catalan :romt~a kan>l'IM! keuinga~ y,:,m,; mem:~<~t daw 
~e!Ullr masu\r,ya keuangan f'emlhlt >!al«!trng pada Ban)( dalam bell:l.k 
dan iSI yang dite!'1plli'ln oteh Baf'k. 

l'asa< 1 : KfiiiQnluan IJnv.lm 

2.1 _ Oang3n tl.tuka d~n d:P..Iillatallya Aeke111ng, mah Pettt!h% Ae~e-"'"9 
l~nti\K ,.,;;n;:'a ONefllwall·k~la~l\.>al'l Syatai·Syaral Umu-n, 

2.2, r>e:aksanu~ $1!:mua persetuju~n <!an tutu.mgan anllllil B:l"'k den~;an 
f'«mi!ik Re'ilelllnl dJa~uho !lengan mempe>llalikl>n Peral!Jra.-, YM!,I 
~ll.a~w-

:t3. KeiRI\W~II·k~tentuall \'XI'II ti':idapal <!llltm se11ap jl!llis •ekellit'iJ btnl•kv 
diln menJ)ikaL w~;ara khuws dsll ll1a~ da~al d•p•sahkan de~o~" 
~ara!<len~WI jem~ re>en,ng ya'\9 ~~kUBr. 

2.4. Jeois·Jen:S fleMIWlg 
u. l;;.bung~r: 
b. Oepo~i:~ 

c. &v 
rl. F1~!lla!l Qan 
e. re~en:~Dl«lmi(ltamnya yaniJ diM:laan o:ah Bank, 

2.5. Apablla le!®pa~ oemttl;:m anlara ~aldofp.;:nla!'lh!omitl~ dal~m lrans~~si 
i!?<Jp:m '1<'"9 ~ca.tal o:O:h Pe:mtk f\ekening dell{VIn y~r.g dOcatal 011hm 
s•Mem pent~latanlpemb.lkuall Bank, maka yang dQetgunakanl 
t!o.l:tiltMJngllai'l adlllah sald'O.~utl(l)htnoowtal yillf'l9 le~l tl3'ili<l'l <.is:~"' 
pcntalatar.lpfmt\OO!an pad~ So~. 1\eeuali di.i;:.al d'i'Juklikan ~ew+k;>;"a 

2J!. P~ml>en1a/1uao d;l!'ialaiJm!lruksi ~ari8ar.kk~ Perrii•K Aeluln:ng.ak.tn 
Ma\1:.-k.;, menuw! dan melwui eata y~ng di.;llggap hail< $!?Ita diletajl!Wil 
eleh l.lan)o. 

Pasal 3 : Ke;;emU!kan Rcltrlrtfo9 

;t 1. Oaklm ha1 S>.'iill.< fl~hrJng <:hbuka bltl'd~sail;ilf', pel)at1jian per.tukaan 
Rt:ktnir.s Gat:urogan i.!oitll Acl:¢un!} dengan t:M~<.+: 'ul" malta : 
,'LL1 Segala li~da~an y11ng clili~~~.~~an oi~1'1 ~alai'> sallr p,IVI;, yang 

memiH!IItv• re~en1ng \ll!ibungan hH$ebul .,.~ngil<$.1 semua 
pihak seeara bc·5ama·J;~m~. oleh kamna ~~~ muiog·m~s:r,g 

bMll'l!l!.fllll!l jawab rentengl~rtadap 6al'lk atM s&mua ak.t;;: Yllll9' 
ti'l'lbul pa.:a t;al(ooiog gatunga~. 

3 1 2, ?utt.'llllla!ang:man e.>kltrlyel giro atau insln.:tsi lainaya cukup 
tlilernata-.qani olf:l> salah lialJ p•hak yang m~!t'ilenllik wk~~ing 
!J(IQI,"!!an tltSI!b\11 dan d<!lrmm tm>1< ole\> Bani.. 

~.1.3. Bank 1 rl~k beHanggung )awab a.M$ kerugian ~an~ tl·titnbul~ac, 
kareM. peweh£ihan yans lerdapat d!alllara pam pihak yang 
memtenll.ll; Jek<!m~g !jab.vgan. lerma~uk paM akital (l{!nulur<Jn 
Re!wllir'y lmsebm. 

3 2. (l;diffl! hal m.m:y RekeninQ C:•!Wka t>e:dasatxan perran,1an pernbu•aall 
qe,kenmg Gatmngan tJ()jn! A.ccoul'll) d!M!lan belli!!); "an(}" rr.akl!; 
l2.l. Scgala h!\ll'ak;m harw; dilakukan oleh Jhlmua pihak yaog 

memtenlcok tei«lmt,g gab\li".gan tersr.bulctan mengi~a! ~emtla p:h~K 
~~~ oorsarn~·sama. 

3,?.2 ?emmd:;U~rganan c~~IOtyBl ,., • .., elao.:ln~lr-uKsi le'f\flj'll haws 
Cl!~ndlllllll!JIIm l!etS.M1iii·Sama oh!!' pi!lak yang 1'1\tmOOnlllk 
rePian:ng g.1:trungan letsetluL 

3,2.3. Bank lldllk befl;mgg;mg jauab ~Ia$ kQIUgian yll!lg tlilimt:ulkill'i 
liar~~~a persehs·Mn yang hutlapat di.antau pa<a p;t>ak yaM9 
membent.J: rektning gatr.mgan. lff11l11suk pada akiba! p«rulup:m 
Affilenirlg !l!r&fobo.IL 

3.3 Apabtla Pemil.k Aalrefl(ng wembJ.tkll flel«:nmg ltt:ii dari s.atu atas ,"lalllil 

f'w."-l!« Rekening l!u sendm.l><!llt: pada salu 'lan!Of 6aro; nlau ll!:bih. m!l);a 
ttllllla Ae'le'lln(} ~~~ Cia'lg!lap ff't>aq;>i salu kesalu(ll'l ~\ta lla! tersebu! 
Jrianill;lmja'ljlka.., ;.ebebnnyu dalllelal\ di$¢1\Jjui sezaram:ru1isolen Sank, 

GENERAL TEAMS OF ACCOUNT OPENING 

Alliele 1 : 0.\lnUion 

In thlse Geru:ral T~rms, ll~eep: he e«tWlt t;recihes oi:W:v.!;w: 
1.1 "!'!Gdi' shall 100an a body or V'l ms1i!.ulii:n, M'IOI cor;:P!'Iln or QlhO...,ise, 

lhalaCW~dif'g Hl ,..,e A:ljll•~able Heg~ia!ioo iS qua•i!1~d :0 be an Ac:counl 
O~~:ner. 

1.'2. 'Ba"lk- means PT. e:aru. MaNII'i (Persmo) T:lk. which £Siilb,,ned by \1,/lue 
of lt!a 0&~:~ ol Es!it~s"mtfll ol a ColrpMy dated Otlobtf '2, 1S98 drawn 
Lp Ml!llt Sv~~lo SH, Ncm.tY ·n Jakarta an:! has IJ.een ~:ed in rhe 
Supplb!Mi'll 10 lhe S\llla Gale!te o< lil¢ Repuhti~ of !ntlcnesia dated 
Decembef 4, l?% IW, St ir.duoing 1J,!I ~ll!WAmerJs 1Mreo1. ~mrJt::iled in 
J&l\a1a. and l'iaoingn:; rteall O~kn a1 J(ll;n Jen:ktr~IGato! SubrO\V, let 36· 
38, Jllkarta 12190, 

1 3. 'Actoonl O>OM!" ~hall rnea11 mr; Wlfll'. an :nd1vit1uat ot a !.IOOy. who has 
an h:ccunllrllrw .!la'll<. 

!A. "Applieab'e f111911lali:>n- ~h~U rne~n the laws ;tnd regulatiQOs O!i!Vtlilhng 
in lnc'onas,a t~peoaliy in banking, lm;~.l\'lng btl! wiiM\.1\ l:mllaticn. 10 lho 
leglllalit!M'S it!IUI!d by eank lnOoflKO and fue >E<;IIIallilll~ QlllSSOCia~Cns 
"'Ill! whict'. 1M Bank joi,Js as we¥ ~s lhe rule~ and other p•aet!ces 
a:;ph:at\r: at me ti"!!C i\l'td place a\ wl!!(;h lt'e ac'Jtlf'l r:tr appntllla1 & pwfOO'med. 

1.5. -tndivi¢11ar shaft mean M indivld.ul wl1a trn!r<:$ !he 1equ:t6ffi&M'11 in !he 
Applicable R.!gu'l!liGn lo M ~1'1- N;er:tunl Cwnar. 

l.i> ·Act:cunl" shall mean the 1eeotds ol ~II bn~.ci~l uansacl OilS \Mil e001'ain 
lhe 4~\a aboUI 11111 oulga«VJ a'ld interning li~~n:ral m!W~!Mnts ar 1he 
A-;rolllll Ow!W<' in Lhe torm ao-d 00!'11tnl$ spe.:r!ied by !M Rank. 

Al1<ele 2 : Genenll CamlillctW 

?,l W>th lhl! op~nrog ~lld mai!W!n~ Ol ~" Atcou~t lh!!A«QIII11 Ql,mH $hall 
~ wllit<;IIO !~e pro-i'Si(lll$ <JI!hu~ Se~er~l Tenn~. 

2 2 TM 0!\llt'-".w" el ~n agreei!"MIS ~lid !elations tmtween 1bl.' san~; am! the 
Accn<-nl Owntt sh~:l be carried ;,:;;,t ,.,w., due Wr.e!Vance d 'he f>wlieable­
R~~ula1iGn, 

::L:l. Thll p10vlsions ""''"'ir.ed ir! any ki~a d atwool sh<!l lUI appiiCil~le rmd 
t:ndtng G•du'<vely ;rd iMcpatable from lhe characteois!le$ o! the lyp~ o: 
~ <:Gi">~:~mQd. 

2A:. Types el Ao:nunt: 
a. Savillgs 
i:l. tlepOSil 

' 0~ 
d. t.oan ~!!C 
e. o':t.er a.::t()W'I15 n1ade+ by \M 6at1k 

2: ~- 111 case o' Uilierel'lce belw~Cn lh~ b.i!:oHOOilOtallrom:nar cl any '.mf'sac\Km 
re;:;o•ded tr1 1hu Aa;o~n: Ownsr and !he ooe re:l)('dt'd in the Bauk's 
•e«i<dinghta:oUO!m~ System, lhB cna to be uli1ldlta!i:ufii(Ed shall be !he 
balar'lte.'IOtaL'~inal tw.:.ll"400 in the Blink's recmtfng.'aceotn~lirg sysl.:rn. 
unit~!!~ olht!!Wise. 

;!.6 An; not'e;:.o amfforillWUclion !rem me Bark to th& wslomer t'lilM ll!l lllilde­
by using ard if\ sucn a 'N!lhod A~ tb; Sanl\ may speeily and deem 
1lP!liOPriat'i', 

A<tlt!e 3 ; Acco!li'll Omwshlp 

3.1. In :1':1'! E'A!nlhat an Att~wnt rfi tlpe:wd MM!d on a Joi~.l A,<;eeulll 0p<Jn:"g 
AgreemMl lt'llhe "er" form : 
:;, L 1, A~>y ~c!ion p$rfc<rned by a~y ilf1~11 parliu aslabl<shlnu s~h 

~joint ..:ccOUill shall bind al• ol !Mr. oclle;;Ji>"e!y, thereture. 
each ol tll~m s~a 1 be jo.nl.ly resp<ln~lbhl lO the sank 11!1< all 
Cll'lSf~IMOES o-:cUrf'flll on !he jMr! ~wunl 

3.1.2. Ths t;;going ol a ct-.actJI}ii'Q nokl or 11'\Ciher oofor by My one Ollhe 
pm1tll-~ c~tabk!Wffigllm joint aeeo:>u~t ~'>il sumce, pw:suanL w iM" 
m;!:rolily givM by !Me l,c,:oonl Owner aHtl-acee;llabll! to !he Baok; 

3.1.3 The Bank s~a11 not be •e5pon!ilole lor any lo~; a'isk.g llllfl'l l~.e 
th~pUU! dllJQI'llllhe parties IW:&t:li~hing lhe ir:t'111 ~~cou.,_ i'ldu!Jing 
the COC!Se!1U01\WS o! !be Accmml ck:s<.lm. 

3.2. Ill Um !l~!l<',llhtrl an Aceo~~r:.l 15 opened balied Ofl a .'nl"i.A«m.nt ~ning 
Ay•eemem und!lr IM "ai'Hi" ~; 
3.2, I. My acliGf,. sf' .all be POt!OIIlled lly lh~ tv.o partieil MIBI:iltshT;g 11m 

)oint a«Q\\nl, an:l b!l !'Or'lcling on a'! parties ~:lvely. 

3 2.2 The s'gning of a ;:~gite< ooNt or anothet ;mler d1a'f oo tignacl 
tolleclive!y by lhe parlies e:tlablishlng Slleh a join! account. 

S ,,.,:~, The Si!llk shall not bQ re~p:msl:!le f()( any los; al15lng !rom IM 
lliS~H! amrn~g 1ha pamco establishing me joint acoo~Jnt includ ng 
lht wnscqw~e~ 'lillie Atcour.l ckl'ure. 

:J<t In lhe evoo! !hal 1!1? Aeeounl Owner open:> mllrll !han Olle atCG11nl ill 
lha ~ron c! \NAcCG~Itd Owrw. in one ormrn:et.ll\lo; off.ces, il111he .!IGC¢Uilb: 

A<ll dumBr;l1o be 01111 itlfe9rallHXlotr~t i! ~ has prov\0115tf been daalll'i!h 
1111>1 app•oved In mlting by the &anlt:. 
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pa;;a• 4 ; Elerlakunya Kt'lN'llvarl pl!da JM!s At'kellirt9 

Keten!aM-kelcnl.li!l" dal~m S;F!'ii\"S~aral 1J'WI.l in! bcllaku bagt ~e;,ap ,eni$ 
Rt;..,J.nicg. slwn lei!;;'! Jib ada ~<:llem:~..an·ke\~1\h.<an khYWS y~Mll diallir lob<lt 
lanpl rtal)m se!wp }llnis flel«:mr:g ma~a Sy<~ral-$y<l<a! l:lr.i$us dali !teken:ng yMg 
ber~a"9¢1an lerte:.t.l yM9 ailatl :~erluilu. 

Pa!iQI 5 : Penyutoran 

$ 1 Sl'll•ap sel!lfan kE dalam fle'<e"'n~ ll.l•us disen~ ct.Jngan s\11 ala" IIIli >.as• 
li'llr- yan9 cto:a~1ang1<~• oil!~ y~ng nwnyetor :i!n a\ilu d!ngll<~ <:~a I" t> 
ya~g d<tent\ikan dan d•li!liil'l<l bai~ elth Bank St:$1131 Perahu.an Ynng 
BE<Ia•u. 

5, 2 Panf~IOtan 11:1<", 1un~i :¢tmi1Sck ft%;;i !i<:~k 1erbMas pa(la penyek;r1r. d~latn 
b!!'l'h>~ cek. b4)'ill giro. alau Wilr~dl-warklll kiJI·II!I ll'!Jn.-.ya hi'll:u INIIIAku 
se:e:ah tananya seema ek!l\H tMe!l:Ti~ \lle11 Bank 

5.3 Apab•l~ $elGrM dil.criml da!am ,lltHS valut~ y&nfi Wrbeda lilmg!ln v.olul.l 
yan;~ :ercfa(>a: rla'am Ae>:enmg, mak;1 Pi!~gkm<h!an kfi da,am Rakening 
me,'!lp:?<<;UI'tai<ilr> kurs yang b!llbku p.oda Ban~ p;.d,!l vaal pengkrertt.an 
d~l~ l)l¢'> a~n~ Ciin PcmJ,k fW!cening ;kfl!lan ini memtwba5kan Sat* 
u~n langgung Jl'.Wab dil"- l\t-t~g,~n :wbll(lai akbal perum~h;mlrurs valula 
da>l W¥~a:.wal&ll yang ma~r, o'al~m proses 1~kaso mavp~l'l 1/llnoler. 

!H Setomn d!Oam l.la"-!1 ~enao ni!lg akan dibe:-!a•u~M': dengao ca•a yang 
sewor t't119tn Potaluran Y31'1fl Betiaffl dan irnliln:.Omn YGt!l bl!!'aku parla 
Bar ,\I; 

Pas~! 6 : f'trmlnl~;m fzl'nsler &tsu Pel'ftbayar;~o Gao PenarlUn 

6_ 1. Aw oel>liil pe:minl~i\1" !fa%11$ dilflfatan pemoayau;m atas OOb:an rei<ernng 
dotam vnlula ,a"9 tclbeGi.l mll.ka beria~\1 kurs yalll_l tH~Iap~an Qleh B~nl<. 

5,2, Bank bl!tbak menolak penankan dan~ di!oli Aekeniflg bilalWI'O !ida\<. 
:ersed<a Wmr.atekril daiM!l Aekm"mg dan aM!l kll•c~a ;~.·.nan lain tm:llal 
dCI>!JJn Pe;-~1\lf~ Yan; Se:lilkiL 

(t3. f'emikk P.e!wring cteng3n 'fli me"''b~b~i~Qn B;mk Qwi !3fl9111'1'19 Ja"'ab 
dan kw.lgia"' seb09,i a~ttlJI pead:al:ln l!u<~ valuk\, 

6.4, Segilfa al«hit: yang ditunOIJ\"-an dan atanya ?ei!O'akan pemb<it3Jan yang 
d<la!lukan oloh San~ thl!dasar~~..-. IW!a"':.tan Yan(l 9Nia~u. rnmupaka" 
Wl'll!Sung )llwab aan ri1iko <!an Pl!mil:k Rtl«:ni"g. 

Pasa! 7: ln~>lruk$i a!au P'Pin!;lll P~mihl! RQkelJing 

7 1, H~a flan~ lali!h tTelakta'Miran p&IJ!Iah Ollitt 1ns!ruf.Si Pe~1~k Aek~lling 
rerm;~suk 1era;M ~k wrba!as pada peny«ll>'l!'\ penviirnn alau lrat.:>'er 
yang drgunl'J!an defl!F!e cek, l!i~! giro, tQrml.i~l .Jolau dclwnter>lalnnye. 
yang tul~ng,!:l<:~.ri, d'tl'lewengkan, d'!ll'nakan BOOIIM lidak Si'lll,t!ipl!Jsu\<;!n, 
di1Jru a!au !libJU! '""""' !ii.!l.ol>, r.aka wmoo a)(oblrl y;mp lilrhul dati atfanya 
M:4lal !e-:;~hll dial!!:; flll1f'jlld langqungiif\ at;lu ri5·MI l'em;\ik ~:ng 
:eponuheya Mll~ua~ d.lpiil d•hu~IJ\;m setl!!J,knya. ' 

7.2 !l;mx oortmR unlu'< seli~ w;rk(IJ lidak '!lt!!ilksat>ilkllll p~rmlnlaanil.,..l'll~si 
)'Bill! (tbe'lkar lf.eh Pl!miiik !'<elo:enir.g ~11b!'!'tim :renllf'tllil ;onijrm~S~Ie11:.4is 
yang d<laOOH!an~~m ole!; PemJ% Rekenl~l!, Aisi~o ala5 permllltaanl 
i<ISltuks• ya"'Jd\l!erikan mel<! lUi ATM.alao.: de~ya~ wlepou.tek!grem, :etm. 
ata\J s>~lern ~emJni~as1 lainrwa ~..,.9 diko;im a1au !lilenma o\eh Siil\k 
mer[<;!!• 1angg~"9 }llv.ab Pem:bk Rnk~ring upenuh'!'fa kt~<l.all !lapar 
drbuk~kan sebal,k~-

?.3. TrrutsaksHt~ksi a1au m:mu~$i alau perima~ Parno'tk Atkt!lwg yatg 
rer~ 3klu yallQ ¢h~el..a1kl:in ole~ umna elo~!fenik: liM alii'"J sarana 
krnnuriMci !ahny~ y;mg :l!guMkan ~leh Bar~ baik beru;m dala el!llrtrillllk 
ma.p~n da!a ytn<9111:<:eb~ sorta da'a yang le:!!k:lm dan $!!hagal.-.ya yang 
~ffil;lalo.an blll)latt dari Sl'>lllm lr;mSi'l*i yarg dliJUI!ak!ln Bank i00"4'3kan 
bu)U• ym>g sah :i!!ll. meflgikal !buk :lan j:lcfllU; Rekering, 

~-~- teentiTi•l!S' !>emh~ fb;tkenng b$ik tnmP>\ lamb lang3n b.'lsahi!:Jiis at<tU 
Janda lang a~ eleklron k ta•masuk l~ll' lidak tert>alas pa~1 ·s~gnalure­
YM!ic:alion System jSVSj' a~au 'Pe1~! lnenli.~catlm> Number i?IN)' 
~lau •den~:ika~ Pe'>lilii<. P.~kear-g lair'.nya yallg digl!"'a!.an elli!-m lraasaf.si 
911:1~ ~is!tm l<an5a~ti ya."g diguna~an Bank m.!iillpa~an truku yan9 sah 
WI> mM{IIIIill PI!rm'ik Rc<t11"9 C:an eank. 

J:'asal B: Kew<~jiban PPmU!k Rflkening 

8 1_ f'tfil"ii~ Ae~nn,ng bO!IWWi!jill-M ~alu); M!lll)'l'fihtan kepada tian\( SJIJ 
Ma::~ lebrtl coo!al\ rnl\da :anwumya dan $111f alau J&tlh mtlln laagan O'ii~· 
arafl';; yar~ terll&k unluk me .. ~'<iMya Qalafl'l b1.bungart deng;;.n 8onl! jyka 
ad~). dlten~• de<'gan p~njelasan lengq_~ ,.,,ngen~• ha~·hnk dan 
weWl!naPg maung·mas rg. Con JOlt tl!nd! tangan tersel:!ul !Etap be'lal\u 
se:n"'a fdak ada pem~l)·NahMn pctr..l::llllw> :il,. Pem+k Re~mg y~ng 
dl!;am~a4<.<m seea·~ lertu"l~ ttan dM!ti'!la Pai'< tJ!eh B1111k, 

0_!;!, Ap-;~b:ti'l P~;nMc flek~norg maoih tlerl:nJJliflil dan ~r.au msmpurrpt~nwajib;m 
ia'f:n/l' kepa:la ea~ yang llmb~l bemaS~t<1<an ap;:;p;m j.1ga, Ba'* OOtha~ 
:tnn t~onga.-.mi d.herf ktmsa olelll'emi~k Fle·uming ul'lluk mern:'ebel rel<ei'Wl~ 
l'~mii;R Rt~n'ng d~n memfMI•g.maiUI'nya unllkpcwba~aran kembali lila:> 
seli3p turnlall umn:~ ya<'!J se~;rp wa~~J :e!hut.l!1g hp;;:o:.<a Sank. 

S.'J A~'Ma dana )'ll"!ller$edla C:alum Reken'l!g lk!ak a!lahid~k tl.>kr..p, mlll<a 
••~s p~rfl'lirtaan pertan"a da•. !'lank, PM1ift~ Rekemrg wajib menf'l«:r 
kepada 6~'1k rojum:an UJ"'f y;n:g dianggap <:ukup oleh Bark u!ltuk 
p;;mbayaran llulang·hul<ir!J rlan aVI<- kaw.ljiban·xewaj•ban lain Pr'1'11ik 
Rekelling ~ebagaimana dima:.S\1!! da'~m aynt S.2. paSlll ir:i, 

Uk l'<!mkk Ae~en:ng 'le!>lewa,-!>an rneltlbflilahuka, secaratell!.i1s ktpada Bani: 
llllll9l!'l d•wflai dckumen pernl:ik\H'!g 'f.ll'lll $9-h jli<llle:j<ldi pNU~ d~tl 
Pl;'lf¥1k J:lekoniog ~m!.l;lsul! lelt<;ii tiCak tlltbali!s pad(! po!Uhai'.aJ•alam~l. Ulada 
:ar>gll" (lli!!Y,I yang bl!rt.en~f'!!i ulllUI\ ;';leng'MI Pemi~k IWki!nirlg m.'I!!PIIfl 
"1mt~rangnya, !USMWI pe.'lguru9 dJn Sl<llus b/14im llllkum S?lt.! purubahiill 
M.gga•an Oasa:, Peruba!>an illi b~ru bolbl<u seja~ <1ileriman1a peruba~an 
totselM de~gan );Ilk o'eh BM~ ~cta cab;mg ;lllngelola tr.kening. SMiap 
~erugiill'i yaug 413klba!k;m ~me'1i'l ...m•qa i<elalaiatt dalam memb<ltll!!h.'kim 
perJba~an d31i'!ler~eblft di alas rncrjadi :angg:slgjawabJ'.emilik Aekenlng 
s~nuhr.ya, 
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Ankle 4 : Applltallon of RtiJUiaHon to- Type ol Aecou.,t 

The pi1Wi$.ons in mew Genor,11 Teflf>$ t..~aR bH app&cabk !!)f any typ!l nl Account 
l!nr d lh(l-fe J't s~ee~atlerms spC~:c:wa 11 au Ao:oonl. sw:h ~pccial terms sl'ail 
a:lf)iY accoJd.nglf 

Article 5 ; Oeposlt Paymant 

5_1, Any OePQ511 entmed into !hi! AccOJnl must ba aroJmpaaiml by a shp Of 
anacialr app!u;afan lo•m signetl by !lie OOpasltar a'ld/<)1' ~~ snt:h a manner 
u ~ined by aM accopl<lble lolhe ea,lldn ~cwrdiji!C(! ll<iJh the ApPlicabl1l 
Re~r.ilakv'> 

5.2 Any rmni!ash capo~·~ p;tymt:."ll. m::!udi!l!J' bul Wllh1:ut ~m•l~l-(m to \he or.E 
matlil in !1'1e iorm cl a clwcit <;;im ·'WIC, o· aru>ll\lll cle:ui!lg in~\rur-en1 shall bf 
appl>c~'1l)k:l erty aiiot IJ'Je 1 .. 110 Ius efl~tt beiln h!ttWal by the Bani!__ 

5.3. U ll dep~ is ·~wived in a eurroto;y IMIIS dilkltM! I'C'Illhe one s-pneif'ed 
m me Aectlu">t tM e~e6t110 into IM Ac:rounl shtiM usc tho t'm;hat.ge rate 
ap;ID¢ab:e in lM San~ a11i'e lime llle t:riidi'.l.~g is po.'fol:med by !he Sank, 
11nd mn A!;<;<;ynl ONnllt hi!reby wlinves 1M 8;1:11< !·Dm ;my ril:1\ponsibir!y 
a'ld ross ~s' result of 11 change OII!Xct!Mg~ ra~ Qllhe in~t•vments !hal 
ar~ sM u~~er \111! w~ess « QSh- paymll!ll or hanaia<. 

SA. The e'~il paymenl ;,., a fo1ei!;n tl.ltrEncy Will be made llPP'i:abte in the 
manne1 tottllrmM 10 ihe Appllt:llblt- ~gulalion a~l:l t-:. lbe regulahor. 
<t!Jtlfed b~ IM Ban~. 

Article 6: Tnmst.lr or f>aymmt anli Withd-rawal RnqU(lSI:s 

fU, The IM~hargtl tale appllc11:!1!l to an~ lla~~slat al'liliol payrnem Nques! un 
the Atoounl ill a &ilttMl e!Wtllet stla!· !IIi' Q.alermirt!XI by IM Bank. 

6.2_ T~~ Bank rhail bn tl'llillid lo ffije(:! any will'!drawal otl:wd l«im lhe At;covm 
U 1r.e lvnd ;,. r.ut eK<i!dive:y el'aiO!ble in !he Ac<::ol.ml and/01 en o!Mr rtl~SOI'!$ 
in aa;ordana: v,i\11 the ~le fl~. 

&.:3- TM Ateount Owner nt!MI!y ieli!~P$ the 8al'll< !rom llllJ n.;spom!ibil!ly and 
rot$ d.oe 1o IM cltonge ull~e wti0."'£1' e~nge rate. 

<)_4, Ally COOWQ~CI\CI;! nilr.Jhing ""11' lhe Blink's re;m:~:lll Ol Plii'Pf'COI b3!it6 
C!l lhe Appli:aille J:le-gui~H:n sha'l !I'll: tile- re~pc~il'ly artd nsk or the 
Ac¢01!!'11 Ownet. 

Art<cle r ~ AC«iUlll Owner's lfl$!rur;(ion cr Order 

]_ \, lt :t:e Bank tiM Cilll'!ld ollll!M (l:d~r onosJructlnn of Ill!:! A!:':ou->t Owner 
incllld:t\9 but 'f/:hotit !iml!ahon 10 !he deposil ;~aym&fll. wilhCrawal Or 
!l;l/Wier. us.tg 11 c.~~ct. 9lro nota, kl!tn or an()lher d~X:vrnem, whlt;h ls losl 
tw.en. m;sappropriari!d, tlegal!y use•:t hblifled. IMI!aled or ......-or!l'y mad~. 
aii:DII$;Qll.Uel!ces ari~lng oo! rureol SM~ be Lhe !v'llespom;it>oll:y <'!rn:1 risk 
oiiM .\tu:Junt 0..-oo>, wless p:ov~n Olherlrite. 

1_.2. 1'111> S;in~ ~lnl! at any li'l"(! be l)f11tlind b ntmin !rem !ni!OI11ngi"W! reGY'i!$"/ 
insl!ucl'on given by lhe Au:v1m1 OvmN bl)furo il recniveG a wri11e~ 
e':lnli•metiQn sigM(I ~· !l!e A~nl !)wr,er The risll. e! ;my reques!f 
ii!Slll.ICiion Qi>iln lrD~-gh ATM. or ty pilG,e. Wie9fa;r, fel~K. or urmtl>ef 
commun·cal;')ll sy!lem wr¥ro k tral'l~""itle!:lur r~::et~ by lhe SimK shal. 
be Um lullr~~pe..-.sit»>'!Y ot lhe A«:ou".l Owner e•OJPI !I!J:l il can 00 p1ovcn 
otherwr.;e, 

7,3. Ttaa~aclions m mwuctioo (!! Of(l'erol W.Ch:rount Ownenw mcomeu by or 
produ~oj lhrot.-gh !l!e efecl<Gn\e i&:•!ili1ls illlld 01 0111!\r communication 
laciri!ces as uo!W by 11m San~ eiil!e1 m »rm c! efeei(On.t:&ta. rlinled<lsl!!, 
rlWOI'ded dilin or othe; klnd:s ¢t dala wl!ii:h ctmstillM part cl the t<ansncli:::r 
tys«!m used by lhe Bank $l!aH serve as :t-o lcgi!.l 1«:tjpt and bind lhe 
Bank and til~ AcoouM Owoor. 

{.4. !:ien!Jhaa~;,m ol rhe AQ';Oilfl\ Owrer eilber :H !orm u! wr.!IM signaru•e o.­
.,;f!tlfOnic Sl!f'al!ue i!ld~ng but 1101 :imiuld 10 'Siqnaluffi Vail1ca~on 
SJ'Sltml {SVS)' or "'>l;rnonall\Watif!Gil~M Numtw (f'L'Jf or other lriro's o! 
Acc()'.ll!l Own~r ldll!lliii<!mions used i:~lh~ lrai!$il:cton wi\h the ltarw!lelicn 
$)'\;\em cr m~ Elan!< -!;ha'l serve as legal ev~?ence ;;.;d bir.d \tle Aecoun1 
Ch!nle:- and !M 8aook. 

A.-llde 8 : Cbllgalh:ms r;>l the A~:co-unt Qv.-n~r and Rlgh!t of the llank 

&. :. nw Ao:o1~'i Qwrwr shall b!l nbliz:ed \Q subi'J\ltlo the aan~ ooe or mOte 
spti:lme.·,s o! /\lsll'le1 slgn~':<Jre a-.d cne 07 "''le spedm!lns of signature ol 
the perse:-.s ~nll~ild to reprni!lll ~Jm/111!1 i"i eoniH!ct'cn v.il1lhe Bank (il 
hl'~), f1 be aro~rnpanifl!f by 100 lulllliphmalicll cl !'leir l'&!ilfflCii~e l'ltli11S 
and JYihoNy. Svch sp!!titnens o! $i!j!llifide Ghak rnnta'n vakd er>long as 
th'lle Is no mrtice of ctmng~ giv;ln In ~>nling by ~e Aamunt 01'!1'1ilf lilll:l 
accoptatte w the Safl'l. 

8 2- In !he eVIl!\! tl'lal lha Aewunl Owner i1 sMl imkiblet: and/cr has anoth;r 
k~hiiily 1¢ lhe Bank !hal alillll~ ~~~ any pc;wn wha~st. the 911!'1~ s~all 
be an!>U?tf and is hnreby aultv.mud bylhn Ae<:ou~t Holdl!r To <labit !he 
AJ;coulll 0"<m1(S Ae«mnt an~ \ise k lor the repaymanl of a~y amount 
owodklvc 111 any lime lo the !I an~. 

5,3, In the w.eN fl'a\lhe ll.'t'ld e•'!!!lable inti!~ A«o>Jfll is niiiinsulficienl. nlthe 
li:sl rilqueu or lhc 8\'IAA 1% AcCGoo! CM-n~r sllal pay lo the Ba-.k such an 
a~r,ounl of mcooy n tl!li Sank dttW'I$ >mllU<;lh lor tl!li p~yrwml ol lhe dtb! 
at>rlfm IIMIMt liab.Hy of 11!e Aecounl OW!Iet as col'f.\'lmplaLed by !"''ragtaph 
a.2. cllhlt Artido. 

8.4. The Accc;;n: owr.M sba11m obliged In give a wmteo noHcem lila Bank :o 
bE atcomp~itd by ~alld wpponjr19 !!Dooml!nl{sj ill 100 &vel'l! ot mange 
I'll lim ACC4Unl 0\vnll.($ dala lndlalJng b;/. wiii!OUI liml:alion 10 il!e challga 
o! addNiM:, si9nalwt ullh~ pemm duly ii'Jthl!iited IG Iliad lhe Ateoool 
Owner cr hlsfl'm avllwtit{. 1he Manalf.'tllenl wrnposilion. tfle C!I!'POfl!le 
~alii~ ar"d the (.lla"9a in !l'>tl Artk:le11 $l Assoelij~On, ~h a cl!ang<> Mali 
bQ ~e i!li ol the leQ!/piiM!WI bt the A.ll!k allhe txanch !hUt manages 
fhu Ac.:ount Any loss al:r:bulM lo too laU~•e cr giving stl(h a noliw o1 
d.lll! cha~ge shall bill!:e fulllliSponsi!lltly ol L'vi !«Dill' I Owner. 
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PttS*I 9: !l'l!ormasl Kep~dil PilmO: )ang Tcrkal: 

Deng'!n Mak "'en9urangr ~etenh1ar Peraluran Yang Bell~k~~. a:ao perinlan 
pa!awtrms:aMi y;.,g berwena-'g fu!nk terhak memtmri.;3n in1Qim;v,i ""'"!Je~ai 
uaH; dan kea!Saa"' Aekenmg P~m•hk Reaem'IS kepatla pejilimlhnslansl yang 
ber«&~i!"'! 11>!11'\11'1 (le-i•ian ll~Jl\1 •.uiik *a.- 1!""!11\t'{)r•~a~ irJmmasi YlVl!J mekl~1hi 
dan mlOI'IMti yll119 dominra Dlel! pej~bi.!liit>itan>r yang terw~tlang re•se~..>1. 

Pnoal10: Eliaya dan Bunga 

101 Bila Pell'lfflk Ae!INIWi.J meflarik da11a ar;~wgga saJdo~ya d• bi.!wah sal® 
mm•mum lfkcnai<.<n !WiyJ admio•"5ltasi bmi>ahan sew~i 0~119~~ mt'i' yang 
:Klrla~u p.'IC!i BMk. 

10.2. l'em,1ik Aeller.ing dtm\iW"I 1ni membe1'Rat~ i<.UJ':!l!. 'lilll 1\~wonang 1\ej>.')ua 
Ba•t "nl•JI~ me~!;ml);!m ~'<':'k~n-"'g deng.1n lm~ mel!lr~•, bi1~iL Oank serm 
bun;~ y~ng lerhuiM'g kepa:la Bll".k. l•nrr.as .. t YMI) tOagi~ oleh ban;., 
baf,k ~orospondoo can pihak ~e:igala:nnya d;JI'm k\'lilall ;fum;; an lrnnSJksj 
~ ;:!.lak~i<an Ba"l! vrM<: kepe.'"\llllqlln Pem.l·k fiekening. snlla seg~la 
t•ap Yatl9 dikelu~rl<J11 ek!b BaM un:t.lk me~dapaliuln ~i!mhali Caltl·d\mij 
y~r,g me~.>pa<afi Qi~IM~ Oa·K dlbm ka•~annya d~ngall Rclli!if·~~~ mllopun 
dillm k<Wan bi~n-.. l~iMy~ a=ra Pt>m+k Rgk~ning d<:lnl!iln Si!1~-

lO.J eurgA ail/In dlltnakon p~i~~ am: ?W"lgul~n la·n sesual dilll!}MI keen'ijarJ 
Peralumn Ya~~g etr·ao..w. 

Pas a! 11 : Wlp«MI diln Ca:atan Ackcrnt.g 

;1, t Bank ~kan me'ljlmmkanli>;1er~n s~1.3p R#);en.rJS ktp;;.da Pcmilil; Re~<;;Hitlg 
S<K:ata tlefl:a'~ mem.uut tara dan o<;olen'\1\1.11 Ya11g Berla~.ll dan iipat»lll 
d~'a1r1ang;m wah.. l (sai:Jl ool~n saltilah Mf19!131 tapo!ll!"'. Ri!ke~i<'lQ. IIMl> 
ud<!O menmima P-Jmberilnl-ua11 IMuht Wr.Jng kclrelm:;m :!~lam I!W¢!'1!11 
""<enong ma~a Pmw!& Aeke11·~11 o:liang;ap mt!l:yalt)Ji 1<\pofilO llliSebul 
kecuah barda~Mkan kar;Htem:~k prcdwk ya19 btlsang~uta.n lidi!k 
d•'oomk<ln iapotan Ae•ening. 

11,2 Jlk~ hpwa1 alav ~aMiim yong sehl!!ustlyi! d•ambil ser.dm o~e:. Parni~K 
fl1l~emr:q t·dak diam~'' dalam baiU waklu G ('i'n~mj bv\a;o, suiak 
dil,lb•lk,v: m~a laporan ataJ ca:ali\11 lll!Silb~l akan trm~.:s!\ilh~an clell 
Oooi<:. S<Ktan91'an un!t!l: lapor<ill y;;rg !ll!i!i;r, ~£ alamal Pemibk Aei\En·nQ. 
t•f.J ~el(;4ah lap<N.:m a~v tJlatan Jflselx;; ~e:ab Cr~irim k~ Jlamal ~m+k 
A~ke11ing "'lilml!t1 ~1\"t',b.illl ke 8Mk kanma Sllbah a;>ap1.111 iug~ maka lapm-1111 
~tau <;alolan Jmsail!.rt ~k;Jn Oimvonni:I<UJ> se~alat; d'sim::'an !Jala-; janglm 
• ..ainr 6 (enamj o~IM olfh Swill 

11 3 Po,.,,,., Aeket~Ulij menyaujuibW~Ya m<eroll .. 11l."lU;>IJilli\PI)<an alau c:a1a1~11 
y~n;t <:J•bval otoh &f>.. wrta (~ltar-da!ltlf :ia!ll d.\111 wral t.erhMga la-F 
!rttl'!\lltu\1 hamlplin"! oat":etak1n :hrl !J~nsn~$1 dgk!ia.~il<. yang diber•J«<n 
clth l:Ja11~ 1e11raug •et~b. w~klu m.n jumiJh v'"Y ya"!j !c«<apat dal~m 
~ (l~n s~!Cio :e~en;ng d;n dlJIHir·Ciallar len;ebul 0. atat mi!rupakall 
~'111 lwN• yang sat\ dan m<;ll!)liJ! P!rll1~•\ R!).kening 

Pasol12: ?emmk Ra~onlng Melli"ljg\111 tlanla 

1>!. 1. Ap~bila f'emr~lt FW~enmg (PHU<angall) «<Mi<lgqa! cuma. maM;, s:Se 
re~a"ing ill!!in d!layark~:'lfd•$era'"J<an kep;ui"J M~ Wur1s r>em:l'k R&ening 
oe~ua1 1e-ei\I\Qn yang bt:~!aku pada Banlt 

12'-.2. Oeng~~ Ptmyetal:wl ko•ayaan Pem.l.>; Rtl!wllir.g yang mcniaggal duma 
~ep~da !P~ra) Jhli wa·is alav kv~~atw\'ll!!l~~rnreka yang sail ¥11119 
CIS!'Dur~al' dalam l«!let.tng;,/"> ha~ wans ala.., lk!lrumeu·do•umen resmr 
!i!!f"")'a ~ang beriakl.! pmfa Dark. 111<1ka Sank lH!~askan S\:penuhnya <111: 
~<err.w!. tr.ngg~ng r~wab mas hi\.1 11\1 

P.asall3; Pe,.,.bl"o~iran dan f'e>'i!Jil'Pllrl Aakening 

13. l. Urlldk M;xr~11gan Pem•~k Aeke'><ng. Bark atas p~·wfltxm~m J:endiri 
OOrllik ""'""blokir rek~iling Pe..,-ilik llaMm'ng dJiam Ml hw:iapal imld<.tlsi 
da11 .J!;ru J$\.ga~11 sengkela ml:"fn dalam J'ri Pomi~~ Rel<eflin!l atallj:un 
kattlla ,'!aHnll.l"' yang menu·u: (>t1mlballlJan Bar.k dapa! memml:nt kiln 
ken,gmR Lagi Pe:r•li~ Re~M.rq, ~i!mpr.. ao:f~nya buldi ;J\!Hjleletai3n 
SC~Ql<P.!a y1ll1g d"dphl d !tt!i'fla elf)!; 1:!~11~. 

1S 2. l.ntuk ~e~nfu!Jllnpol"lal<·pitmk v~11gte'$~'h.:tr alau ag~1 Bank m:n•~thl'~ 
landasan yang bermt da!am pen9~claan suatu fl!lulning, l.la11k alas 
paMnbangan'l)'a semi'l' saw~klu·waklu ooma~ 1.nluk memb1o'-1r Slll!LI 
re:ken'ng, up1bl:a leldaoal pe!i..ni'"klindtk::si dall atW d~gnn perselis!hal\1 
kld4k pidena atu rnl-=h ata.J :;ebagiao dona yang te:U~pa! pada sualv 
re\;fr,""l!l (j;jn a\il\1 pe<$1is!ht!MI~dal; pili an~ atao p.:'"ek {ti!J,; pem~•k rekM'Ii\J 
~ p h<.k kerfg~ lai"oq"il YJfi9lltl!ii>."Hartd~lllJen ·ek!:.J"!ing) !.llmpa; len:l~pat 
¥dJ"flll bW!:O penyoles~·ah Piif$e!t;i!H!NIIi"Hlek pida"a lei~cl!ut 

11.3. Unh,'k l«>per.:hgan pih .... ·pihas yn~.g lefkail Ban< bmba• ""'ml!!~kir 
re~ning ar?bila Pern•l•~ Re~eningem;'<!lakan pallit o1oh Pf:!'!}am!a~-

13.4. Alas parintall pejabtl! in!il~nSI yar.g berueu.Jng ~laU pl!fli'l'I:Wfl9W' l'!~nk, 
Ba~k belha~ unM: toomblnkir Relle.~i~~g sa::-.pa· ada iM:nksi !eblh !anjA 
d3ri p&jabat inslan~: yang be<Wena"lg lll!lll~ uwrti:W~a ~cmb.lli flekeni119 
uil\a nda). 

13 S Ban~ l!mduasl-.a11 perlimbangaM;a semJiri b~rhak menoll..p ~o.llll\1 
mktniog Pr.rr.ilik Rekeni~gj ka rcktttir.g 15~elrutdfsala-.gunakan. t&.'rMSiik 
Ulpi lodak \erba\as onlvk nmnampU11? dan ala\! ~u;ek r.ebbkan k!!J8hJIM 
alm.!~rJ.oJl< kegi~1an·Iwgi!ltanyang aapal 10011:~ masyvakm Alau pi'lllk 
mamp~n dan l!.lllu San~ elm.! be:£1asar!{an ~ra.sm dim pei'mllangan lilln 
ya"',, ~mal.il·malll d leta;:~ !:f(eh Ban~. 

13.6. 3;:1:1:.> 'fi109 tertisa paCia .setiap Relre-'11ng )'tlll9 d~I.IIIP .;1''<1111 tliberikan 
kopJda Pcl!li:ik ll~Jkenif19 '>'..'le!i!h dipolong de'lg(l.,, biaya peualupa~ 
mk!Jiilng dan b.aya-bia;a Bank lamW{il y;ng d'kena<an IMI<adi!;> flel<e:U~~g 
I01$lblll $ella oe1e!ah di~rhOu"l.lhn dc11;1<JO sem~a jwrlah yang W!ji~ 
d1b.l.yar e:eh Pl!mil·k Re~enil1g kepadg 6arx 

13.7. Apabda seli!lall diplflh'luJI!lk~n kewa,tl<!n Ptmd!l<; Aekanir.g Oep~;Ja Bank 
sebagaim:!f'a dimaii$1JCI bvtir 13.& ma~ih len:lapal kewa)'lnrl Pam4ik 
Aekening kepa!la llank, mnka Pem'!ilt RekMh~ U!Ulp wujlb melunasi 
looo•sj:bannva WI'Wblil s@aga,mana disebuli>WI :la'am buJir 8.3. 

' 

Art<cle 9 : 1n!rm111tme lo The- ltelavoo! Panies 

Nolwr!hstanding lne pwvis;.;ms sel ou! in ilia Applic:~blc Regulati<m. 
at 111~ mslruclion or :he ccmpe\rm! aolhoiHieMagnoey !he Bank shall 
(live inlcrmelion on lhe >dala a!ld e«:dirion ot me Ac:ceull! Ow.-.er's Accouut 
!o !!In tt!'llpelen! aulllero11?Siagen:y, ;Hovldcl.llieYNVijf lffill 1he Blink sha'l 
no I gwelflfurm~~on !hill ~>:teGds ~ !l!'U requited tr1 !Mh atlii'Oiil eslagency, 

Article tO; Fee aud Interest 

10.1. Any A._wunl 0H®r ¥<1m tlr.!WS his/Mr I>&JMCC (II !i«<\lllt below the 
mi'".it!IUm limll ol balan'u wn b~ imposeO Y.ilt' an add,!IQI"!all:Ciministra!ion 
le11 in actmda~ wolh !11e ap;;rcatle teri!l. 

10: 2". Trm M:cmml OwnN hereby ccnlets po- artd 1\!.lll"l«lft on the Bank 
iO ChMSt lhi.' Acrouulwilb !he s:amp CuM$. lt'o Bank lee a"RI rnre:es: 
owed to !he Sank, Including lhose cleimed trJ the ceflespondan: 
b~nk~ and olhiu lhirC 11arl~s in rel~liQ<::. to 1ha lrJr.sa~licns made by 
lhe Bank in lavM ol lt!e ktrl!/1'11 01o1ner. and all'{ exp~n~es lr~C\Iuec 
l>y :I'J! Ban~ lo IW:<l10! !he I:'Onie~ payabl~ kl Jbu !hnk on connottHm 
with aey Al;coum t>t other bushess betw!Mtl t:m Act\lunl Owner and 
1le Sank 

10..3. ll"!o ln:trtM s~all be r;ub;Ull(>IW: cr o,-,olltv.a\ 41 a««dan:e willllh~ 
Apj)1k:at1& Hcg!!lalion. 

Arti!)le 11 : Aeooonr St:ill!m(l!ll und Reccrd$ 

1:.1, rt.e Bir.k sllall g;w a S!awmem ul illlY Aa::alllll to IM Ac:ceuru o-.1mo• 
porie>d·c;!l!y in \hu ~lhOd 1\1"111 as J<:!luired h ll'e Apphutde t\l(l!J!a!\01'. 
and m 1M fi>'t!N. !lti!ll!!ithifl one (1) ""'lllh p.;liod a~or IM rllle ol Aocol.'l'l 
Stalamenl lh! Sank \.foes not give arr; nrltl!!!n nelial! on !llg i!rror !oura 
lhertin. the Acco-unl 0Hn~; shall be deemed to tmvo oppove::l such a 
s<.alimenl li)(CO;llllla1 tit/.: to l~e ~harac!Cl&l•cs cl tho!! product concemi0 
no Aeo:o~nl Sl.WlmeN. is issu<i.:L 

·I ;: II any J:.1ilteman: cr record thut should l>e !aken by the Accoufll 
Hoi;!...- him.llmrse'l io 11clluiu!t1 in si~ {6) months pedcCI as o.l isGvance 
lhu<ecl. sucn s!alamom (Jt tlft"Crl!s shall be desltoy#d b)' the Bank. 
md. as regaro la lh~ s!atnnwnt s~nl Ia the Ac<;OOr>l Ow11!1FS address, 
,t s«h sta!Um!UU or WC{lros have alreildy bean s;ml but returned 
to n·e BaM fer any '1!11!\011. s~h sli!le::-.enl (>r records shat:lmdl"!$troyed 
af'lliff bomgh!!ld lor a peridot sit ill) fll'llllhs by Hm llru:k, 

\l,J, lhe A«:<.:u~ ~ a.gra.1s th~t ~ny tme:f'.)f{'!'. ~n;:emenl. c~ reec«:~s made 
tly file Banit and acy i<t! o! fu~ds aud <t.he< &eaJdl~s. irldudir~g !he pritrtou:S 
c! atcelrtnii lfansaclW...,~. which arc itmrod by !he San\<, shall. wl!h 
respe,:;l fo -:l'e mu;;e, lane an:! un•01.."~~l cl morw.y oonla\!"1ed in lhe i!ems 
~nd bala~te e! sud\ aceoun; ~d lisl~. cors~!IJI!i ;m l!vid~H~ce rhat Is va!d 
arul hi~' ding 0111110 ~ O..ner. 

Articel 12: Dox!Lh I)! Acaounl Qv<uer 

12.1. 111 the eve~: u! dcalb o! an {!!'idi'lidua!) AC00\!111 Owrn!r. !lie !l!maining 
$'""~()~~!'~! ct !Ita Account .shall 1m pai~Jla®igne1l to tllG ~.crouru 0\\ner·s heil 
w acccndanoil wl\h thG rog.J!arr.r. appln;ab:e In th~ Ban!-:. 

12 2 13'; as~<g'ling !he riCJ.pafly c! lil¢ dllei'~d Al;cuur.\ CN.no1 Ia rhe helr(s) 
or the~ duly aulh:"li'ized ~u:gns:.i"e;mt5e<>tali~ in accord;mce wilh the 
prevailir";;J la.vs i!l!d regclalion~ or QIMr cM!Cial dl%uments, \be 6i'!ol< ~hill 
be I lilly t~ from ant re.~PQ!lsibility lQI wth l)(operty. 

Ank:la 1:1.: Aet<~unL Sllsperu;illn aM Closur<J: 

13, \, Fot l'"lc h~nel<l ~· the A;ewnt OW~er, tile San'< may a! 'Is ~le dlset!HlOI> 
Sllspend!loreclosa 1119 cutmmm aeeo~n: in Cilse al lnd cal~ ar.dftr 
al'!!l$1al:<::ns ol i11!em~l U.~;.rte cl the Aa::oun! Ov.ne;orfru all)l Olh!ll roason 
whictll:> the BMk·~ tollS:dlmUinn may resull ill !M kiM to \l:e cuMomer. 
untl sud> Iiiii~ at an ev danee 011 lhe ~el!lem•ml ol SIJ:1:h a dlsput(! ;~ 
P•oductd am.! a~caplablelo lim Ban~. 

13 2 For "he OOI>ei4 of l~e di~puting parMs pauies anct/or IQr Me !ighl basis of 
lllfi 3an~'s a::coam management. !M Bart\ 91lnll a! IIi sole diso'l'!liun 
bo:t tnlliN.llo fcfl!dQ!e an aceP.x! a! ;aey llmS. ir, ~·o e"'"n! ot indi~:alio111 
und/Qr allegations ol di!tp~relclime on the wh:.!e or any part ol 1he 
JunoJ available in ;,n acc~un!, anQI()r Qllho !fispu!elcrime of a par!y 
(~i!;.er the llclii;r cl !1'!.1 il~nt llf ()!her thi«i p<~rJes related tlleMW) 11nrll 
su:~. time as ~11 widtnce on li1e $eUiemenr ot suc1 a dispule!etime 
is p•cduc:ed. 

!J :t · Fer the benel•lol H¥.! leill"tilll! p;n\i'.!s the bimk sb.:!.i' im eldaod foreClose 11\o. 
aecwm !n lhn event !hal ltieAttmr.l O"M1er Js dadai'!!U irisd'Jer( ty \he Cou.~ 

!3.4. AI llw order o! the nl~e;a1 o! lile ccm;~elenl a..tJOrity Ill Jill!? C'iscrel•on ol 
:l'e Sank, the Bil11k shaN tm elllilkld 10 r.oue ao At:rou:ll ur>lillhe istu3n~e 
of lu!lher i!ls:!ll~lion by 111~ wmretonl authorities IPI" lila !Bi!GIIva!ion cl 
me illlOOlllllt~ anv). 

13.S. Tt1~ E!ar.k shall at its tOll! di!ll";<<;l'(ln be ~nli!•ed In eto;;e ltw ~tc;>unl 
o1 an A=~oani Owi'lllr 1$ such a11 ae<::otml is misusod, inclndiOJI but 
whiloul limllalinn IG bei~ usQd h,u ~c...:nnmodaling ~nd!or pori<;>rming 
a crime or rile aelwit.u ·~illfiOilS to the eJJmmu'lily Qr any cti>N Pil!l.y 
arutor !he l.'lenl;, 111 bn!;d '-"' otMt tor\Sii"lcr&I:Cn, solely c"el-t~rrrri11ed 
by IM Shl'lk. 

13.6, Thi! temainill!) ba·afire if! any elosed Ac:ceunl sl\al! be 91VIllllO.Ihe ~~ 
OwN!r afrer tieing deducted by 100 closure ~~~~~Ba~$ a'Xf Olher Bank lees 
ctl¥9"!d lo the Aceo~m aNI alliir be:ng oflsal agi!if\sl aJ S<.ms. payable ~ 
~ hcoe><t 0Nner !<) the Sank. 

tJ."!. II Um ot:!igali;m ol the Aco:amt Owner :o 1hc ban\\ I'.M Mall fi:Catlluklled 
as r~rri!<J to (l"l point 13.6 a~. and il apjle~rslh~llh!: Acccurll Ow~er 
S!illllltfflobli;Uil lo ret!le w!l~ ll!ri San!<, lim Hoklol th:lll!heu be ®'!galod 
lo se~·e \be ol.li!I]3II011 a~ men~on!l<J ill pomllt.l, 
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lJ B 0e"'V!~ l<dak mengJJa.<'!'JI >ew,.,..uan Pmalura~ Yang Berakll, Bank bern~ 
-r.tl•ll•sar.akan pe1intal! ;:epbal <'lsl~1~•11e,Tba~a Yii'*S Perwcnang, 
i~tMa$4k !Hap> ~jak lmllalos h;Mu:t ylll'g \lerkaila'l rtl!i'lJ;Jn \lele'ltuar. 
Hu~ur:", Ac:iln1. 

Ptls:>i114 ; P~mbeba~al' Tnnggung Jawab 

14 l Sehullungan de~gar l!en;J;Iausal!aan Rpke~~,g Cile~, Ban~. Pem1:1k 
Ri!kemng dengan inr ml!'l"JI!Iilk;m mcmbeb~Skan Bank, p$j~t>al 11.1au 
p~(l"Willfl/i> dan S"'9~la I<~ rug an dzn atau p~!1aMgglfflg f&wabM ~ alau 
gu(illliii'Jllltl'U!.:m Oilri p.hak manapu.~ IUi!i yang le;jadi ~ebagal akibal rtBri 
segala ha·. ~n:an11:!itl p!11i!l;sana~n f'!!illlmm Ya!IQ 8\lrla~u. terh;>Ja.~!'iya 
!wm.n•k~s,. pemt)j)¢~ML kev:.aran, ~eada~,danllil!. sM~ semllil kejlldillll 
yarog ~rada d~u~r ltn:Wasaa!l Ban~ 

14 2. Pemlhk Rfken'~g denga~ im "'tm~bas~an e~1\ dan seh;op Wnlulan 
!Cf<'),ld~P 8:.rk. pe;abal atw peg..w;~mra dan ?cmi:<~ Re~itlg MWIU 
unluk merbayM gano rug. ~ep~O:a Sank ~1<111 r.otiap kerug an aUill bia"ta 
yang lrm\Jel bagi llan'<, ylil'l!) drsebabkan Qleh p;1na;}ha.~ yang <illalrukan 
c'eh Can~ u<'luk kepDmit',gtn Pem,lik Rnk;;n '*9· 

1~.3 oa>am fl.ll\l~si ap~pvr Safilo; !idak oerlanggung JitWl!b 1\!ipada Pem•!•;: 
Ru~~mg abs 1wnumn~n .·i:ai dana ;nda R?kening ~~~w Ui>ellai:K<Jn ol~h 
pemtlebar.an JliiU pcmol<lrlg<iO 111au pajak·pajak yang O:dwnakal1 
bmda5ari<ill'\ PetJ!wan Yang B~tlaku <llau na·k lul\lnnya .nilai ld;ar mala 
u~ng a~in~ diV!l<l:!fllg•an y~rg dJa~i~Mkan riel'< hi'U'll"·)'<l. nil~· m:ua Ua!\R 

;nil"g da'i walllal 'IJ"9 !1\l!S.h C'~l;!m pro;es i".klSOm<I4P•"" trllflSlN tllbl?i~,., 
ttse!t1k,.li ~ursnya. 

\4.<! . .th ll3nlltr.~!lak;aMI<,i"!(l t,;w.l;;dwn·~ru!akM 5e~uburl!;at dcli!l<ll"l ~akmluM 
i>a>illll ayal4 oan Panl \3. Pernhk fle~en ng dengan iff tl'etll*lia:sklin 
Ban~. P\'lalla: dan Pf!;)li"'ainyil dar 1>e!J"I3 tun)..lan ~~~~um ealam twni>.H 
ap:;pun dan 9~11~ kefllgian dalam j.li!!IJh twrap;~pu'"> 

Pasal1$ ! f'engubahan dan Penyimpar.gan Syaral-SyttJt !.lrnum 

15.1. a~n~ h<!tltak meng~daka1 pe:ubatao. ;wnambai'an atlJJ pelf.!:!alra:uan 
alas Sya•al·$y<Pi11 Uwum dan aoo Sya<al·$yara! KPust.s yang lnpbk,; 
pada st\iap jMis-mktr.in!.J d3n atau jGnis l!lfldu~ dan alau sis!llm yang 
~I)!.:Mkan Bark dill 11kan membenll!IIUl<ailllyt! !<epae11 Pem,l~ Rel<anlrlg 
mer.urut 'ara y;11:9 dlletap<an oleh Bark Permlik Reke~ins- WO!J<ti 
mtmla'.uhi. lundrJk dan '<;ril<at rarta pt;ubllkan, JH!!Nii<M alw !arrrbahan 
t¢metrut 

1S,2. Stlia~ penyim;cangan dari S~Jut;.Syatal \JI'rum i~i h.lnya dlbi!li'lliktn 
J>ka penrim;:ansp" ler>ebu: lelah Qo<;;~l1;jui wca,iltenulJS cl!l'i Aar.(. 

P\ll$81 11); 1{\J~l!t'l'l V<W~ bedl!IHI thin 0Grnislli 

H.i. 1. SyJt1it.SyJUat Um~m 1111 -:t.n1;;k pad<~ h!Aum Neg.ua Rll;lu:ll;k !ndcnesra. 
16.2. Mer•;wmot S;ar.n·SyatM Urnum mi J;mM~saf.l akibatnya:, San!( diin f>em~ik 

Reken'ng WlUju 1.nluk nremil.h ll!ll'pat l!eQiarmn luf~um y.;mg lelap 6iln 
n~ata u•nwr: piMa Kamorf>anitera l'crgadJan flisgeti yJng weN51!&ngnyil 
mthf)llli w•tayal1 tom;lill l<a.-.:or Ban~ dlinma Rtl«lnmu dibuka. Tei'IIJ).M 
r.-kerJng rt.~uk~ ~~lah !!!moo; d'mana tek¢11'1'9 mnebul dibuha >;~:eh 
£.<ba"9 a3nlo ~lau Qieh Salah !Iaiii U,;l ke~a flarh 

!6.3 . .hka P.;rnitlk flekenrng mempunyru egb!lfapa RQ•Mi..g paJa sa:,; atau 
bcborapa .:abang al~.> unil ke~a Bark, 11\alm llani< dan PO'l"'!ik fld:enitg 
wluju unJu• rnemikh W~J~pa: ~t:dia:-an ~ulwm ~·g !\l!ap dan secara ._m~m 
!><1<:'3 Kanlo' Pan~ra ?engadilan N~i yang ~MUngnya f"i!lipul' 
wilw;ah Clmana sa!ah sam te!Wn'roq yang tersensketa le:r.eb~! d:bvka. 

\3 \J ~~olwoiMsi~!Wir.g lhe Appl cable Aegulahon, 1M Ban~ s:i'all be e'llitled tQ 
e•lXule 11"1e insl;u~lienloole: of the complf'.enl alllllol";liK'a~n~r:y inc;uarng 
bd w:fhQ.,Lhmila1ion IO':he ml!l'.i!rs r<ll\ted to lh! req:Wemunl~ of P<lcedt~oa! 

''" 
Ank:le 14: Rell&lgf R.-spon&ibllllV 

l•U. lr. eonne¢11011 will> !.'HI admiruslralio-n !!I tile Account by 1he 
8ank. the A'eou~:: Ow!'!ll hetoby relieve~ lhe Bani:, ils: officers or 
emple;ces from any 1~$$ omllor liallilily Bn:l!!lf elatmlne::~m of any 
P<t•ly whieh a<isas as i'< unult olnny nraller, amcm) olllars the 
implemEnlaliun c.! lho Apphe.able flegulalion, 111e impetfett 
comm~n..-:ahan. Slrike, tint. emergency, and all oecumnces beyond 
lhll conHcl til me Sank. 

\4 2. TlH~ A~ccu~l Ov.'!li'lf hete!)y tel!evcs lhe em !rem any claim to !he 
'flank. Hs oHieers .:i! em;;IQj'4es and lhe Accouol Owner agrees to 
ir.demmly H\.;r Bank lor any l.:lamaye!IQSS ssuUt:ned Qf &tp-enses 
rnc~r .;:d !IV Ill<; 'flar.lo. duo to lh<; claim !H3d<'l by the Bank m i;;>VIIr o~ 
IM A;COUt"l Owrl!f. 

14 l In 111:1 cas~ :;hail II!& Sank :re respensllfe 1::0 !he At::outll Owner for ,.ny 
uecrea1Qd valVe ol !lw hmd ir. lh& Aec<:H.ont re&.:IIW lmm rn imposlli<:\~ cr 
mmoo::dirg o! la~ts in'posW in et>XnJa~ee wilh 111e ~ Regulalioo 
w b< !Ire decreasr,Hi vaiL"!! ol ~t,gn curmncy c~cha.nge rate an1.:1 ar"ly loss 
~ b'j !he di!l;teased value cl kmi<Sn currency EKCha.~ge <ll an inMrumen: 
lha! is sliJ u'ldv t:lelling Qf ltenshwi•g PfOWii$. ~rlorlo •he .a:;tOOn~er.l on 
sw.;h an a,d>~'I1Je ra!e. 

14A. !nlllc even! lhatu.e Senlqretlmms !heaclicns ta·'nmWbin lhu ptollisitms of 
Ariitlt! 8- pa<agraph 4 artd t.r:icle \J hWI!OI, lhe >\ccout\1 O;mer ~.ereby m· 
I eves llle flank, l!s officers ac!n empXiyaes from legal a.::tions ol My 
torm .;1!1\l ll!demn·lie.Won ol any 11mOOI!l, 

Arbclt 15 : Chm.911 and Oavla1km Df Oenelill Terms 

15.1, Thill' bank still I: tle enn'ed 1o m~ke, ~~~.v cnaw,;u, adt:iiltvn or rerewal 10 rhe 
General Con1J,Iko~5 af'd cr Paru<:ular Cood~iOI'\$ opplbb!a ta ead> \ype o' 
ocrount llrid 111 !;'J.'e ol pnxLct all!! OJ du.> appli(:llble sys:em Ill !he Ban~ 
an:r 5'\;11: ll'.lo!m tit!\ nma 10 the AttOIIIIl Ownm in ~ccnroance wi!h 111e 
proced'~1'e a~ dalal'l!\lnel.:l bv the ev.>:. Tlll!1\eeoU11l owner sha, also t:u 
obligeMI lo com?i'f WJ'Jt <l!ld adhere 10 ~"tl OO.md by 1t>o cflange, oo:rr(!C'.ion 
Of addi:;on. 

15.:! Any de'iia1icn 110m these Ges&ral Tenns 5hall apply cn!t;; socii dauiutior. 
ha~ been a~ in wti~ng by I~ Sar.k. 

Article 16: Goverr;!ng law and' Domklle 

16. 1. 11\ue G~oera! T~llll'l' stuill oo geve....OO by tilt lawllf the F.e::wbW oil~ 
Hi-2. With <es;:teet to lhi~ G!lfltmll Coodition and ail eorseq:wnc•m th'Jireol, lhe 

aal!k all!lll"e Accounr 0wro:r W!lagt;w. to ch~ 11 pem>anenl and 
qeneral domicile at lhe Aegislra• Ollie& CJt !he Oitbil;t Court wMre tha 
[uri;d,do'! lti!h'!Ol (<}Wfs lhe region wlleHlll',e acrounr ~~ opettOO. Placa 
where the ~etount Is cpe-wd is the place whew l'W aeo:nunl Is o~ned by 
1M tram:h office of the tanil N by on~ ollhe we•kmg un::s ol the 6ar.lc 

16_J lillie Account Owner owns !illl'lHaC atcounH b ooe OT 5eVIil!11l branch 
o'i~Cts « worlling units ¢1 !he Bank, lite !'lank an11i'o Ao::<llllll Ownar shali 
ao;;ren ~~ ~ petmanetll ami :ega~ ®mitikl a1 1he Ctelll O!ficl"l ol Inc 
ms1ti<:l Coo.1 ¥<hoW j\lriWic~on oove~slt<e ~n \\'tlere OM or 1.-.e JI.:C<l\,"1",\s 

being d:!>p!J'.e is l)l)(!nt!J_ 
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BANK 
MANDl% .... 

APLIKA:SI INTERNET BANKING DAN SMS BANKING 
• Application for Internet Banking and SMS Banking 

~~NG ................................ Tt:;:.GGAL •.••.• .! .... / ..... . 

HARAP OITULI$ OENGAN HORUF CETAK I FJIJ fn with Block Lotter 

DATA: NAsABAH·I Cus""""er Data · • · - -'------~-~~----·-----··-'·-----~ - - -- -

NAMA LENGKAP 
FnUNama 

NAMA GAOlS IBU KANDUNG 

I I I I J 

· Ll LL~~-LLL~~~LLLL~~LLLLLL~-~ 
AlAMAT E-MAIL 
£-m;W Addn:ISS 

NOMOR TELEPON SELULAR 
C..II!;Jiar f:>f>Qno Number : Ll .L.l..W'-l..J...L.L.LL-I.J....J...L.LW-l...J...L.L.WL-1-.L..L.L.LL....;WL.J 

ALAMATSURAT 
Mailing Addru,u 

L-'...J...J....I.-.L'-L-'.J...L.L.L..L-1-'-'--' ~;~ ~11 •••••••••••• - ••• 

Nomor Telepon 
Pm>na Numbw 

Rumah 
Hem& 

Kan!CU" .F;;~ks 
OM<:e ................... , Fax ·:·•······· ··--··· •. 

Nomor Kartu ATM 
ArM Qvd NumtK>r !llliii!JIIIIJIIJ 

~- LAYANAN"YANG our;{Gft\iKAN i:iirterrret_s,Ohing 'and SMS Banking Services . -
L--~--~""-'--..J--·--~--~-----~' ~ '~ -~ - < -

0 SMS SANK!NG 0 INTERNET OANKING 

0 OAFTAR REKEN!NG SENCIRI 
M'/ owp a~Uft! hsf 

Q OAFTAR REKENING TUJYAN TRA~SFER ~KHVSUS SMS BANKING) 
To:msferdt>tfifinafu:m B<:<:OV•II ltsl (SMS OHm fr>fl Sfllltlf:C OnfY/ 

r.;,.. 1-..1 K<>dR c..:...ng !iQ!I\01 R~Un1!>9 !!>'"' T_,t<oue ca~t!¥,1 Nt~rn:>r RU<>~~~~~ t<an~ 
Dol<!> -lito"~·' C!XI'ot A<"<'<~u,,! "'""'bnt ..... ,, .... i!•o~<h CM~ ~'e~Mf!umnot ..... ., .. 

•D D LLLJ, I I j D 0 LLLJ> II I I I I I I\ I 
'0 D LLLJ, D D L..Ll.J! I I I 1 I I 

'· 0 D LLLJ, I I D 0 L~LJ! I [ I 1. 
•D D LLLJ' I I I I I 0 0 LL.lJ I I I I I 
s. D D L.1_U I l I I I 0 D LLLJ, ' t I ·I 
s.D D L.LUt I I D 0 LLLJ' I I I I I I 1 I 

'· D 0 LLLJ, 1 I I D 0 LLLJ, I I I I It I I I I I I I 

'"D 0 Ll....Lit I I I D D LLLJ, I I I 1 I I I I I I 
PEMBERJTAHUAN BA."lK IV!ELALUI SMS 6!LA 
Bank"$ .-.clfflc!'fion (I'.!W sms if 

I I i I I I I I I LLJ No.I i Hml UP<>Iumnya 
·0 DEPOSITO JATUH TEMPO 

No. t I I I I I I I I I I LLJ DlfY$ lmftve •1 
Tmm <Jeposd Is malun: 

0 PENOLAKAN CEKJBG ATAS REKENING SEND!RI 
My own r#le=k I BG is t:ovneeri ·. 1 2 3 4 5 6 7 • (Hafa$1 diFngkan) 

CJ PENGKREOITAN LEBIH DAR! 
Cror:ti/Qd t!CCOI.mt m'(!l't! /han Rp .. .... "··-····""·•" 1 2 3 4 5 6 7 • (Har.~p- dllillil•ari} 

0 PENDEBITAN LEBIH DARI 
Dabifod account mere lllan Rp ................ , .• ., ....... 1 2 3 4 5 6 7 8 tHMep dKlngkan) 

0 SALDO t<URANG OAR! 
Aeoount bnffmt::e 1!1/ss l'Wil Rp .............. " ............ 1 2 3 4 5 6 7 • {tlarsp di~rl) 

D 8ERSEDIA MSNERIMA PE.SAN PROMOSI OARI BANK MELALU! E~MAIUSMS 
Wcui<J lllro lC ff1C8{va hqnk':< pmmol/orral messages cvvr a·mui11SfAS"') • · .. . • . · 

~- • • •• - • • • - 1 • • 

_ PSRNY~'!_ __ ~!__C?~cla_':_aJlon · • .' . . J 

Sayaikaml menyalak.an bahwa semua data dl atas adatah benar dan menyetujul eerta !unduk pada kt~hmtuart dlln syara\-syand 
lpysnan Internet banking Qa"' atau sms banking yangtelah SJ:~ya ba.:j\1 pada'_!amw.·~:u ba!!k ap!!kasl inl maupun kela-nluan lain 
yang burlaku dari wak!u ke waklu dl PT.Bank Maridlri (Pera~Jro). · ·: · · · • . 
lt<'«! certify lhl'll a:l!£Wa "'*''lli/;IWd dara if Mrfet:l iHid 1/we /rUIWly IJP~ 111111 ~llall·bf' WbjecN<rthatstms er.d ctmdiltons !nletrwr bar.~'ri!J am! rn­
sms /milking seNiceS on ltitt tmt:k lear apfJ!ieallon. &ol!!&r lorm$.tlll::l candi!JO!ls from'lf.ni1fll1ime fit PT. B~nk.~lllnrliri (Poi'Y).'Oj. 

. . ' ' . . 
~!l[f!.~! -~85''!~:- .; ~-.-..~;:;::; ,;_,:,:: ..• ,._:;v., ..... : ..... ""'-""'" ; . 

.. UNTUK BANK I Fo; Biwk Use ' , ' I 
~-~---- -~---~, , . 

CIF NO. LL.LLJ_.J_j_J 
r I I, I ! I I I 

Nasabaht~...Customer 

.. 
O Perorangan 0 · Rekan1ng G8~~~Qan ~ 

. "i Wakslmum ,;') htrl !a~b<:>!Qm jabJh \empa/ 1-faxim<lm f-:Jr W f1Q)IS (>~(OM ,.,-,,UIIrily 
.. ) Cofftl $fJSUPI Cengan a-pliltg$f Y""9 diinglnkl'lfll V<>IO!iP W!li>ffl 8f'pli<><>tffl 

• Dlsetujut O!&h 

FFO 057 :><, 

-~-~----· 
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